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Pembaca yang Terhormat,

Selamat datang di edisi Indo-Pacific Defense FORUM tentang  
kedaulatan nasional.

Negara-negara sekutu dan mitra di Indo-Pasifik berkoalisi 
seputar pemahaman bersama tentang kedaulatan untuk memandu 
hubungan internasional dan menetapkan dasar bagi tatanan berbasis 
aturan yang memastikan keamanan dan kestabilan regional. 

Edisi FORUM ini mengeksplorasi peran yang diemban oleh 
militer dan organisasi keamanan dalam mengamankan hak-hak 
negara Indo-Pasifik untuk berdiri tanpa campur tangan dari 
kekuatan eksternal. Ini termasuk hak atas pemerintahan mandiri 
dan hak untuk membela bangsa dari ancaman, baik dari luar negeri 
ataupun dalam negeri.

Edisi ini mengkaji implikasi penegakan kedaulatan — dari melatih 
pasukan dan mengembangkan teknologi militer hingga menjaga 
kebebasan internet dan mengelola luar angkasa. Edisi ini juga 
mengungkapkan pentingnya sekutu, mitra, dan negara-negara yang 
berpandangan serupa untuk bersatu mengenai konsep kedaulatan 
modern demi menjaga perdamaian dan kemakmuran.

Dalam artikel pembuka, Dr. John Hemmings, direktur senior 
Program Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Indo-Pasifik di 
Pacific Forum, berpendapat bahwa perbedaan gagasan kedaulatan 
mendukung banyak ketegangan yang meningkat di Indo-Pasifik, 
mulai dari sengketa Laut Cina Selatan, proliferasi senjata pemusnah 
massal, hingga kebijakan ekonomi koersif. Hemmings menegaskan 
bahwa masalah seputar definisi kedaulatan, termasuk konsepsi tatanan, 
harus ditangani demi memungkinkan Amerika Serikat, sekutu dan 
mitranya, serta negara-negara regional lainnya mencapai keselarasan. 

Dalam analisis mendalam lainnya, Dr. Shaun Narine, profesor 
di St. Thomas University di New Brunswick, Kanada, menelusuri 
bagaimana Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) 
mendefinisikan kedaulatan bagi negara-negara anggotanya. Narine 
menjelaskan bahwa terlepas dari tantangan yang ada, ASEAN telah 
menyatukan kekuatan yang saling bersaing untuk memperoleh 
pengaruh regional dan mendorong hubungan diplomatik serta 
pembangunan ekonomi di kawasan itu. 

Sementara itu, Brigjen Angkatan Darat Singapura Frederick Choo 
berbagi kisah tentang cara Singapura mengatasi kendala geografisnya 
untuk melatih Prajurit serta cara Angkatan Daratnya bermitra dengan 
angkatan darat regional lainnya untuk membangun keterampilan dan 
kepercayaan serta meningkatkan interoperabilitas.  

Artikel dari staf FORUM menelusuri alasan negara-negara sekutu 
dan mitra perlu menolak pengendalian otoriter yang diberlakukan atas 
nama kedaulatan digital serta cara aliansi militer mengembangkan 
strategi untuk melindungi aktivitas yang disetujui di ruang angkasa, 
di antara topik-topik lainnya.

Kami berharap artikel-artikel ini akan mendorong pembicaraan 
regional tentang pentingnya mengamankan kedaulatan nasional. 
Kami menyambut baik komentar Anda. Silakan hubungi kami di 
ipdf@ipdefenseforum.com untuk menyampaikan pendapat Anda.
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BRIGADIR 
JENDERAL 
FREDERICK CHOO 
adalah kepala staf 
– staf gabungan, 
inspektur jenderal, 
dan kepala pejabat 
keberlanjutan 

Angkatan Bersenjata Singapura (Singapore 
Armed Forces, SAF). Dia bergabung 
dengan SAF pada tahun 1998 dan dilatih 
sebagai petugas lapis baja. Jabatannya 
sebelumnya meliputi komandan, Divisi 
Singapura ke-3; komandan, Brigade Lapis 
Baja Singapura ke-8; dan komandan, 
Batalion Resimen Lapis Baja Singapura ke-
42. Choo juga memegang jabatan di SAF 
dan Kementerian Pertahanan Singapura, 
termasuk wakil direktur (Kebijakan 
Personel), Divisi Ketenagakerjaan; kepala 
Rencana dan Transformasi Gabungan; 
serta kepala staf – staf umum, Markas Besar 
Angkatan Darat.  Ditampilkan pada Halaman 30

DR. SHAUN NARINE 
adalah profesor ilmu 
politik dan hubungan 
internasional di St. 
Thomas University 
di Fredericton, New 
Brunswick, Kanada. 
Penelitiannya berfokus 

pada pengembangan kelembagaan, 
politik, dan ekonomi Indo-Pasifik, dengan 
penekanan pada Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Dia 
telah menerbitkan dua buku dan banyak 
artikel tentang isu-isu ASEAN. Dia juga 
telah memublikasikan topik-topik terkait 
kebijakan luar negeri Kanada di Asia, 
Eropa, dan Timur Tengah. Penelitiannya 
saat ini berfokus pada isu-isu transisi 
kekuasaan dalam sistem internasional 
dan dampak dari paradigma teoritis yang 
berorientasi Barat pada pembuat kebijakan.  
Ditampilkan pada Halaman 54

DR. JOHN 
HEMMINGS 
adalah direktur 
senior Program 
Indo-Pasifik di 
Pacific Forum 
International 
di Honolulu, 

Hawaii. Sebelumnya, dia adalah guru 
besar madya di Daniel K. Inouye 
Asia-Pacific Center for Security 
Studies, juga di Honolulu. Dia adalah 
peneliti paruh waktu di Center for 
Strategic and International Studies 
yang berbasis di Washington dan 
James Cooke Fellow di Council on 
Geostrategy yang berbasis di London. 
Dia berspesialisasi dalam aliansi dan 
persaingan strategis A.S. dengan 
fokus pada strategi Indo-Pasifik A.S.  
Ditampilkan pada Halaman 10
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Mari bergabung dengan kami di Facebook, Twitter, Instagram, 
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Cari “FORUMNEWS” di iTunes 
atau Google Play Store untuk 
mengunduh aplikasi gratis kami.

UNDUH 
APLIKASI KAMI!

KONTRIBUTORIPDF
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Australia dan Selandia Baru Memiliki Pandangan yang Sama tentang Pasifik

Australia dan Selandia Baru  
sejalan dalam kebijakan mereka  
terhadap Negara Kepulauan  

Pasifik (Pacific Island Countries - PIC),  
saat Republik Rakyat Tiongkok (RRT) 
berupaya menumbuhkan pengaruh  
di sana, demikian ungkap Perdana 
Menteri Australia, Anthony Albanese, 
kepada wartawan pada konferensi pers 
dengan Perdana Menteri Selandia Baru 
saat itu Jacinda Ardern.

Jacinda Ardern menjadi pemimpin 
asing pertama yang mengunjungi Perdana 
Menteri Anthony Albanese di Australia 
sejak ia terpilih untuk menduduki jabatan 
perdana menteri Australia pada Mei 2022.

Australia, Selandia Baru, dan Amerika 
Serikat telah menyuarakan keprihatinan 
bahwa pakta keamanan baru Beijing 
dengan Kepulauan Solomon dapat 
mengakibatkan didirikannya pangkalan 
militer Tiongkok di negara kepulauan 
Pasifik itu. Kepulauan Solomon dan RRT 

telah membantah hal itu.
“Kami memiliki prinsip yang sejalan 

tentang kawasan Pasifik,” ungkap Anthony 
Albanese. “Saya berharap dapat bekerja 
sama dengan Perdana Menteri Jacinda 
Ardern, bekerja sama dengan negara-
negara tetangga demokratis kami.”

Anthony Albanese mengatakan bahwa 
pemerintahannya menjanjikan tindakan 
yang lebih besar terhadap emisi gas 
rumah kaca. Banyak Negara Kepulauan 
Pasifik yang terletak di daerah dataran 
rendah menganggap perubahan iklim 
sebagai ancaman paling mendesak dan 
eksistensial.

“Kawasan Pasifik telah mencantumkan 
perubahan iklim sebagai ancaman No. 
1,” ungkap Jacinda Ardern. “Saya tahu 
sehubungan dengan Selandia Baru, kami 
memiliki banyak hal yang harus dilakukan, 
tetapi kami menyambut baik dapat 
bergabung dalam perjalanan itu bersama 
dengan Australia.”  The Associated Press

PRESIDEN 
BIDEN DAN MARCOS

Menegaskan 
Kembali 
Aliansi 
Kedua Negara

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan Presiden 
Amerika Serikat Joe Biden merenungkan pentingnya 
aliansi kedua negara mereka selama pertemuan tatap 

muka pertama pada September 2022, selagi Presiden Biden 
“menegaskan kembali komitmen kuat Amerika Serikat terhadap 
pertahanan Filipina.”

Para pemimpin tersebut bertemu di sela-sela Sidang Majelis 
Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York empat bulan 
setelah Marcos menang telak dalam pemilu.

Manila dan Washington memiliki perjanjian pertahanan 
timbal balik sejak tahun 1951, dan Presiden Joe Biden 
mengatakan bahwa kedua sekutu tersebut berada dalam 
“hubungan yang amat sangat penting.”

“Selama beberapa dekade, aliansi ini telah memperkuat kami,” 
ungkap Joe Biden, demikian menurut Gedung Putih.

Selain membahas Laut Cina Selatan, yang di sana Filipina 
bersama negara-negara lain terlibat dalam sengketa teritorial 
yang telah berlangsung lama dengan Republik Rakyat Tiongkok 
(RRT), kedua pemimpin tersebut mendiskusikan berbagai hal, di 
antaranya ketahanan energi, tindakan terkait iklim, infrastruktur, 
dampak invasi Rusia ke Ukraina terhadap harga energi dan 
ketahanan pangan, serta krisis di Myanmar, demikian ungkap 
Gedung Putih.

Beijing menolak untuk menerima putusan mahkamah 

arbitrase internasional pada tahun 2016 yang memihak Manila 
atas klaim sewenang-wenang RRT di Laut Cina Selatan. Kapal-
kapal Tiongkok juga terus menyusupi zona ekonomi eksklusif 
Filipina di jalur perairan strategis itu.

Marcos, yang berjanji sebelum menjabat bahwa ia akan 
menegaskan putusan tahun 2016 tersebut, mengatakan “semua 
negara di kawasan ini dan khususnya Filipina sangat menghargai 
peran Amerika Serikat dalam menjaga perdamaian di kawasan ini. 
[Saya] berharap bahwa kami dapat membahas lebih lanjut tentang 
peran yang akan dimainkan oleh kedua negara secara bersama-
sama dan secara individu saat kami terus meniti jalan untuk 
menjaga perdamaian, terlepas dari semua kerumitan yang muncul 
dalam beberapa bulan terakhir.”

Pada Maret 2022, kedua negara melakukan salah satu latihan 
militer gabungan terbesar mereka, Balikatan, dengan para pejabat 
yang berharap latihan itu akan menyampaikan pesan hubungan 
bilateral yang kuat dalam menghadapi tantangan maritim RRT. 
(Foto: Marinir A.S. dan Filipina melakukan penyerbuan selama 
latihan Balikatan di Filipina pada April 2022.)

Dalam pidatonya di depan Majelis Umum P.B.B., Marcos 
mendesak penghormatan terhadap “tatanan internasional yang 
terbuka, inklusif, dan berbasis aturan yang diatur oleh hukum 
internasional serta didukung oleh prinsip-prinsip kesetaraan dan 
keadilan.”  Benar News

DVIDS

SELURUH KAWASANIPDF
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Jepang Menerapkan 
Pengawasan Ekstra 

kepada mahasiswa asing

Filipina telah memasang pelampung (buoy) dan 
membuka pos komando untuk menegaskan 
kedaulatannya di perairan dan kepulauan yang 

diklaimnya di Laut Cina Selatan yang disengketakan, ujar 
Laksamana Artemio Abu, kepala Pasukan Penjaga Pantai 
Filipina (PCG), pada Mei 2022. 

PCG menyiapkan lima pelampung navigasi, masing-
masing sepanjang sekitar 9 meter dan dipasangi bendera 
nasional, di dekat pulau Lawak, Likas, Parola dan Pag-
asa, ungkap Abu kepada stasiun radio setempat, yang 
menyebutnya sebagai “keberhasilan luar biasa dalam 
pemasangan penanda kedaulatan kami.”

Dia mengatakan PCG juga mendirikan pos pengamatan 
komando di Lawak, Likas, dan Parola untuk meningkatkan 
kesadaran ranah maritim Manila di Laut Cina Selatan, yang 
dikenal di Filipina sebagai Laut Filipina Barat. Diperkirakan 
transit perdagangan internasional sebesar 78,2 kuadriliun 
rupiah (5 triliun dolar A.S.) melintasi jalur perairan tersebut 
setiap tahunnya. (Foto: Personel Pasukan Penjaga Pantai 
Filipina memasang struktur untuk pos pengamatan 
komando di Laut Cina Selatan.)

Perahu nelayan Vietnam dan Tiongkok, serta kapal 
pasukan penjaga pantai Tiongkok, teramati di dekat 
Pag-asa, wilayah terbesar yang dikendalikan Filipina dan 
rumah bagi warga sipil Filipina, demikian ungkapnya.

Di antara pelanggaran lainnya, kapal-kapal pasukan 
penjaga pantai Tiongkok sebelumnya telah memblokir 
kapal-kapal Filipina dalam misi pemasokan ulang ke 
pos-pos yang dipenggawai oleh Marinir Filipina di perairan 
yang disengketakan. 

Pos PCG baru akan “meningkatkan kemampuan kami 
dalam memajukan keselamatan maritim, pencarian dan 
penyelamatan maritim, dan perlindungan lingkungan laut,” 
ungkap Abu.

Brunei, Malaysia, Filipina, Republik Rakyat Tiongkok, 
Taiwan, dan Vietnam memiliki klaim teritorial di Laut Cina 
Selatan. Indonesia tidak menganggap pihaknya terlibat 
dalam sengketa wilayah, tetapi memiliki klaim atas 
perairan Laut Cina Selatan di lepas Kepulauan Natuna.

Putusan tahun 2016 oleh mahkamah internasional 
menegaskan hak kedaulatan Manila atas zona ekonomi 
eksklusif 200 mil laut dan landas kontinen yang diperpanjang 
serta menyatakan bahwa klaim Beijing atas hampir seluruh 
laut tersebut secara hukum tidak sah.  Benar News

Jepang meminta universitas untuk melakukan 
pengawasan yang lebih ketat terhadap mahasiswa dan 
sarjana asing demi mencegah kebocoran teknologi 
kepada negara-negara seperti Republik Rakyat Tiongkok. 
Langkah ini sebagian ditujukan untuk keamanan 
nasional, dan juga bertujuan untuk mengamankan 
pertukaran pelajar dengan universitas Amerika Serikat 
dan Eropa.

Rentetan penangkapan akademisi Tiongkok di 
A.S. baru-baru ini atas tuduhan mata-mata merupakan 
peringatan bagi Jepang, ujar para pejabat.

Terjadinya gangguan rantai pasokan yang 
melemahkan, pencurian kekayaan intelektual dan 
serangan siber, serta keamanan ekonomi telah menjadi 
prioritas utama bagi pembuat kebijakan secara global dan 
area kerja sama diplomatik yang penting.

Dorongan untuk meningkatkan pemantauan pada 
akademisi merupakan bagian dari dorongan untuk 
memperluas kontrol ekspor Jepang, dibarengi dengan 
RUU keamanan ekonomi yang disahkan pada Juni 2022.

Di bawah pedoman baru tersebut, universitas diminta 
untuk melakukan pemeriksaan latar belakang dan 
menandai individu yang memiliki hubungan dengan 
pemerintah asing atau institusi terkait pertahanan. (Foto: 
Para mahasiswa berjalan di kampus University of Tokyo.)

Kedutaan Besar A.S. di Jepang mengatakan pihaknya 
menyambut baik revisi pedoman tersebut. Ia mengatakan 
A.S. akan mencari cara untuk membantu Jepang 
dan universitasnya dalam melindungi dari tantangan 
keamanan penelitian yang “nyata dan serius”.

Warga negara Tiongkok menyumbang 44% dari 
hampir 280.000 mahasiswa asing di Jepang pada tahun 
2020, demikian menurut data pemerintah, sementara 
A.S. merupakan tujuan utama bagi para peneliti Jepang, 
diikuti oleh Tiongkok, pada tahun 2019.  Reuters

FILIPINA 
MENANDAI WILAYAH KEDAULATAN

THE ASSOCIATED PRESS
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D
ua laporan yang dirilis oleh pejabat di 
Xinjiang — satu oleh pengadilan tertinggi di 
wilayah itu, yang lainnya oleh sekelompok 
jaksa — menunjukkan beralihnya strategi 

Partai Komunis Tiongkok (PKT) dari yang disebut-
sebut sebagai pendidikan ulang menjadi penjara untuk 
membatasi populasi suku Uyghur.

Laporan itu, yang diterbitkan pada Maret 2022 
di situs web resmi pemerintah Kawasan Otonomi 
Uyghur Xinjiang (XUAR), sebagian besar menyebutkan 
kembali statistik yudisial untuk tahun itu. Namun para 
cendekiawan dan analis mengatakan angka tersebut 
mewakili pergeseran strategi untuk menggunakan cara 
yang lebih resmi namun tetap korup untuk menuntut 
suku Uyghur dan anggota minoritas etnis lainnya di 
Xinjiang di Tiongkok barat laut.

Jaksa penuntut umum, yang secara bersama-sama 
dikenal sebagai Jaksa, menahan atau menghukum lebih 
dari 44.600 orang dalam 28.490 kasus yang melibatkan 
sekitar 12.900 kejahatan, ungkap Li Yongjun, yang 

merupakan kepala Jaksa Rakyat XUAR, pada sesi kelima 
Kongres Rakyat XUAR ke-13 pada Januari 2022.

Li menyebutkan bahwa "pembangunan Xinjiang 
yang aman didukung secara efektif."

Ketua Mahkamah Agung Bahargul Semet 
mengatakan pengadilan wilayah itu menangani 668.900 
kasus pada tahun 2021. Dari jumlah tersebut, 606.200 
tidak dibuka untuk umum. Sementara itu, Mahkamah 
Agung tingkat atas mengambil 5.820 kasus, yang 5.271 
di antaranya tertutup.

Peneliti Jerman Adrian Zenz, yang telah 
mendokumentasikan penindasan PKT terhadap 
suku Uyghur, mengatakan bahwa jumlah kasus dan 
penyelidikan di pengadilan Xinjiang telah meningkat 
hampir dua kali lipat sejak 2018.

RADIO FREE ASIA

Aktivis hak asasi manusia mengatakan bahwa Partai Komunis 
Tiongkok telah menahan 1,8 juta suku Uyghur dan minoritas Turki 
lainnya di jaringan kamp penahanan di Xinjiang, termasuk Pusat 
Penahanan Urumqi No. 3 yang besar.  THE ASSOCIATED PRESS

Polisi Tiongkok 
memblokir jalan 
menuju gedung 
pengadilan di kawasan 
Xinjiang sebelum 
persidangan seorang 
cendekiawan Uyghur.
AFP/GETTY IMAGES

PKT Mengalihkan Penindasan 
Suku Uyghur dari 'Pendidikan Ulang' 
ke Penjara, Ungkap Analis

IPDF KABAR TERBARU HAK ASASI MANUSIA
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Seiring meningkatnya terjemahan bahasa Uyghur 
selama persidangan, statistik menunjukkan bahwa, 
“Penindasan Beijing di kawasan ini bergeser dari 
pendidikan ulang menjadi penjeblosan ke penjara 
bagi sejumlah besar suku Uyghur,” ungkap Zenz. 
“Suku Uyghur tidak dibebaskan dari kamp, melainkan 
dijebloskan ke penjara.

“Xinjiang terus menyembunyikan berapa banyak 
‘penjahat’ yang dijatuhi hukuman setiap tahun,” 
ungkapnya. "Mereka berhenti melaporkan angkanya 
pada 2018. Sayangnya ini menunjukkan bahwa negara 
itu menyamarkan strateginya untuk mengalihkan suku 
Uyghur dari kamp pendidikan ulang ke penjara dari 
dunia luar."

Teng Biao, pengacara untuk bidang akademik dan 
profesor tamu di University of Chicago, yang ahli dalam 
sistem peradilan dan hukum Tiongkok, mengatakan 
bahwa pengadilan telah menjadi alat penindasan di 
Xinjiang.

Bahargul, ketua mahkamah agung, mengatakan bahwa 
pengadilan yang dioperasikan oleh Korps Produksi dan 
Konstruksi Xinjiang, organisasi ekonomi dan paramiliter 
milik negara, menangani 80.800 kasus, 71.000 di 
antaranya sekarang sudah ditutup. Korps itu, yang juga 
dikenal sebagai Bingtuan, telah dijatuhi sanksi oleh A.S. 
atas keterlibatannya dalam pelanggaran hak asasi manusia 
terhadap suku Uyghur.

PKT diyakini telah menahan 1,8 juta suku Uyghur 
dan minoritas Turki lainnya di jaringan kamp tahanan di 

Xinjiang sejak 2017. Beijing mengklaim kamp tersebut 
merupakan pusat pelatihan vokasi serta telah menyangkal 
tuduhan yang meluas dan terdokumentasi bahwa kamp itu 
telah melecehkan umat Islam di kawasan itu.

Laporan dari Pengadilan Rakyat juga mencatat 
meningkatnya kasus pengadilan yang ditangani secara 
online.

Para aktivis memprotes penganiayaan terhadap suku Uyghur yang 
dilakukan oleh Partai Komunis Tiongkok selama unjuk rasa di 
Jakarta, Indonesia, pada Januari 2022.  REUTERS

Penahanan Suku Uyghur
TINGKAT 1: Pusat Pendidikan Ulang (Keamanan Rendah)

TINGKAT 2: Pusat Pendidikan Ulang (Keamanan Tinggi)

TINGKAT 3: Penjara dengan Tingkat Keamanan Tinggi

TINGKAT 4: Pusat Penahanan Administratif
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Kedaulatan adalah salah satu konsep terpenting 
dalam hubungan internasional — mungkin 
sama pentingnya dengan kekuasaan karena 

peran utamanya dalam memandu hubungan negara 
dan menetapkan dasar untuk tatanan berbasis aturan. 
Perjanjian Westphalia, yang ditandatangani di Eropa 
pada tahun 1648 setelah Perang Tiga Puluh Tahun, 
menetapkan konsep negara berdaulat. Dengan 
demikian, perjanjian ini juga menciptakan kerangka 
hubungan internasional modern, demikian pendapat 
banyak cendekiawan. Meskipun hari ini diterima 
begitu saja, konsep negara berdaulat — unsur pokok 
untuk tatanan global saat ini — diciptakan oleh 
perjanjian tersebut dan diterjemahkan menjadi entitas 
yang bertanggung jawab atas perdamaian dalam 
perbatasannya sendiri, mempraktikkan diplomasi, 
memberlakukan perjanjian, dan, pada akhirnya, 
berperang. 

Sebelum perjanjian itu, prinsipalitas Eropa 
memiliki kedaulatan terbatas, dengan sebagian besar 
legitimasi penguasa mereka diberikan oleh kepausan, 
yang menggunakan kendali atas para pengikutnya. 
Demikian pula, di Indo-Pasifik, tatanan Sinosentris 
bersejarah menetapkan kedaulatan, dengan banyak 
penguasa tunduk pada legitimasi yang diberikan oleh 
kaisar Tiongkok sebagai ganti untuk menerima prinsip 
hegemoni Tiongkok, atau Tianxia (diterjemahkan 
sebagai "di bawah langit"), kata para cendekiawan. Oleh 
karena itu, dalam banyak hal, kedaulatan seperti yang 
didefinisikan setelah 1648 bukan sekadar kedaulatan 
yang menetapkan teritorialitas, tetapi kedaulatan yang 
menciptakan kesetaraan status.

Mempertahankan Relevansi
Meski praktisi keamanan mungkin memandang konsep 
kedaulatan sebagai hal tambahan dalam pekerjaan 
sehari-hari mereka, tetapi konsep ini lebih penting 
daripada kelihatannya. Piagam Perserikatan Bangsa-
Bangsa Pasal 1 Ayat 2 menegaskan bahwa P.B.B. 
"didasarkan pada prinsip kesetaraan kedaulatan dari 
semua Negara Anggotanya." Sentralitas ini tidak kalah 

pentingnya di Indo-Pasifik. Di kawasan sini, berbagai 
masalah pascakolonialisme, konflik teritorial, dan hak 
asasi manusia menyoroti arti penting konsep ini. 

Hampir setiap pembicara di Dialog Shangri-
La, Singapura pada Juni 2022 menyebutkan perihal 
kedaulatan setidaknya sekali, termasuk Perdana Menteri 
Jepang Fumio Kishida dan Menteri Pertahanan 
Amerika Serikat Lloyd Austin. Sejumlah pembicara di 
forum keamanan internasional melangkah lebih jauh, 
dengan Sebastien Lecornu, menteri pertahanan Prancis, 
dan Jenderal Phan Van Giang, menteri pertahanan 
Vietnam, masing-masing menggunakan istilah tersebut 
sebanyak tujuh kali. Konsep kedaulatan tidak hanya 
penting karena dampak dasarnya, tetapi ini juga menjadi 
alasan di balik berbagai celah dan titik ketegangan di 
kawasan itu, dari Laut Cina Selatan hingga Laut Cina 
Timur; dari diplomasi jebakan utang hingga hubungan 
Sino-India; dan dari pemaksaan ekonomi hingga 
operasi pengaruh. Bisa dibilang, inti dari ketegangan 
ini bukan hanya konseptualisasi kedaulatan yang 

KEDAULATAN
Mengapa konsep ini menjadi kunci bagi 
landasan tatanan berbasis aturan di Indo-Pasifik
DR. JOHN HEMMINGS/PACIFIC FORUM INTERNATIONAL

Para pengunjuk rasa di Makati, Filipina, menyerukan agar 
kedaulatan nasional ditegakkan seiring dengan pendudukan 
berkelanjutan Republik Rakyat Tiongkok atas wilayah sengketa 
di Laut Cina Selatan.  THE ASSOCIATED PRESS

Para demonstran berkumpul di Yangon, Myanmar, untuk menuntut 
demokrasi dipulihkan setelah kudeta militer.  THE ASSOCIATED PRESS

Mendefinisikan



berbeda, melainkan juga konsep tatanan yang berbeda. 
Kesetaraan nominal, yang termasuk dalam sebagian 
besar definisi konsep, yang paling berisiko dalam 
pendekatan hierarkis Republik Rakyat Tiongkok (RRT) 
terhadap tatanan. Hanya dengan membahas berbagai 
topik seperti kedaulatan pada tingkat prinsip, akan 
ditemukan bidang keselarasan inti di antara A.S. dan 
negara-negara regional lainnya.

Pertimbangkan skema Satu Sabuk, Satu Jalan (One 
Belt, One Road - OBOR) RRT — terkadang disebut 
Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative 
- BRI) — yang banyak disoroti media global dalam 
satu dekade terakhir dan yang mendorong sejumlah 
negara untuk menerima pinjaman Tiongkok untuk 
pembangunan infrastruktur. Sementara RRT berupaya 
untuk menunjukkan citra dirinya sebagai penyedia 
barang dan pembangunan publik yang ramah, sifat 
strategis dari upaya ini dipandang kritis di seluruh 

kawasan tersebut. Pada tahun 2017, cendekiawan India 
Brahma Chellaney menyuarakan ketakutan banyak 
orang ketika ia memunculkan istilah "diplomasi jebakan 
utang," yang berpendapat bahwa sumbangan Tiongkok 
dirancang untuk membuat negara bergantung pada 
Beijing dan dengan demikian tunduk pada preferensi 
kebijakannya. Kekhawatiran ini juga meluas ke rasa 
kedaulatan wilayah India: “Posisi kami di OBOR/
BRI sudah jelas dan tidak ada perubahan. ... Tidak ada 
negara yang dapat menerima proyek yang mengabaikan 
masalah inti seputar kedaulatan dan integritas 
teritorial,” ungkap juru bicara Kementerian Luar 
Negeri India dalam sebuah pernyataan pada April 2018.

Penetapan Kedaulatan 
Menurut definisi Westphalia, kedaulatan bertumpu 
pada prinsip-prinsip teritorialitas dan non-intervensi 
dalam urusan dalam negeri negara-negara. Kendati 
banyak negara menggunakan bahasa yang mendukung 
deskripsi tersebut, kawasan ini memiliki tiga pendekatan 
dengan perbedaan penting dalam mendefinisikan 
kedaulatan.

Kedaulatan Tradisional atau Ketat 
Yang pertama adalah gagasan kedaulatan historis 
yang berasal dari Perjanjian Westphalia, yang paling 
banyak dianut oleh berbagai negara di Indo-Pasifik. 
Mengingat sejarah imperialisme Barat dan konflik 
di kawasan tersebut, gagasan ini cukup masuk 
akal. Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara 
(ASEAN), misalnya, begitu bangga menjadi model 
kedaulatan Westphalia, sebab organisasi ini didirikan 
berdasarkan prinsip non-intervensi dan penentuan 
nasib mereka sendiri, sesuai dengan piagamnya. 
Keengganan negara-negara ASEAN untuk terlibat 
dalam krisis kemanusiaan Rohingya di Myanmar, 

Lim Jock Hoi, sekretaris jenderal Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara saat itu, memberikan sambutan dalam 
pertemuan yang membahas tentang bantuan kemanusiaan 
kepada Myanmar di Phnom Penh, Kamboja, pada Mei 2022.
THE ASSOCIATED PRESS
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misalnya, berasal dari kurangnya kohesi mengenai 
seberapa jauh prinsip non-intervensi berlaku. Sesaat 
setelah terjadinya kudeta Februari 2021 di Myanmar, 
Indonesia berusaha merancang tanggapan ASEAN, 
tetapi hanya mendapatkan dukungan dari Brunei, 
Malaysia, dan Singapura, sementara Kamboja, 
Laos, Filipina, Thailand, dan Vietnam menyebut 
situasi tersebut sebagai urusan internal, demikian 
dilaporkan BBC.

Kedaulatan yang Bertanggung Jawab 
Definisi kedua, yang sebagian besar digunakan oleh 
negara seperti Kanada, A.S., dan banyak negara 
Eropa Barat, sedikit mengubah definisi Westphalia 
asli dengan membuat kedaulatan bersyarat. Menurut 
P.B.B., hak untuk melindungi memperkuat konsep 
kedaulatan, dengan menyatakan bahwa hal tersebut 
merupakan bagian dari tanggung jawab. Menurut 
definisi ini, yang diambil dari tradisi kontrak sosial 
P.B.B., negara harus menyediakan kesejahteraan 
kepada warga negara mereka, dan tanggung jawab 
tersebut melekat dengan “komunitas negara yang 
lebih luas” ketika negara tertentu tidak bersedia 
melindungi warganya atau merupakan pelaku 
pelanggaran hak asasi manusia yang sebenarnya.

Penting bagi orang-orang Barat untuk memahami 
pandangan kedaulatan yang berbeda ini ketika 
mencari dukungan dari negara-negara ASEAN atas 
pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar, misalnya. 
Di sisi lain, perlu dicatat bahwa prinsip kedaulatan 
yang bertanggung jawab diterima melalui resolusi 

yang disahkan oleh Majelis Umum P.B.B. pada bulan 
September 2005 di KTT Dunia. 

Kedaulatan Hierarkis 
Terakhir, ada varian yang dipromosikan dan diikuti 
oleh RRT yang agak tidak konsisten. Pada satu sisi, 
Beijing memprioritaskan teritorialitas di antara isu-
isu inti dan non-intervensi sebagaimana tertuang 
dalam Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara 
Damai yang diperkenalkan pada tahun 1954. Di sisi 
lain, klaim teritorialnya diterapkan secara sewenang-
wenang. Misalnya, Tiongkok mengeklaim Taiwan 
yang berpemerintahan mandiri sejak dinasti Qing 
(1644-1911), tetapi bukan bagian dari Mongolia saat 
ini, yang diperintah oleh dinasti Yuan (1271-1368). 
Sehubungan dengan kedaulatan yang bertanggung 
jawab, RRT selalu bersikeras pada pandangan satu-
satunya pemerintahan Partai Komunis Tiongkok 
(PKT), dan bahwa pembangunan, budaya, dan 
nilai-nilai negara harus diperhitungkan, selagi terus 
menentang kekuatan eksternal yang mengintervensi 
urusan orang lain. Selanjutnya, terdapat pula 
pandangannya mengenai kedaulatan etnis. Misalnya, 
kedaulatan ini menunjukkan klaim ekstrateritorial 
atas warga negara asing keturunan Tiongkok, sebagai 
agen pengaruh dan juga dalam mengejar lawan 
PKT. Terakhir, RRT belum menerima perjanjian 
tentang kedaulatan seperti Konvensi Hukum Laut 
P.B.B. (U.N. Convention on the Law of the Sea - 
UNCLOS). RRT telah berupaya memperluas hak 
dan yurisdiksinya dengan cara yang “mencerminkan 
ambisi untuk membentuk kembali konsep 
kedaulatan,” seperti yang dinyatakan oleh Peter A. 
Dutton, pengacara dan profesor studi strategis di 
U.S. Naval War College, di hadapan Komisi Tinjauan 
Ekonomi dan Keamanan A.S.-Tiongkok pada 
Februari 2008.  

Gagasan Modern Bersama
Sementara A.S. dan ASEAN memiliki perbedaan dalam 
masalah kedaulatan yang bertanggung jawab, mereka 
memiliki kesepakatan yang luas tentang teritorial dan 
hak-hak negara yang didefinisikan oleh UNCLOS. 
Pandangan ekspansionis RRT masih belum matang, 
sehingga tidak dapat menjadi pendekatan yang koheren 
atau universal dan lebih tampak seperti upaya gegabah 
untuk memberikan dukungan sesudah fakta terhadap 
klaim strategis Tiongkok di Laut Cina Selatan. 
Demikian pula, A.S. dan negara-negara regional lainnya 
melakukan diplomasi dan kebijakan luar negeri yang 

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 1 Ayat 2 menegaskan bahwa P.B.B. "didasarkan 
pada prinsip kesetaraan kedaulatan dari semua Negara Anggotanya." Sentralitas ini tidak 
kalah pentingnya di Indo-Pasifik. Di kawasan sini, berbagai masalah pascakolonialisme, 

konflik teritorial, dan hak asasi manusia menyoroti arti penting konsep ini.

Warga Sri Lanka berunjuk rasa dengan peti mati berlabel 
“matinya kedaulatan negara” di Sinhalese di luar kantor 
kepresidenan pada April 2022 usai Republik Rakyat Tiongkok 
memperpanjang pinjaman predator di bawah skema Satu 
Sabuk, Satu Jalan.  THE ASSOCIATED PRESS
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USS John S. McCain 
melakukan transit di 
Laut Jepang selama 
operasi kebebasan 
navigasi rutin pada 
November 2020.
SERSAN DUA MARKUS 
CASTANEDA/ANGKATAN LAUT A.S.

menyetujui prinsip kesetaraan negara. Sebaliknya, 
RRT kurang konsisten dalam cara menerapkan 
konseptualisasi kedaulatannya sendiri, dengan 
penerapan yang berbeda untuk pihaknya sendiri. 

Penerapan yang tidak konsisten ini kemungkinan 
besar disebabkan oleh budaya kebijakan luar 
negeri yang banyak diambil dari budaya kekaisaran 
Tiongkok dan ideologi Marxis-revolusioner. 
Tradisi politik Sinosentris RRT, seperti konsep 
Tianxia yang disebutkan sebelumnya saat kaisar 
Tiongkok menjadi pusat aktivitas dunia, terlihat 
dalam pendekatan hierarkis Beijing terhadap negara-
negara yang lebih kecil, yang dipandangnya memiliki 
lebih sedikit hak untuk berdaulat. Pada tahun 2010, 
Menteri Luar Negeri Tiongkok kala itu, Yang Jiechi, 
mengatakan kepada sekelompok diplomat bahwa 
“Tiongkok adalah negara besar; negara-negara lain 
merupakan negara kecil. Seperti itulah faktanya.” 
Kendati pernyataan tersebut telah dicatat dalam 
sejarah kesalahan diplomatik, pada hakikatnya ini 
merupakan penegasan atas kedaulatan hierarkis, yang 
menempatkan RRT pada inti sistem internasional, 
dengan kedaulatannya yang memiliki bobot lebih 
besar daripada kedaulatan negara lain. 

Pada akhirnya, konsep kedaulatan modern — 
yang disusun oleh negara-negara yang telah lelah 
menghadapi perang berabad lalu — merupakan 
landasan untuk tatanan politik saat ini, tolok 
ukur untuk masyarakat berbasis aturan. Dalam 
tatanan ini, negara memiliki kendali berdaulat 
atas perbatasan dan populasi mereka, tetapi 
tatanan ini juga membuat tuntutan normatif 
dalam hal cara mereka memperlakukan warga 
negara mereka. Ini adalah tatanan yang mencatat 
kesetaraan Negara-Negara Kepulauan Pasifik dan, 
kendati menyadari perbedaan signifikan dalam hal 
kekuatan dan bobot, namun tetap menekankan 
pada demokrasi nominal diplomasi: bahwa menteri 
negara adidaya berada di tingkatan yang sama 
dengan menteri negara kota yang lebih kecil, dan 
bahwa perjanjian mengikat negara-negara sebesar 
apa pun ukurannya. Meskipun konsep kedaulatan 
menimbulkan pertentangan di kawasan Indo-
Pasifik, konsep ini juga menjadi pengikat yang 
mempersatukan mereka. Bagaimanapun juga, 
diplomasi, hukum, dan konvensi internasional 
semuanya bergantung pada iktikad baik dan 
hubungan kerja negara-negara berdaulat.  o

Perdana Menteri Samoa Naomi Fiame Mata'afa, 
kiri, menyapa Menteri Luar Negeri Australia 
Penny Wong di Apia, Samoa, pada Juni 2022. 
Sekutu dan mitra Indo-Pasifik semakin tertarik 
untuk melindungi kedaulatan Negara-Negara 
Pulau Pasifik.  THE ASSOCIATED PRESS



14 IPD FORUMFORUM

Mitra Militer Regional Menghidupkan Kembali 
Hubungan dan Memperkuat Kesiapan 

LATIHAN 
KEKUATAN

STAF FORUM

Kapal-kapal Pasukan Bela Diri Maritim Jepang, Angkatan Laut Australia, dan 
Angkatan Laut A.S. berlayar menuju latihan multinasional Rim of the Pacific 

(RIMPAC) di lepas pantai Kepulauan Hawaii pada Juni 2022.  
KELASI KEPALA ALEKSANDR FREUTEL/ANGKATAN LAUT A.S.
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K etika Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Rusia 
menyerukan latihan militer bilateral mereka pada 
pertengahan tahun 2022 sebagai bukti persahabatan 
“tanpa batas”, tanpa disadari mereka mungkin telah 

menyoroti lemahnya lingkaran pertemanan mereka, yang 
justru menjadikan pernyataan kemitraan besar-besaran 
rezim ini terdengar tidak lebih dari sekadar ancaman 
serangan militer dalam lingkup yang kecil. Manuver 
angkatan udara dan angkatan laut perang Sino-Rusia 
— yang dikutuk oleh Jepang dan Korea Selatan — 
berbeda jauh dengan latihan pemeliharaan perdamaian 
multinasional yang diadakan pada waktu yang sama yang 
tak jauh dari Tiongkok dan Rusia.

Khaan Quest 2022, yang diselenggarakan oleh 
Angkatan Bersenjata Mongolia bersama Angkatan Darat 
Amerika Serikat di Pasifik, menghadirkan personel dari 
15 negara Indo-Pasifik dan Eropa selama dua minggu 
pelatihan gabungan dalam kesadaran perangkat peledak, 
pertolongan pertama tempur, dan pengendalian kerusuhan, 
yang dilakukan dalam koordinasi dengan organisasi 
kemanusiaan. “Ini bukan hanya kesempatan besar untuk 
bertukar pelajaran dan teknik; ini adalah ekspresi komitmen 
negara-negara yang berpartisipasi terhadap piagam 
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan semua yang diperjuangkan 
dan dilawannya,” ungkap Mayor Jenderal Angkatan Darat 
Australia Chris Smith, yang juga ditugaskan sebagai wakil 
komandan jenderal strategi dan rencana untuk Angkatan 
Darat A.S. di Pasifik, dalam siaran berita. “Untuk itu, 
latihan ini melibatkan berbagai peserta yang disesuaikan 
dengan beberapa latihan militer lainnya di seluruh dunia.”

Dari stepa dataran tinggi di Asia Timur Laut 
hingga pulau vulkanik di Samudra Pasifik, pelonggaran 
pembatasan wilayah akibat pandemi dan karantina yang 
telah lama ditunggu menghasilkan serangkaian latihan 
militer multilateral di seluruh Indo-Pasifik, dengan 
banyak perluasan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya 
karena negara yang berpikiran serupa menghidupkan 
kembali hubungan dan memperkuat kesiapan dalam masa 
volatilitas geopolitik. “Kemitraan tidak dapat dianggap 
remeh,” ungkap Letnan Jenderal Angkatan Darat Australia 
Rick Burr selama pidato utamanya di simposium Land 
Forces Pacific (LANPAC) di Hawaii pada Mei 2022. 
Dalam simposium tersebut, peran pelatihan multinasional 
serta kesiapan bersama dan koalisi dalam memperkuat 
aliansi dan kemitraan menjadi topik utama. Dia 
mengatakan bahwa kolaborasi “membantu kita berpikir 
lebih luas … dan meningkatkan ketahanan kita.”

Invasi tak beralasan Rusia ke Ukraina pada awal 2022 
menggarisbawahi “nilai kemitraan dan kepentingan 
bersama seputar mempertahankan kedaulatan,” ungkap 
Burr kepada para hadirin di konferensi terbesar Indo-
Pasifik untuk angkatan darat. “Pemerintah ke pemerintah, 
militer ke militer, orang ke orang — memperkuat aliansi 
dan kawasan di wilayah kita merupakan elemen penting 
dari strategi pertahanan untuk membentuk, menangkal, dan 
menanggapi. Pelatihan dengan angkatan bersenjata lainnya 
memberikan kehadiran serta membangun kapasitas dan 

keterhubungan di kawasan kita dan secara aktif membantu 
membentuk stabilitas dan kedaulatan kawasan ini.”

MEMBANGUN KEPERCAYAAN DAN INTEROPERABILITAS
Seminggu setelah berakhirnya iterasi ke-18 Khaan Quest 
di Five Hills Training Area di dekat ibu kota Mongolia, 
Ulan Bator, Australia termasuk di antara 10 peserta yang 
juga mengirimkan personel dan aset militer ke perairan 
di sekitar Kepulauan Hawaii dan California Selatan untuk 
Rim of the Pacific (RIMPAC). Dengan mengangkat tema 
“Mitra yang Kapabel dan Adaptif”, latihan dua tahunan 
yang dipimpin A.S. mulai akhir Juni hingga awal Agustus 
2022 itu menarik 25.000 personel dari lebih dari dua lusin 
negara di Indo-Pasifik, Eropa, Timur Tengah, Amerika 
Utara, dan Amerika Selatan, demikian menurut Angkatan 
Laut A.S. Pertama kali diadakan pada tahun 1971, latihan 
maritim terbesar di dunia ini menampilkan operasi amfibi; 
antikapal selam, pertahanan udara, latihan senjata dan 
rudal; operasi antipembajakan; operasi pembersihan 
ranjau; pembuangan bahan peledak; serta operasi 
penyelaman dan penyelamatan.

Bagi Angkatan Bersenjata Singapura, yang 
berpartisipasi dalam Khaan Quest dan RIMPAC, 
latihan semacam itu sangat diperlukan karena memberi 
personelnya akses ke area pelatihan yang jauh lebih besar 
daripada negara seluas 719 kilometer persegi itu sendiri. 
“Pelatihan unilateral hanyalah salah satu komponen dari 
keseluruhan portofolio kami,” ungkap Brigadir Jenderal 
Frederick Choo, kepala staf Angkatan Darat Singapura, 
dalam presentasinya yang bertajuk “Latihan Bersama 
Gabungan — Pengalaman Singapura dan Peluang Masa 
Depan” di LANPAC. Kesempatan untuk berlatih dengan 
tentara lain sama pentingnya, atau justru, jauh lebih 
penting. Ini memungkinkan tentara untuk belajar dari 
satu sama lain, memupuk persahabatan, membangun 
rasa saling percaya, dan meningkatkan interoperabilitas 
kita. Latihan seperti itu pada tahun awal Angkatan Darat 
Singapura memungkinkan kami untuk belajar, mengukur, 
dan bersikap profesional lebih awal dan dengan cepat.

Selagi banyak negara menilai kembali postur 
pertahanan mereka mengingat perang di Eropa dan 
ketegangan global lainnya, mereka “harus berupaya 
membangun keamanan kolektif bahkan ketika mereka 
meningkatkan pertahanan individu mereka sendiri,” 
ungkap Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong 
pada perjalanannya ke Tokyo untuk menghadiri 
konferensi internasional pada akhir Mei 2022. “Keamanan 
bukan hanya [tentang] negara individu … jadi kami juga 
harus bekerja sama dengan negara lain untuk menjaga 
keamanan kolektif,” ungkap Lee, demikian dikutip dari 
surat kabar The Straits Times Singapura. 

Kegelisahan bersama seputar integritas kedaulatan 
nasional termasuk upaya RRT untuk meraih pengaruh di 
kawasan kepulauan Pasifik, termasuk pakta keamanan yang 
ditandatanganinya dengan Kepulauan Solomon pada Mei 
2022, yang banyak dikhawatirkan dapat mengarah pada 
dibangunnya pangkalan militer Tiongkok di Kepulauan 
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Solomon, negara yang dihuni 700.000 orang tanpa 
pasukan militer sendiri. Kendati kedua negara menyangkal 
rencana kehadiran militer Tiongkok permanen — 
prospek yang dikesampingkan lagi oleh perdana menteri 
negara kepulauan itu pada Oktober 2022 — rancangan 
kesepakatan yang bocor menguraikan bahwa kapal perang 
Tiongkok dapat singgah di Kepulauan Solomon untuk 
pengisian ulang logistik, dan bahwa Partai Komunis 
Tiongkok (PKC) dapat mengirimkan aparat kepolisian dan 
angkatan bersenjata ke sana “untuk membantu menjaga 
ketertiban sosial,” demikian dilaporkan The Associated 
Press. Para analis juga menunjukkan rekam jejak PKT 
yang mengingkari janji untuk tidak memiliterisasi struktur 
yang dibangunnya di tempat lain, termasuk di Kamboja, 
Djibouti, Pakistan, dan Laut Cina Selatan.

‘SOLUSI REGIONAL UMUM’
Kemungkinan konsekuensi dari pengaturan keamanan 
Sino-Solomon menjadi fokus selama diskusi panel 
“Pelatihan Bersama Gabungan di Indo-Pasifik” di 
LANPAC pada bulan yang sama. “Papua Nugini dan 
semua Negara Kepulauan Pasifik memiliki kepentingan 
bersama untuk kawasan yang aman dan sejahtera,” tegas 
Mayor Jenderal Pasukan Pertahanan Papua Nugini 
Mark Goina kepada para peserta. “Mengingat bahwa 
Papua Nugini secara geografis terletak di pintu gerbang 
Pasifik barat daya dan Asia Tenggara, Papua Nugini 
dihadapkan pada tantangan yang unik. … Kita tidak dapat 

menghadapi tantangan ini sendirian tetapi memerlukan 
solusi regional bersama melalui kemitraan. Untuk 
kawasan Pasifik yang aman dan sejahtera, kemitraan 
kita harus didasarkan pada kepercayaan, rasa hormat, 
komitmen untuk bekerja sama dan, jika kepentingan 
kita telah selaras, kita dapat menyatukan upaya guna 
memaksimalkan efektivitas kita.”

Bagi pasukan kecil dengan kemampuan terbatas 
seperti Papua Nugini, dukungan mitra tradisional seperti 
Australia, Prancis, Selandia Baru, dan A.S. melalui latihan 
pelatihan bersama sangat penting untuk meningkatkan 
“efektivitas pasukan pertahanan kita dan kapasitas 
mereka untuk berhasil bekerja sama,” ungkap Goina. Dia 
menyoroti partisipasi negaranya dengan mitra regional 
termasuk Australia, Fiji, Selandia Baru, dan Tonga dalam 
menanggapi permintaan bantuan Kepulauan Solomon 
untuk mengatasi kerusuhan sipil dan memulihkan 
keamanan dan layanan publik yang dimulai pada tahun 
2003. Setelah satu dekade, misi multinasional yang 
dikenal sebagai Operasi Helpem Fren beralih untuk 
bermitra dengan Kepolisian Kepulauan Solomon untuk 
memodernisasi kemampuan penegakan hukum negara 
tersebut. “Saya yakin semua orang akan setuju bahwa ini 
adalah operasi kemitraan Pasifik terbaik dan [paling] sukses 
yang telah kami lakukan di kawasan kami,” ungkap Goina, 
yang memuji pelatihan gabungan bersama pasukan negara-
negara peserta yang dilakukan di Darwin, Australia.

Pelatihan semacam itu harus dilihat dalam konteks 

Prajurit Angkatan Darat Australia dan seorang Marinir A.S. melakukan survei medan selama latihan trilateral Southern 
Jackaroo dengan Jepang di Area Pelatihan Shoalwater Bay Australia pada Mei 2022.  KOPTU CEDAR BARNES/PASUKAN MARINIR A.S.
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“realisasi kurangnya waktu peringatan strategis 
dan operasional yang sekarang ada di lingkungan 
geostrategis,” jelas rekan panelis Goina, Laksamana Muda 
Angkatan Laut Australia Brett Sonter, yang ditempatkan 
di staf Armada Pasifik A.S. sebagai wakil direktur, 
operasi maritim, pada Januari 2022. “Oleh karena itu, 
kami melatih bagaimana Anda bertempur karena kita 
tidak lagi memiliki kemewahan waktu yang sebenarnya. 
Sehingga, kita harus bekerja melalui perilaku, praktik 
tersebut, sekarang sebelum berada dalam keadaan yang 
tidak menguntungkan yang mengharuskan kita untuk 
benar-benar menggunakannya. … Dan jika kita ingin 
mendapatkan nilai penangkalan maksimum dan nilai 
jaminan dari latihan, maka latihan tersebut harus fleksibel. 
Latihan itu harus mampu berubah saat kita melihat 
perubahan lingkungan geostrategis bergerak maju.”

PERISAI SUPER BESAR
Latihan militer berkembang dan berekspansi di 
seluruh kawasan ini. Pada April 2022, Tentara Nasional 
Indonesia mengumumkan bahwa Garuda Shield, latihan 
bilateral yang telah berjalan lama dengan A.S. pada bulan 
Agustus 2022, akan menambahkan sejumlah negara yang 
berpartisipasi, termasuk Australia, Jepang, Papua Nugini, 
dan Singapura.

Kabar tersebut muncul setelah Beijing mengerahkan 
kapal pasukan penjaga pantai untuk memblokir 
eksplorasi minyak dan gas yang dilakukan Indonesia 

di dekat Kepulauan Natuna di dalam zona ekonomi 
eksklusif Indonesia. Hal itu membuat ekspansi Garuda 
Shield “begitu penting,” ungkap Collin Koh, peneliti 
di S. Rajaratnam School of International Studies di 
Singapura, kepada CNN. “Tentu Indonesia ingin terlibat 
dalam penyeimbangan eksternal di Laut Cina Selatan, 
sembari menggunakan ini sebagai platform untuk 
memproyeksikan kedudukan dan pengaruhnya dalam hal 
diplomasi pertahanan multilateral.”

Super Garuda Shield 2022 menjadi yang terbaru 
dari lebih dari 60 latihan bilateral dan multilateral, 
yang melibatkan puluhan negara, yang di dalamnya 
Pasukan Pertahanan Australia berpartisipasi setiap tahun. 
“Selama beberapa tahun terakhir ini, kedalaman, skala, 
dan kecanggihan keterlibatan dengan mitra kami telah 
berkembang secara signifikan,” ungkap Burr dalam pidato 
utamanya di LANPAC. Ini termasuk Talisman Sabre, 
acara pelatihan bilateral terbesar yang melibatkan pasukan 
Australia dan A.S., dan latihan perang trilateral Southern 
Jackaroo dengan Jepang dan A.S. di Area Pelatihan 
Shoalwater Bay yang luas di Australia.

“Contoh-contoh ini menunjukkan hal yang tampaknya 
semakin banyak kita cari: aktivitas yang lebih ambisius 
dan canggih dengan peningkatan kompleksitas, yang 
menguntungkan lebih banyak rakyat kita dan, terutama, 
para pemimpin masa depan kita,” ungkap Burr. “Kita 
semua memahami nilai hubungan erat negara kita untuk 
memastikan keamanan dan meningkatkan kemakmuran.”  o

Marinir Korea Selatan melakukan penggerebekan amfibi sebagai bagian dari latihan operasi pesisir multinasional selama RIMPAC 2022.  
KOPRAL DUA HALEY FOURMET GUSTAVSEN/PASUKAN MARINIR A.S.
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FUMIO KISHIDA/PERDANA MENTERI, JEPANG | FOTO DARI THE ASSOCIATED PRESS

Dengan dasar tatanan internasional 
tengah diguncang oleh agresi 
Rusia terhadap Ukraina, komunitas 
internasional berada di persimpangan 

jalan yang bersejarah. Terakhir kali dunia 
menghadapi titik balik besar seperti itu adalah 
sekitar 30 tahun yang lalu. Itu terjadi sekitar 
waktu Perang Dingin, periode ketika dunia 
terbagi menjadi dua sisi, dan orang-orang 
khawatir antagonisme dua belah pihak mungkin 
memanas lagi. Perang Dingin telah berakhir dan 
era pasca-Perang Dingin dimulai. 

Dalam sambutan di depan Diet Jepang, 
Perdana Menteri saat itu, Kiichi Miyazawa — 
yang menjabat sebelum saya baik sebagai sesama 
legislator dari Hiroshima dan pemimpin Kochikai, 
kelompok kebijakan yang saya ikuti — mencirikan 
era pasca-Perang Dingin sebagai awal dari era 
membangun tatanan baru untuk perdamaian 
global, dengan tegas membahas kenyataan 
bahwa Jepang dipanggil untuk memainkan 
peran internasional yang lebih besar dalam arena 
keamanan. Miyazawa, setelah perdebatan luas di 

Jepang, berhasil membuat Undang-Undang Kerja 
Sama Operasi Pemeliharaan Perdamaian disahkan, 
dan ia pun mengerahkan Pasukan Bela Diri 
Jepang ke Kamboja berdasarkan undang-undang 
ini. Setelah sekitar 30 tahun berlalu sejak zaman 
Miyazawa, di era seperti apa kita sekarang hidup? 
Sejak pandemi melanda, dunia menjadi semakin 
tidak menentu.

Di tengah gangguan ekonomi yang terus 
berlanjut, kami menyadari pentingnya rantai 
pasokan yang andal dan aman. Kemudian, saat 
dunia tengah memulihkan diri dari pandemi, agresi 
Rusia terhadap Ukraina terjadi. Tidak ada negara 
atau kawasan di dunia yang bisa menganggap 
hal ini sebagai masalah pihak lain. Ini adalah 
situasi yang mengguncang dasar-dasar tatanan 
internasional, yang harus dianggap oleh setiap 
negara dan individu sebagai urusan mereka sendiri. 

Di Laut Cina Selatan, apakah peraturan benar-
benar dihormati? Baik hukum internasional, 
khususnya Konvensi Hukum Laut Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, yang disepakati oleh semua 
negara terkait setelah bertahun-tahun berdialog 

J e p a n g  M e m b a w a 
K e m a j u a n  b a g i 
I n d o - P a s i f i k 
y a n g  B e b a s 
d a n  T e r b u k a

TINDAKAN 
KEAMANAN

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyampaikan pidato pembuka ini pada KTT keamanan Dialog 
Shangri-La di Singapura pada 10 Juni 2022. Pidato ini telah diedit agar sesuai dengan format FORUM.
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dan berusaha, maupun putusan yang dikeluarkan 
oleh mahkamah arbitrase berdasarkan konvensi 
ini [putusan yang mendukung Filipina dan 
mengabaikan sebagian besar klaim teritorial 
Republik Rakyat Tiongkok] tidak dipatuhi. Di 
Laut Cina Timur, tempat Jepang berada, upaya 
sepihak untuk mengubah status quo dengan 
paksa yang melanggar hukum internasional 
terus berlanjut.

Jepang mengambil sikap tegas terhadap 
upaya tersebut. Perdamaian dan stabilitas di 
Selat Taiwan, yang berada di antara dua laut 
ini, juga begitu penting. Sayangnya, banyak 
aktivitas yang tidak menghormati keragaman, 
kehendak bebas, dan hak asasi manusia juga 
terjadi di kawasan ini. Terlebih lagi, sejak awal 
tahun 2022, Korea Utara telah berulang kali 
meluncurkan rudal balistik, termasuk jenis 
baru ICBM [intercontinental ballistic missile 
- rudal balistik antarbenua], dengan frekuensi 
yang belum pernah terjadi sebelumnya dan 
dengan cara baru. Dengan demikian, Korea 
Utara memperkuat aktivitas nuklir dan rudalnya 
yang melanggar resolusi Dewan Keamanan 
P.B.B., sehingga menjadi tantangan yang 
jelas dan serius bagi komunitas internasional. 
Sangat disayangkan bahwa resolusi Dewan 
Keamanan yang baru-baru ini diusulkan tidak 
diadopsi sebagai akibat dari pelaksanaan veto. 
Masalah penculikan [warga Jepang], yang 
menjadi prioritas utama bagi pemerintahan 
saya, juga merupakan pelanggaran serius 
terhadap hak asasi manusia. Akar dari semua 
masalah ini adalah situasi saat kepercayaan 
pada aturan universal yang mengatur hubungan 
internasional tengah terguncang. Ini adalah 
masalah dasar yang penting dan paling serius.

Bisakah tatanan internasional berbasis 
aturan yang telah kita bangun melalui kerja 
keras, dialog, dan konsensus ditegakkan serta 
pawai perdamaian dan kemakmuran berlanjut? 
Ataukah kita akan kembali ke dunia tanpa 
hukum, tempat aturan diabaikan dan dilanggar, 
perubahan unilateral terhadap status quo secara 
paksa tidak dipertanyakan dan diterima, serta 
yang kuat menekan mereka yang lemah secara 
militer atau ekonomi? Itulah pilihan yang harus 
kita buat hari ini. Jepang merupakan ekonomi 
terbesar ketiga di dunia serta terus berusaha 
membawa perdamaian dan kemakmuran di 
kawasan ini sejak akhir Perang Dunia Kedua, 
dengan berkontribusi utamanya di bidang 
ekonomi. Oleh karena itu, tanggung jawab 
yang harus dipenuhi Jepang sangat berat. 
Dengan pemahaman seperti itu, peran apa yang 
harus dimainkan Jepang dalam mewujudkan 
perdamaian dan kemakmuran saat kita 

menghadapi persimpangan dalam sejarah ini? 
Sambil berfokus pada nilai-nilai universal yang 

harus dihormati dan dipertahankan oleh semua 
orang, kita harus memegang erat panji cita-cita 
kita untuk masa depan, seperti dunia tanpa senjata 
nuklir, sambil menanggapi dengan cerdik dan 
tegas sesuai tuntutan situasi. Saya berkomitmen 
pada diplomasi realisme untuk era baru yang 
menganut pragmatisme menyeluruh semacam 
ini. Di tengah-tengah semua ini, Jepang tidak 
akan kehilangan kerendahan hati, fleksibilitas 
dalam menghargai keragaman atau toleransi 
yang menghormati setiap individualitas. Namun, 
kami akan lebih proaktif dari sebelumnya dalam 
mengatasi tantangan dan krisis yang dihadapi 
Jepang, Asia, dan dunia.

VISI PERDAMAIAN
Dengan mengambil perspektif tersebut untuk 
menjaga dan memperkuat tatanan damai di 
kawasan ini, saya akan memajukan visi Kishida 
untuk perdamaian dan meningkatkan peran 
diplomatik dan keamanan Jepang di kawasan 
ini dengan mengembangkan lima pilar prakarsa 
berikut. 

• Yang pertama adalah menjaga dan 
memperkuat tatanan internasional yang 
bebas dan terbuka berbasis aturan. Secara 
khusus, kami akan terus mendorong 
hadirnya perkembangan baru ke arah 
FOIP [Indo-Pasifik yang Bebas dan 
Terbuka]. 

• Kedua adalah meningkatkan keamanan. 
Kami akan meningkatkan penguatan 
fundamental kemampuan pertahanan 
Jepang bersamaan dengan memperkuat 
aliansi Jepang-A.S. serta memperkuat 
kerja sama keamanan kami dengan 
negara-negara lain yang berpikiran sama.

• Ketiga ialah menggalakkan upaya realistis 
untuk menghadirkan dunia tanpa senjata 
nuklir. 

• Keempat adalah penguatan fungsi dari 
P.B.B., termasuk reformasi Dewan 
Keamanan P.B.B. 

• Kelima adalah memperkuat kerja sama 
internasional di bidang kebijakan baru, 
seperti keamanan ekonomi.

Untuk membawa perdamaian bagi masyarakat 
internasional, sangat penting bagi kita untuk 
terlebih dahulu bergerak maju dalam menjaga 
dan memperkuat tatanan internasional berbasis 
aturan yang bebas dan terbuka. Supremasi 
hukum menjadi landasan yang mendukung 
tatanan internasional semacam ini. Selain itu, 
terdapat penyelesaian sengketa secara damai, 
tanpa penggunaan kekuatan bersenjata, dan 

Pesawat jet tempur 
Jepang dan A.S. 
terbang di atas 
Laut Jepang 
pada Juni 2022. 
Kementerian 
Pertahanan 
Jepang menyebut 
lingkungan 
keamanan 
“semakin parah” 
karena Korea Utara 
terus melakukan uji 
coba rudal balistik.
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menghormati kedaulatan. Di laut, itu adalah kebebasan 
navigasi. Dan dalam ekonomi, perdagangan bebas. 

Penghormatan terhadap hak asasi manusia juga 
penting, seperti halnya sistem politik demokratis yang 
mencerminkan kehendak bebas serta keberagaman 
masyarakat Ini adalah prinsip-prinsip umum dan universal 
yang dikembangkan oleh semua orang di seluruh dunia, 
yang merindukan perdamaian dunia, telah menghimpun 
kebijaksanaan kolektif. Aturan dan prinsip yang baru saja 
saya sebutkan juga sejalan dengan tujuan dan prinsip 
Piagam P.B.B. Aturan harus dihormati. Sekalipun itu tidak 
nyaman, siapa pun tidak boleh bertindak seakan-akan 
aturan tersebut tidak ada, dan mereka tidak boleh diizinkan 
untuk mengubahnya secara sepihak. Jika seseorang ingin 
mengubahnya, konsensus baru harus dibuat. 

Jepang telah memajukan Indo-Pasifik yang Bebas 
dan Terbuka dengan tujuan untuk mempertahankan dan 
memperkuat tatanan internasional yang bebas dan terbuka 
berdasarkan aturan di kawasan ini. Dan visi yang kami 
dukung telah mendapatkan dukungan luas di masyarakat 
internasional. Jepang secara konsisten dan penuh 
semangat mendukung Pandangan Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) tentang Indo-Pasifik, 
yang telah dikembangkan oleh ASEAN sebagai kebijakan 
dasarnya sendiri. Melihat ke seluruh dunia, berbagai aktor, 
termasuk Australia, Uni Eropa, Prancis, Jerman, India, 
Italia, Belanda, Britania Raya, dan A.S., semua memiliki 
visi untuk Indo-Pasifik, berbagi visi besar yang sama.

KEPENTINGAN KEAMANAN BERSAMA
Mitra yang berpikiran sama masing-masing mengambil 
tindakan atas inisiatif mereka sendiri, bukan atas perintah 
orang lain. Ini adalah konsep Indo-Pasifik yang Bebas 
dan Terbuka, yang didasarkan pada inklusivitas, yaitu 
konsep FOIP. Secara khusus, di kawasan Indo-Pasifik ini, 
kolaborasi dengan ASEAN sangatlah penting. Setelah 
menduduki jabatan Perdana Menteri, saya pertama kali 
mengunjungi Kamboja, yang menjabat sebagai ketua 
ASEAN tahun 2022. Kemudian, saya mengunjungi 
Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Dan hari ini, saya di 
sini di Singapura. Saya juga telah mengadakan pertemuan 
dengan para pemimpin negara-negara ASEAN. Sejarah 
Jepang dan Asia Tenggara dilatarbelakangi oleh sejarah 
panjang niat baik dan persahabatan. Setelah perang, 
Jepang mendukung pembangunan Asia Tenggara. Dan 
negara-negara Asia Tenggara membantu Jepang dalam 
pemulihan kami dari bencana gempa bumi dan tsunami 
yang belum pernah terjadi sebelumnya. 

Saya ingin terus bekerja sama dengan para pemimpin 
negara-negara ASEAN untuk memperdalam diskusi 
tentang cara-cara menjamin perdamaian dan kemakmuran 
di kawasan ini. Bersama negara-negara ASEAN, Negara-
Negara Kepulauan Pasifik juga menjadi mitra penting 
untuk realisasi FOIP. Kami akan berkontribusi untuk 
menguatkan landasan pembangunan ekonomi mereka 
yang berkelanjutan dan tangguh, termasuk mengatasi 
tantangan eksistensial perubahan iklim. 

Kami telah memberikan bantuan tepat waktu dalam 
menanggapi perubahan terbaru dalam bidang keamanan, 
seperti meletakkan kabel bawah laut di Mikronesia timur 
dalam kemitraan dengan Australia dan A.S., serta kami 
akan bekerja sama dengan mitra Pulau Pasifik untuk 
memastikan tatanan maritim yang berbasis aturan dan 
berkelanjutan. Kerja sama berbasis FOIP adalah kerja 
sama yang dibangun atas kepercayaan yang telah lama 
terjalin. Ini tidak terbatas pada perangkat keras, seperti 
konstruksi infrastruktur, tetapi juga berfokus mendukung 
pengembangan sumber daya manusia lokal, menggalakkan 
pembangunan otonom dan inklusif, serta mendorong 
industri melalui prakarsa publik dan swasta. Sebagai mitra 
investasi potensial, kami juga telah mendukung upaya 
untuk memperkuat konektivitas ASEAN. 

Negara-negara yang berpandangan serupa juga perlu 
bekerja sama meningkatkan investasi sumber daya di 
kawasan ini. Selain negara-negara ASEAN dan Pulau 
Pasifik, Jepang, Australia, India, dan A.S., yang juga dikenal 
sebagai Quad, berperan penting dalam menggalakkan 
FOIP. Pada pertemuan para pemimpin Quad Mei 2022 di 
Tokyo, kami mengonfirmasi bahwa Quad akan berupaya 
untuk memberikan bantuan infrastruktur dan investasi 
lebih lanjut di Indo-Pasifik senilai lebih dari 783,8 triliun 
rupiah (50 miliar dolar A.S.) selama lima tahun ke depan, 
yang akan sangat penting dalam mendorong produktivitas 
dan kemakmuran di kawasan ini. Saya akan lebih 
mempercepat upaya ini. Kami bermaksud meningkatkan 
kerja sama FOIP yang ada dengan meningkatkan upaya 
diplomatik kami, termasuk dengan memperluas bantuan 
pembangunan resmi (ODA) sembari terlibat dalam 
penerapan kerja sama internasional yang dioptimalkan, 
efisien, dan strategis melalui ODA. 

Saya akan menyusun rencana FOIP untuk perdamaian 
pada musim semi mendatang [2023], yang akan 
memperkuat upaya Jepang untuk lebih menggalakkan 
visi FOIP dengan penekanan pada penyediaan kapal 
patroli dan meningkatkan kemampuan penegakan hukum 
maritim, serta keamanan siber, prakarsa digital dan hijau, 
serta keamanan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, 
Jepang secara khusus telah memperkuat upaya keamanan 
maritimnya dengan memanfaatkan teknologi canggih, 
seperti satelit, kecerdasan buatan, dan kendaraan udara tak 
berawak, dan kami akan terus membagikan pengetahuan 
dan pengalaman kami dengan negara lain. Dari perspektif 
ini, selama tiga tahun ke depan, kami akan memanfaatkan 
kerja sama teknis, pelatihan, dan sarana lain yang kondusif 
demi memperkuat kemampuan penegakan hukum 
maritim di setidaknya 20 negara untuk menggalakkan 
upaya melatih setidaknya 800 personel keamanan maritim 
sekaligus memperkuat jaringan sumber daya manusia 
mereka. Selain itu, kami akan memberikan setidaknya 
bantuan senilai kurang lebih 31,3 triliun rupiah (2 miliar 
dolar A.S.), seperti penyediaan peralatan keamanan 
maritim, termasuk kapal patroli, dan pengembangan 
infrastruktur transportasi maritim di negara-negara Indo-
Pasifik selama tiga tahun ke depan. 
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Kami akan memperkuat dukungan ke negara-negara 
Pasifik, dengan memanfaatkan kerja sama Quad dan 
kerangka kerja organisasi internasional. Selain itu, untuk 
mempertahankan dan memperkuat tatanan internasional 
berdasarkan aturan dan nilai-nilai universal, seperti 
supremasi hukum, kami akan memperkuat hubungan 
dan jaringan di antara negara-negara dan rakyat. Untuk 
tujuan ini, kami akan melatih lebih dari 1.500 personel 
di bidang supremasi hukum dan tata kelola selama tiga 
tahun ke depan.

PERAN JEPANG
Kedua, saya ingin membahas peran yang harus dimainkan 
oleh Jepang dalam ranah keamanan. Mengingat agresi 
Rusia terhadap Ukraina, persepsi negara-negara tentang 
keamanan telah berubah drastis di seluruh dunia. 
Jerman telah mengumumkan bahwa mereka akan 
mengalihkan kebijakan keamanannya dan menaikkan 
anggaran pertahanannya menjadi 2% dari produk 
domestik brutonya. Finlandia dan Swedia, tetangga Rusia, 
telah mengubah kebijakan netralitas historis mereka 
dan mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan 
keanggotaan NATO. 

Saya sendiri memiliki rasa urgensi yang kuat bahwa 
Ukraina hari ini mungkin menjadi Asia Timur esok. 
Jepang juga telah membuat keputusan untuk menggeser 
kebijakan kami terhadap Rusia dan bersatu dengan 
masyarakat internasional dalam upaya untuk memberikan 
sanksi keras terhadap Rusia dan mendukung Ukraina. 
Sebagai Perdana Menteri Jepang yang cinta damai, 
saya bertanggung jawab untuk melindungi kehidupan 

dan aset rakyat Jepang serta berkontribusi pada tatanan 
damai di kawasan ini. Saya akan berusaha membangun 
tatanan internasional yang stabil melalui dialog, bukan 
konfrontasi. Namun, pada saat yang sama, kami harus 
siap untuk munculnya entitas yang akan menginjak-injak 
perdamaian dan keamanan negara lain dengan paksa 
atau ancaman tanpa menghormati aturan. Sebagai sarana 
untuk mencegah situasi seperti itu dan melindungi diri 
kami sendiri, kami perlu meningkatkan kemampuan 
penangkalan dan tanggapan.

Ini akan menjadi sangat penting jika Jepang ingin 
belajar untuk bertahan di era baru dan terus berbicara 
sebagai pembawa standar perdamaian. Saat lingkungan 
keamanan di sekitar Jepang menjadi semakin parah, kami 
akan menetapkan strategi keamanan nasional baru pada 
akhir tahun 2022. Saya bertekad untuk secara fundamental 
menguatkan kemampuan pertahanan Jepang selama 
lima tahun ke depan serta mengamankan peningkatan 
besar anggaran pertahanan Jepang yang diperlukan 
untuk memberlakukan penguatan tersebut. Untuk 
melakukannya, kami tidak akan mengesampingkan opsi 
apa pun, termasuk hal yang disebut sebagai kemampuan 
perlawanan, dan secara realistis akan mempertimbangkan 
hal yang diperlukan untuk melindungi kehidupan dan 
mata pencaharian rakyat kami. Kepada Anda semua, saya 
menekankan bahwa postur Jepang sebagai negara cinta 
damai tetap tidak akan berubah. Upaya akan diteruskan 
dalam lingkup konstitusi kami dan sesuai dengan hukum 
internasional dengan cara yang tidak mengubah peran 
dan misi dasar yang sama-sama dimiliki oleh Jepang dan 
A.S. di bawah aliansi kami. Kami akan terus menjelaskan 

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, kanan, menyapa, dari 
kiri, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Presiden A.S. 
Joe Biden, dan Perdana Menteri India Narendra Modi pada KTT 
Pemimpin Dialog Keamanan Kuadrilateral di Tokyo pada Mei 2022.
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pendekatan kami kepada negara-negara lain secara 
transparan dan menyeluruh. Tidak ada negara yang 
dapat memastikan keamanannya sepenuhnya sendiri. 
Itulah sebabnya saya akan menggalakkan kerja sama 
keamanan multilapisan dengan negara-negara berpikiran 
serupa yang memiliki nilai-nilai universal yang sama, 
menempatkan aliansi Jepang-A.S. sebagai pilarnya. 
Dalam pertemuan saya dengan Presiden A.S. [Joe] Biden 
selama kunjungannya ke Jepang pada Mei 2022, dia 
sangat mendukung tekad saya mengenai kemampuan 
pertahanan Jepang. Kami juga sepakat untuk memperluas 
dan memperdalam kerja sama keamanan dan pertahanan 
Jepang-A.S. Kami akan terus memperkuat kemampuan 
penangkalan dan tanggapan dari aliansi Jepang-A.S., yang 
telah menjadi landasan perdamaian dan stabilitas tidak 
hanya di Indo-Pasifik tetapi juga di seluruh dunia. 

Pada saat bersamaan, kami akan secara aktif 
menggalakkan kerja sama keamanan dengan Australia 
dan negara-negara berpikiran serupa lainnya. Saya sangat 
senang memulai negosiasi dengan Singapura untuk 
menyelesaikan perjanjian transfer teknologi pertahanan 
dan kelengkapan pertahanan. Kami akan terus memajukan 
upaya untuk menyelesaikan perjanjian tersebut dengan 
negara-negara ASEAN dan mewujudkan proyek-proyek 
kerja sama tertentu, sesuai dengan kebutuhan mereka. 
Mengenai perjanjian akses timbal balik, atau RAA, setelah 
penandatanganan perjanjian dengan Australia pada 
Januari 2022, kami telah mencapai kesepakatan secara 
prinsip dengan Britania Raya dan Jepang yang akan 
bekerja sama secara erat dengan mitra yang berpikiran 
serupa di Eropa dan Asia untuk mencapai perjanjian ini. 
Selain itu, untuk berkontribusi pada terwujudnya tatanan 
maritim yang bebas dan terbuka, Jepang [mengirimkan] 
unit Pasukan Bela Diri Maritim, yang dipimpin oleh kapal 
perusak Izumo, ke kawasan Indo-Pasifik pada Juni 2022 
untuk melakukan latihan bersama dengan negara-negara 
di kawasan itu, termasuk Asia Tenggara dan Pasifik.

PENANGKALAN NUKLIR
Ketiga, kita akan melakukan yang terbaik untuk mencapai 
dunia tanpa senjata nuklir. Di tengah krisis di Ukraina, 
penggunaan senjata nuklir oleh Rusia sedang dibahas 
sebagai kemungkinan nyata. Kita tidak boleh mengulangi 
bencana senjata nuklir. Ancaman senjata nuklir, apalagi 
penggunaannya, tidak boleh ditoleransi. Sebagai 
Perdana Menteri dari satu-satunya negara yang telah 
mengalami kehancuran akibat pengeboman atom, saya 
sangat mengimbau hal ini. Akibat dari ancaman Rusia 
untuk menggunakan persenjataan nuklir tidak terbatas 
pada ancaman itu sendiri. Ancaman itu mungkin telah 
menyebabkan kerusakan serius pada rezim nonproliferasi 
nuklir. Ini mungkin sudah semakin menyulitkan banyak 
negara yang berusaha mengembangkan senjata nuklir 
untuk meninggalkan rencana mereka. Gerakan untuk 
mengembangkan dan memiliki senjata nuklir bahkan 
mungkin menyebar lebih jauh ke negara-negara lain.

Ini adalah salah satu dari berbagai kekhawatiran yang 

telah disuarakan. Bahkan sebelum krisis di Ukraina, Korea 
Utara sering dan berulang kali meluncurkan rudal balistik, 
termasuk rudal kelas ICBM, dan kami merasa sangat 
khawatir bahwa uji coba nuklir lainnya akan segera terjadi. 
Pengembangan kemampuan militer yang tidak transparan, 
termasuk persenjataan nuklir, yang dapat dilihat di sekitar 
Jepang telah menjadi masalah keamanan regional yang 
serius. Kepatuhan terhadap seperti perjanjian nuklir Iran 
masih belum terlaksana.

Jalan menuju dunia tanpa senjata nuklir menjadi 
lebih menantang. Akan tetapi, justru karena situasi yang 
sangat sulit ini, saya, seorang Perdana Menteri yang 
berasal dari Hiroshima, tempat bom atom dijatuhkan, 
telah memutuskan untuk bersuara, bekerja tanpa lelah 
untuk membalikkan situasi saat ini, serta berkontribusi 
pada setiap skala perbaikan untuk mencapai dunia tanpa 
senjata nuklir. Tidak ada kontradiksi antara memastikan 
keamanan nasional Jepang, selagi menghadapi kenyataan 
lingkungan keamanan yang keras di sekitar Jepang, dan 
pada saat yang sama melaju menuju cita-cita dunia tanpa 
senjata nuklir.

Berdasarkan hubungan kepercayaan yang kami 
rasakan dengan A.S., satu-satunya sekutu kami, Jepang 
akan menyajikan peta jalan yang akan membawa kita dari 
kenyataan ke cita-cita dan maju dengan upaya perlucutan 
senjata nuklir yang realistis. Transparansi yang lebih 
besar dari kekuatan nuklir adalah hal yang mendukung 
upaya tersebut. Ini berfungsi sebagai langkah pertama 
dalam mendukung ireversibilitas dan verifikasi pelucutan 
senjata nuklir dan dalam membangun kepercayaan di 
antara negara-negara bersenjata nuklir, serta di antara 
negara-negara bersenjata nuklir dan negara-negara non-
senjata nuklir.

Dengan mempertimbangkan ketidakterbukaan 
beberapa negara dalam meningkatkan kemampuan nuklir 
mereka, kami meminta semua negara bersenjata nuklir 
untuk mengungkapkan informasi mengenai kekuatan 
nuklir mereka. Bersama negara-negara yang bersangkutan, 
kami akan mendorong A.S. dan Tiongkok untuk terlibat 
dalam dialog bilateral tentang pelucutan senjata nuklir 
dan pengendalian senjata. Selain itu, penting pula untuk 
membawa kembali diskusi tentang Perjanjian Pelarangan 
Uji Komprehensif dan Perjanjian Pemotongan Bahan 
Fissile, yang akhir-akhir ini hampir terlupakan. Lebih dari 
sebelumnya, kita harus mempertahankan dan memperkuat 
Perjanjian Non-Proliferasi (NPT), landasan utama 
dari rezim pelucutan senjata nuklir dan nonproliferasi 
internasional.

Kami akan melakukan segalanya untuk memastikan 
bahwa Konferensi Peninjauan NPT yang dilaksanakan 
pada bulan Agustus 2022, dan diikuti oleh negara-negara 
bersenjata nuklir dan negara-negara non-senjata nuklir, 
mencapai hasil yang bermanfaat. Dengan penggunaan 
senjata nuklir yang sekarang menjadi kemungkinan nyata, 
mengingatkan dunia sekali lagi tentang bencana dan tidak 
manusiawinya penggunaan senjata nuklir sangatlah penting. 
Sebagai satu-satunya negara yang pernah mengalami 
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kehancuran akibat pengeboman atom, Jepang akan 
memanfaatkan setiap kesempatan, termasuk Konferensi 
tentang Dampak Kemanusiaan dari Senjata Nuklir [pada 
bulan Juni 2022], untuk menyampaikan realitas nyata dari 
pengeboman atom kepada dunia. Dengan harapan untuk 
mendorong diskusi lanjutan yang dilakukan oleh Kelompok 
Pakar untuk Kemajuan Substantif Pelucutan Senjata 
Nuklir, yang saya dirikan ketika menjabat sebagai Menteri 
Luar Negeri, sekaligus menghidupkan kembali momentum 
untuk pelucutan senjata nuklir internasional, kami akan 
mendirikan Kelompok Pakar internasional untuk Dunia 
Tanpa Senjata Nuklir. 

Kelompok ini akan menikmati keterlibatan petahana 
dan mantan pemimpin politik dari berbagai negara, dan 
kami berencana untuk mengadakan pertemuan pertama di 
Hiroshima pada tahun 2022. Sehubungan dengan Korea 
Utara, Jepang, Korea Selatan, dan A.S. yang berupaya 
menuju denuklirisasi penuh Korea Utara sesuai dengan 
resolusi Dewan Keamanan P.B.B. akan bekerja sama 
secara erat di bidang keamanan regional, musyawarah 
di P.B.B., dan upaya diplomatik. Kemudian, Jepang 
akan bertindak lebih lanjut dengan bekerja sama dengan 
masyarakat internasional secara keseluruhan. Melalui 
setiap upaya konkret, kami akan berusaha untuk bergerak 
langkah demi langkah menuju dunia tanpa senjata nuklir.

REFORMASI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
Keempat, tidak ada waktu yang dapat dilewatkan dalam 
mereformasi P.B.B., yang seharusnya berfungsi sebagai 
penjaga perdamaian. Rusia, yang merupakan anggota tetap 
Dewan Keamanan P.B.B., badan yang memiliki tanggung 
jawab utama untuk menjaga perdamaian dan keamanan 
internasional, telah terlibat dalam tindakan kejam 
yang telah mengguncang dasar tatanan internasional, 
menyebabkan P.B.B. menghadapi masa cobaan. Pendirian 
Jepang tentang pentingnya P.B.B. tetap tidak berubah. 

Sejak saya menjadi Menteri Luar Negeri, saya telah 
secara aktif bekerja menuju reformasi P.B.B. Sekarang, 
setelah menjabat sebagai Perdana Menteri, saya telah 
memanfaatkan kesempatan diplomatik kelas atas untuk 
mengadakan diskusi dengan para pemimpin dari berbagai 
negara tentang cara untuk memperkuat fungsi P.B.B. 
Reformasi P.B.B. bukanlah tugas yang mudah, mengingat 
kompleksitas kepentingan yang saling terkait dari 
berbagai negara. 

Tetapi Jepang, sebagai negara cinta damai, akan 
memimpin diskusi untuk memperkuat fungsi P.B.B., 
termasuk reformasi Dewan Keamanan. Jepang akan 
bergabung dengan Dewan Keamanan P.B.B. mulai tahun 
2023, dan kami juga akan bekerja tanpa lelah di Dewan 
Keamanan. Pada saat yang sama, kami juga akan mencari 
jalan ke depan untuk tata kelola global yang menanggapi 
tantangan baru di komunitas internasional.

KERJA SAMA EKONOMI
Terakhir, saya ingin membahas kerja sama internasional 
dalam bidang kebijakan baru, seperti keamanan 

ekonomi. Di tengah pandemi yang belum pernah terjadi 
sebelumnya, kerentanan rantai pasokan global telah 
terlihat nyata. Memberikan tekanan ekonomi yang tidak 
dapat dibenarkan kepada negara lain untuk memaksakan 
klaim sepihak atau dengan sengaja menyebarkan 
disinformasi juga tidak dapat diterima. 

Agresi terhadap Ukraina telah membuat kami lebih 
menyadari kebutuhan yang jelas dan mendesak untuk 
menjadikan ekonomi kami lebih tangguh karena secara 
langsung memengaruhi kehidupan sehari-hari. Dengan 
mempertimbangkan bahwa ekonomi terkait langsung 
dengan keamanan nasional dan bahwa berbagai bidang 
seperti keamanan siber dan digitalisasi menjadi semakin 
penting bagi keamanan nasional, kami akan menggalakkan 
prakarsa keamanan ekonomi untuk memastikan keamanan 
bangsa dan rakyat kami dari perspektif ekonomi. 

Di Jepang, untuk mengatasi tantangan ini, undang-
undang Promosi Keamanan Ekonomi diberlakukan di 
bawah kepemimpinan saya. Akan tetapi, Jepang tidak 
bisa melakukan ini sendirian. Kerja sama internasional 
sangatlah penting, termasuk dalam kerangka kerja negara-
negara yang berpikiran serupa, seperti G7 [Grup Tujuh 
negara industri terkemuka]. Jepang dan ASEAN telah 
lama membangun rantai pasokan multilapis. Sangat 
penting bahwa sektor publik dan swasta kita terus 
berinvestasi dalam mempertahankan dan memperkuat 
rantai pasokan ini. Untuk tujuan ini, Jepang akan 
mendukung lebih dari 100 proyek ketahanan rantai 
pasokan selama lima tahun ke depan. 

Selain itu, begitu status suatu negara dalam komunitas 
internasional, termasuk pembangunan ekonominya, 
meningkat, negara itu tidak hanya menikmati manfaatnya, 
tetapi yang lebih penting, negara itu juga harus memenuhi 
tanggung jawab dan kewajiban yang sepadan dengan 
status tersebut. Kerja sama dan pembiayaan ekonomi 
harus ditandai dengan keterbukaan, dan harus mengarah 
pada kesejahteraan jangka panjang rakyat negara 
penerima. 

Kami akan terus menggalakkan kerja sama ekonomi 
berdasarkan gagasan keamanan manusia, menghormati 
kepemilikan masing-masing negara dan kepentingan 
warga negaranya. Untuk mencapai kemakmuran di masa-
masa sulit ini, ASEAN dan kawasan Indo-Pasifik harus 
tetap menjadi mesin pertumbuhan dunia. Jepang akan 
berkontribusi untuk membangun negara-negara tangguh 
yang dapat mengatasi tantangan besar atau sulit yang 
mungkin akan mereka hadapi. 

Saya meminta Anda untuk merenungkan masa depan 
kita. Visi yang telah saya bagikan kepada Anda hari 
ini, visi tatanan internasional yang bebas dan terbuka 
berdasarkan aturan, adalah visi yang akan menjadi bidang 
kerja sama kita semua. Kami akan meningkatkan FOIP 
ke tahap berikutnya. Saya sangat percaya bahwa jika kita 
melakukannya, masa depan perdamaian dan kemakmuran 
pasti akan menanti kita, dunia yang cerah dan gemilang 
penuh harapan, saat terdapat kepercayaan dan empati di 
antara kita.  o
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PERTAHANAN  
DALAM NEGERI

Tantangan yang menentukan generasi memicu 
pembangunan pertahanan dalam negeri di 

seantero Indo-Pasifik

STAF FORUM
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D
engan senjata rantai MK44 Bushmaster  
30 mm yang memberikan jarak tembak  
3 kilometer, CM-34 Clouded Leopard milik 
Angkatan Darat Taiwan dapat menguntit musuh 
di semua medan serta dalam semua kondisi 
dengan kecepatan hingga 100 kilometer per 

jam. Pada 2023, lebih dari 300 kendaraan lapis baja 
beroda delapan yang diproduksi di Taiwan tengah 
diperkirakan akan beroperasi. Mengambil nama dari 
spesies kucing besar yang diyakini sudah punah di 
pulau itu tetapi dianggap suci bagi masyarakat Pribumi 
Taiwan, Macan Dahan Benua (Clouded Leopard) juga 
merupakan simbol kuat dari industri pertahanan dalam 
negeri yang berkembang pesat — bagian dari tren 
kemajuan militer dalam negeri yang terlihat di seluruh 
kawasan Indo-Pasifik.

Beberapa minggu sebelum Taiwan memamerkan 
CM-34 di lokasi uji coba pegunungan pada Juni 2022, 
peneliti Korea Selatan meluncurkan aplikasi berbasis 
kecerdasan buatan yang dapat, suatu hari, melengkapi 
kendaraan militer seperti Clouded Leopard. Teknologi 
swakemudi ini menganalisis medan yang tidak 
konvensional untuk merencanakan rute yang dapat 
dilewati tanpa perlu banyak input manusia, bahkan 
dalam kecepatan tinggi, demikian yang dilaporkan 
kantor berita Yonhap. Proyek ini dipelopori oleh 
Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (Defense 
Acquisition Program Administration - DAPA) 
yang dijalankan negara di Seoul, yang memajukan 
pengembangan teknologi dalam negeri yang penting 
bagi keamanan negara. Pada hari-hari menjelang 
pengumuman teknologi swakemudi rancangannya, 
DAPA juga mengungkapkan rencana untuk perangkat 
laser seluler untuk melucuti persenjataan yang belum 
meledak, radar jarak jauh untuk memantau wilayah 
udara negara, dan helm ringan yang mampu menahan 
peluru yang lebih kuat. Pada akhir Juli 2022, Korea 
Selatan menjadi salah satu dari segelintir negara yang 
memiliki jet tempur supersonik buatan dalam negeri, 
dengan penerbangan perdana KF-21 Boramae. Pada 
2030, Angkatan Udara Korea Selatan diperkirakan akan 
mengerahkan 120 KF-21 sebagai bagian dari proyek 
pengembangan bersama dengan Indonesia, demikian 
yang dilaporkan CNN.

Serangkaian tantangan yang menentukan generasi 
— dari pandemi yang menghancurkan, ekspansi 
militer agresif komunis Tiongkok, serta serangan Rusia 
terhadap Ukraina — memicu upaya serupa di seluruh 

Indo-Pasifik demi meningkatkan pengembangan 
sistem persenjataan dalam negeri dan aset pertahanan 
lainnya. Untuk mengurangi ketergantungan pada 
impor, terutama dari sumber-sumber yang bermasalah 
seperti Rusia yang industri senjatanya telah dibuat 
loyo oleh sanksi internasional, pemerintah di India, 
Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan negara lainnya 
berinvestasi besar-besaran di sektor pertahanan 

mereka demi mengamankan sarana untuk melindungi 
kedaulatan nasional di tengah gejolak geopolitik dan 
ancaman yang berkembang.

“Demi beradaptasi dengan perubahan lingkungan 
keamanan yang semakin cepat, Jepang harus 
memperkuat kemampuan pertahanannya dalam 
kecepatan yang pada dasarnya berbeda dari masa 
lalu,” ungkap Kementerian Pertahanan Jepang dalam 
laporan resminya, “Pertahanan Jepang 2021”, yang 
menyerukan pembuatan pesawat terbang, kapal perusak, 
kapal selam, rudal, kendaraan tempur, satelit, dan 
sistem perang elektronik. Kementerian Pertahanan 
Jepang mengupayakan permohonan peningkatan 
pembelanjaan militer kesembilan secara berturut-turut 
untuk membangun pasukan multiranah. “Tren militer 
Tiongkok, digabungkan dengan transparansi yang tidak 
memadai tentang kebijakan pertahanan dan urusan 
militer Tiongkok, telah menjadi masalah yang sungguh 
mengkhawatirkan bagi kawasan ini, termasuk Jepang dan 
masyarakat internasional,” tulis laporan resmi tersebut.

Jepang juga sedang mengembangkan pesawat dan 
senjata hipersonik, termasuk rudal jelajah, yang dapat 

Kementerian Pertahanan India telah menjalin kontrak dengan 
produsen lokal untuk melengkapi pesawat tempur Tejas Mark-
2 yang dikembangkan di dalam negeri dengan rudal udara-ke-
udara. REUTERS

Rudal balistik pertama Korea Selatan yang dikembangkan di 
dalam negeri diluncurkan di bawah air dari kapal selam pada 
September 2021. KEMENTERIAN PERTAHANAN KOREA SELATAN/THE ASSOCIATED PRESS
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melesat setidaknya lima kali kecepatan suara. Sebagai 
bagian dari proyek Badan Akuisisi, Teknologi, dan 
Logistik Kementerian Pertahanan Jepang, para peneliti 
pada pertengahan tahun 2022 melakukan uji terbang 
pembakaran pertama mereka untuk kemampuan 
hipersonik, demikian yang dilaporkan surat kabar The 
Japan Times. Demi memperkuat industri pertahanan 
dalam negerinya sekaligus memupuk kolaborasi 
multinasional, pemerintah Jepang dapat meringankan 
aturan ekspor untuk memperkuat puluhan perjanjian 
transfer alutsista dan teknologi pertahanan yang 
dimilikinya dengan berbagai mitra seperti Australia, 
India, dan Filipina, demikian yang dilaporkan Kyodo 
News pada pertengahan tahun 2022. Dunia tidak 
hanya menghadapi “kesulitan yang belum pernah 
terjadi sebelumnya akibat COVID-19, tetapi berbagai 
tantangan keamanan dan faktor destabilisasi juga 
menjadi lebih nyata dan akut, dan tatanan internasional 
yang didasarkan pada nilai-nilai universal, yang telah 
melandasi perdamaian dan kemakmuran masyarakat 
internasional, telah sangat diuji,” ujar Menteri 
Pertahanan Jepang saat itu Nobuo Kishi dalam 
pengantar laporan resmi ini. “Dalam rangka melawan 
tantangan di lingkungan keamanan ini, sangat penting 
agar Jepang tidak hanya memperkuat kemampuan 
pertahanannya sendiri dan memperluas peran yang 
dapat dipenuhi, tetapi juga bekerja sama secara erat 
dengan negara-negara yang memiliki nilai-nilai dasar 
yang sama.”

Tekad yang Teguh
Mungkin tidak ada kawasan lain yang memiliki 
tantangan keamanan lebih nyata daripada di Taiwan, 
yang terpisah dari pantai Tiongkok sejauh 160 
kilometer di Selat Taiwan — parit alami yang mungkin 
selalu tampak sempit bagi 24 juta penduduk pulau 
dengan pemerintahan mandiri itu karena Partai 
Komunis Tiongkok (PKT) yang agresif semakin 
mengancam akan menggunakan kekuatan untuk 
memaksakan klaim kedaulatannya atas Taiwan. 

Sejumlah besar pesawat Tentara Pembebasan Rakyat 
(PLA) menerobos zona identifikasi pertahanan udara 
Taiwan pada tahun 2022, yang secara luas dipandang 
sebagai bagian dari perang zona abu-abu PKT untuk 
melemahkan pertahanan Taiwan sebelum akhirnya 
melindasnya. Pada Agustus 2022, TPR melakukan 
latihan baku tembak dengan amunisi aktif terbesarnya 
di sekitar selat Taiwan, termasuk peluncuran beberapa 
rudal balistik, yang beberapa di antaranya mendarat 
di perairan di dalam zona ekonomi eksklusif Jepang. 
Latihan destabilisasi tersebut dikecam sebagai 
tindakan pembalasan yang kentara atas kunjungan 
ke Taiwan yang dilakukan oleh para anggota 
parlemen dari negara-negara demokrasi Indo-Pasifik, 
termasuk Jepang dan Amerika Serikat. Sementara itu, 
Menteri Pertahanan Tiongkok Jenderal Wei Fenghe 
mengancam selama KTT keamanan internasional di 
Singapura pada Juni 2022 bahwa PKT “tidak akan 
ragu untuk melawan” jika Taiwan mengupayakan 
kemerdekaan, meskipun pulau itu tidak pernah menjadi 
bagian dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 
meningkatkan ketakutan akan serangan PKT di 
Taiwan, dengan para analis berpendapat bahwa 
Sekretaris Jenderal PKT, Xi Jinping, kemungkinan 
melihat perang di Eropa sebagai peluang untuk 
menyempurnakan rencana perang PLA. Xi menolak 
untuk mengecam Presiden Rusia Vladimir Putin 
atau bergabung dengan sebagian besar dunia dalam 
memberikan sanksi kepada Moskow atas serangan 
tanpa provokasi yang dilancarkannya, dan alih-alih 
menegaskan persahabatan “tanpa batas” PKT dengan 
Rusia. Bagi Taiwan, paralel yang paling jelas antara 
negaranya dengan Ukraina adalah bahwa keduanya 
“merupakan negara demokrasi yang cinta perdamaian, 
yang menjadi korban iredentisme dari pihak otokrasi 
negara tetangga yang lebih kuat dan mengancam 
secara militer,” demikian yang dicatat dalam analisis 
pada Maret 2022 oleh United States Institute of Peace, 
kelompok cendekiawan independen. 

Sejak pertama kali terpilih pada tahun 2016, 
Presiden Taiwan Tsai Ing-wen telah memprioritaskan 
modernisasi kekuatan militer negara pulau ini, 
termasuk pembuatan kapal selam, kapal perang 
siluman, kapal penebar ranjau, dan senjata bergerak 
berteknologi tinggi dalam negeri yang dapat 
memberikan serangan akurat serta sulit dibidik musuh. 
Dikenal sebagai “strategi landak,” fokus Taiwan pada 
pertahanan asimetris dirancang untuk memberatkan 
kerugian konflik bagi pasukan penyerbu. “Tujuan 
utamanya adalah agar risiko yang harus ditanggung 
sangat sulit diterima hingga musuh harus berpikir 
dua kali untuk meluncurkan tindakan apa pun,” 
ungkap Laksamana Purnawirawan Lee Hsi-min, yang 
dahulu menjabat sebagai kepala staf umum Angkatan 
Bersenjata Taiwan, kepada surat kabar The New York 
Times pada Juni 2022.

Marinir Thailand dan A.S. mengoperasikan kendaraan serangan 
amfibi Korps Marinir Kerajaan Thailand selama latihan Cobra 
Gold 2022 di Thailand. SERSAN SATU TYLER HLAVAC/PASUKAN MARINIR A.S.
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Kementerian Pertahanan Taiwan mengumumkan 
kapasitas produksi rudal tahunannya yang meningkat 
lebih dari dua kali lipat menjadi hampir 500 pucuk 
rudal pada tahun 2022, termasuk pengembangan 
senjata penghancur bunker dengan jangkauan 1.000 
kilometer yang dapat menghantam pangkalan militer di 
Tiongkok, dan amunisi permukaan ke udara yang dapat 
menghancurkan jet tempur dan rudal jelajah. Reuters 
melaporkan bahwa pengumuman tersebut disampaikan 
segera setelah adanya rencana untuk memproduksi 
drone serangan. Untuk lebih memperkuat 
pertahanannya, Taiwan menyetujui pembelanjaan 
militer tambahan sebesar 128 triliun rupiah (8,2 miliar 
dolar A.S.) selama beberapa tahun ke depan, dan sekitar 
dua pertiga dari jumlah tersebut digunakan untuk rudal 
dan senjata anti-kapal yang diproduksi di dalam negeri.

Proyek-proyek dalam negeri tersebut diperkuat 
dengan penjualan militer dari mitra tradisional Indo-
Pasifik, termasuk peralatan dan suku cadang angkatan 
laut dari A.S. senilai 1,87 triliun rupiah (120 juta dolar 
A.S.) pada Juni 2022. Pembelian itu, yang merupakan 
pembelian ketiga Taipei dari Washington dalam enam 
bulan, “sekali lagi menunjukkan bahwa kemitraan kerja 
sama yang kuat antara Taiwan dan A.S. membantu 
meningkatkan kemampuan pertahanan diri Taiwan,” 
ungkap juru bicara Kantor Presiden Taiwan Xavier 
Chang dalam sebuah pernyataan. “Taiwan, yang 
berada di garis depan ekspansionisme otoriter, akan 
terus menunjukkan tekadnya dengan tangguh dalam 
membela diri sambil ... meningkatkan kerja sama 
dengan negara-negara berpandangan serupa untuk 
menegakkan perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan 
dan kawasan Indo-Pasifik, bersama-sama memperkuat 
ketahanan demokrasi global.”

Mengupayakan Kemandirian
Bagi India, pembelanja militer terbesar ketiga di 
dunia pada 2021, hubungan dengan RRT dan Rusia 
mendorongnya menuju kemandirian dalam produksi 
pertahanan. Di Pegunungan Himalaya, India terjebak 
dalam kebuntuan perbatasan dengan RRT. Sengketa 
yang berlangsung selama puluhan tahun itu meletus 
dalam baku tembak mematikan antara pasukan militer 
kedua negara itu pada pertengahan 2020. Terdapat 
risiko konflik lanjutan mengingat pembicaraan 
perdamaian bersifat dingin dan tidak bersahabat. 
Baru-baru ini, invasi Rusia ke Ukraina — yang 
secara luas dinyatakan sebagai perang terhadap cita-
cita demokratis dan tatanan internasional berbasis 
aturan — telah menimbulkan pertanyaan tentang 
ketergantungan panjang India terhadap Moskow 
sebagai sumber utama persenjataannya, terutama 
mengingat sanksi ketat yang dikenakan terhadap rezim 
Putin serta tekanan pada basis militer dan industri 
Rusia. Faktor-faktor tersebut menyulut kekhawatiran 
yang terus menghantui kalangan pembeli asing, 
termasuk India, mengenai kualitas buruk pesawat 

tempur, tank, dan sistem persenjataan lainnya yang 
dibuat Rusia. “Kami memperkirakan bahwa korupsi 
yang meluas di industri pertahanan Rusia dan sistem 
perintah pertahanan negara menjadikan negara ini 
terbelakang 20-25 tahun daripada para pemimpin 
dunia di ranah persenjataan,” ungkap Robert Lansing 
dari Institute for Global Threats and Democracies 
Studies, sebuah lembaga nirlaba, dalam laporan pada 
bulan April 2021.

Sejak 2010, 62% impor persenjataan India berasal 
dari Rusia, menjadikan New Delhi sebagai pelanggan 
luar negeri terbesar bagi pedagang persenjataan 
Moskow, demikian menurut Stockholm International 
Peace Research Institute (SIPRI). “Kebutuhan militer 
Rusia sendiri, dengan kerugian yang diderita pihaknya 
[di Ukraina], dapat membuat beberapa suku cadang 
yang kami butuhkan mungkin akan dialihkan,” ungkap 
purnawirawan Letnan Jenderal Angkatan Darat India 
D.S. Hooda kepada majalah The Diplomat pada April 
2022.

Belanja militer India melonjak sebesar 33% dalam 
satu dekade terakhir, menempati peringkat atas dengan 
nilai sebesar 1,2 kuadriliun rupiah (76 miliar dolar 
A.S.) pada tahun 2021 serta menempatkannya hanya 
di belakang A.S. dan RRT, demikian yang dilaporkan 
SIPRI pada April 2022. “Dalam rangka mendorong 
peningkatan industri senjata pribumi, 64% dari 
pengeluaran modal dalam anggaran militer tahun 2021 
direncanakan akan digunakan untuk akuisisi senjata 
yang diproduksi di dalam negeri,” demikian temuan 
laporan itu. Pemerintah India membangun dua koridor 
industri pertahanan, dan Kementerian Pertahanan 
negara itu memperkirakan pesanan senilai total 438,7 
triliun rupiah (28 miliar dolar A.S.) akan diajukan kepada 
perusahaan pertahanan dalam negeri milik negara dan 
swasta dalam lima tahun ke depan, demikian menurut 
The Diplomat. Di bawah naungan Organisasi Penelitian 
dan Pengembangan Pertahanan (Defence Research 
Development Organisation, DRDO), perusahaan India 
memproduksi sistem pertahanan udara dan perang 

Prajurit Angkatan Darat Taiwan berdiri di dekat howitzer 
derek yang dibangun di dalam negeri selama latihan militer 
tahunan Han Kuang di pulau itu. AFP/GETTY IMAGES
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“Ada begitu banyak hal yang berubah saat ini, mulai dari 
teknologi, pengembangan senjata, konsep, hingga peninjauan 
tentang jenis kemampuan yang diinvestasikan [negara] dan 
jumlah uang yang dibutuhkan .” — Jenderal Charles Flynn, komandan Angkatan Darat A.S. di Pasifik

elektronik, peluncur roket multilaras, rudal jarak pendek 
dan jarak jauh, tank, dan pesawat tempur ringan. Kapal 
induk pengangkut pesawat terbang pertama yang 
dibuat di dalam negeri, INS Vikrant, dioperasikan pada 
September 2022.

Pada pertengahan tahun 2022, Kementerian 
Pertahanan India menandatangani kontrak dengan satu 
badan usaha milik negara untuk memasang rudal udara 
ke udara Astra Mk-I ke pesawat Angkatan Udara dan 
Angkatan Laut India, menggunakan teknologi yang 
dikembangkan oleh DRDO. Proyek ini merupakan 
langkah besar menuju kemandirian, ucap purnawirawan 
Marsekal Angkatan Udara India Anil Chopra kepada 
surat kabar Hindustan Times. “Kami telah bergantung 
pada sistem rudal Rusia dan Israel,” ungkap Chopra, 
direktur jenderal Centre for Air Power Studies yang 
berbasis di New Delhi. “Produksi lokal rudal Astra 
mengisi kesenjangan kritis dalam kemampuan pribumi.”

Pada tahun 2020, pemerintah India mengumumkan 
larangan impor bertahap terhadap lebih dari 100 jenis 
senjata dan sistem, mulai senapan runduk hingga kapal 
perusak rudal, demikian menurut majalah Forbes. 
Larangan itu telah diperluas menjadi lebih dari 300 
kategori aset militer sebagai bagian dari kampanye 
pemerintah “India mandiri” atau Atmanirbhar Bharat. 
Pada saat yang sama, India mengundang berbagai 
mitra seperti A.S. untuk berkolaborasi dengan industri 
pertahanannya. Hubungan India-A.S. dibangun 
berdasarkan “kerja sama untuk meningkatkan 
kemampuan pertahanan dan sekarang memiliki 
penekanan baru pada pengembangan dan produksi 
bersama,” ungkap Menteri Pertahanan India Rajnath 
Singh kepada Kamar Dagang Amerika di India 
pada April 2022, beberapa hari setelah menghadiri 
pertemuan tingkat menteri di Washington, D.C. 
“Dalam satu dekade, dimulai dari satu pangkalan 
kecil, pasokan pertahanan dari A.S. telah melebihi 
313,5 triliun (20 miliar dolar A.S.),” ungkap Singh 
kepada kelompok bisnis di New Delhi, demikian 
menurut surat kabar The Times of India. “Dengan 
meningkatnya bisnis, kami mengharapkan adanya 
peningkatan investasi oleh perusahaan pertahanan A.S. 
di India di bawah program ‘Make in India’.”

Meraih Kedaulatan
Mempertahankan integritas teritorial — baik di 
Himalaya ataupun Laut Cina Selatan — adalah salah 
satu dari beberapa faktor yang mendorong proyek 

pertahanan dalam negeri di seluruh Indo-Pasifik, 
demikian menurut kepala pasukan darat A.S. di 
kawasan itu. “Ada begitu banyak hal yang berubah 
saat ini, mulai dari teknologi, pengembangan senjata, 
konsep, hingga peninjauan tentang jenis kemampuan 
yang diinvestasikan [negara] dan jumlah uang 
yang dibutuhkan,” ungkap Jenderal Charles Flynn, 
komandan Angkatan Darat A.S. di Pasifik, kepada 
FORUM selama simposium Land Forces Pacific 
internasional di Hawaii pada Mei 2022. “Saya tentu saja 
mendengar, melihat, dan merasakan semakin banyak 
diskusi mengenai pertahanan teritorial. Antara tahun 
2014 dan 2018, ketika saya berada di sini sebagai mayor 
jenderal di Divisi [Infanteri] ke-25, lalu sebagai wakil 
komandan jenderal, itu bukan bagian dari diskusi.

“Saya merasa ada persaingan memperebutkan 
sumber daya,” ungkap Flynn. “Juga kedaulatan nasional 
dan hak berdaulat atas mineral, air tawar, makanan, 
serta hal-hal yang menjadikan masyarakat tetap stabil… 
Saya rasa ada ketegangan dan ancaman terhadap hal-hal 
tersebut. Dan saya berpikir bahwa, dalam hal tertentu, 
itu adalah perubahan yang terjadi di kawasan ini.”

Bagi Thailand, negara sekutu perjanjian A.S. dan 
mitra selama 190 tahun serta ekonomi terbesar kedua 
di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang 
beranggotakan 10 negara, bahaya bagi keamanan dan 
kedaulatan nasionalnya meliputi sengketa teritorial, 
seperti sengketa dengan Kamboja dan Laos yang 
bertetangga dalam beberapa dekade terakhir, serta 
terorisme dalam negeri dan kejahatan transnasional, 
terutama perdagangan narkoba di kawasan lintas 
negara Segitiga Emas yang terkenal. Anggaran 
pertahanan negara monarki konstitusional itu 
diproyeksikan akan melampaui 109,7 triliun rupiah (7 
miliar dolar A.S.) pada tahun 2022, yang setara dengan 
1,3% produk domestik bruto, demikian menurut 
Administrasi Perdagangan Internasional (International 
Trade Administration, ITA), lembaga di Departemen 
Perdagangan A.S. “Pemerintah Thailand juga 
berencana untuk mengembangkan industri pertahanan 
dalam negerinya guna mengurangi ketergantungan 
negara terhadap impor, mendorong transfer teknologi, 
dan memperkuat keamanan nasional,” demikian yang 
dilaporkan ITA pada Agustus 2021.

Di antara langkah-langkah lainnya, pemerintah 
Thailand memprioritaskan industri pertahanan lokal 
dalam strategi nasional 20 tahun dan membangun 
zona industri pertahanan untuk mendorong kemitraan 
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Korvet buatan dalam negeri Angkatan Laut Taiwan Ta 
Chiang menembakkan suar selama latihan kesiapan 
tempur pada Januari 2022. AFP/GETTY IMAGES

publik-swasta. “Thailand telah beralih dari pengadaan 
pertahanan berbasis impor menggunakan produsen 
asing dengan membangun basis industri pertahanan 
pribumi yang tangguh,” demikian menurut “A Glimpse 
of Thailand’s Defence Industry in the 21st Century 
(Sekilas Industri Pertahanan Thailand pada Abad 
ke-21),” seminar web yang berlangsung pada Oktober 
2021 yang diadakan Lembaga Teknologi Pertahanan 
Thailand, yang menargetkan kemajuan penggunaan 
ganda seperti kendaraan tak berawak, realitas dan 
simulator virtual, komunikasi, dan sistem pemandu 
roket. “Prioritasnya adalah transfer teknologi untuk 
program pengadaan pertahanan yang mendukung 
pengembangan industri lokal dan meningkatkan 
efisiensi kegiatan militer Thailand, memasok kekuatan 
militer dalam negeri, berfokus pada litbang [penelitian 
dan pengembangan], serta meningkatkan efisiensi dan 
teknologi.”

Tantangan yang Membayangi
Belanja pertahanan Thailand membantu mendorong 
pengeluaran militer global melewati 31,3 kuadriliun 
rupiah (2 triliun dolar A.S.) untuk pertama kalinya 
pada tahun 2021, dengan lima negara teratas — A.S., 
RRT, India, Britania Raya, dan Rusia — menyumbang 
62% dari total pengeluaran, demikian menurut SIPRI. 
Di antara mitra Indo-Pasifik yang meningkatkan 
anggaran mereka, ancaman umum telah membayangi. 
“Keangkuhan Tiongkok yang semakin memuncak 
dalam dan di sekitar laut Cina Selatan dan Timur telah 
menjadi pendorong utama pengeluaran militer di 
negara-negara seperti Australia dan Jepang,” ungkap 
peneliti senior SIPRI Dr. Nan Tian dalam sebuah 
siaran berita. “Contohnya adalah perjanjian keamanan 
trilateral AUKUS antara Australia, Britania Raya, 
dan Amerika Serikat yang memperkirakan pasokan 
delapan kapal selam bertenaga nuklir ke Australia 
dengan perkiraan biaya hingga 2 kuadriliun rupiah 
(128 miliar dolar [A.S.]).” Dalam pakta AUKUS yang 
ditandatangani pada September 2021, ketiga sekutu 
itu juga berkolaborasi dalam prakarsa kemampuan 
canggih seperti kecerdasan buatan, siber, perang 
elektronik, hipersonik dan kontrahipersonik, serta 
teknologi kuantum. “Seiring kemajuan pekerjaan kami 
dalam bidang-bidang ini serta kemampuan pertahanan 
dan keamanan penting lainnya, kami akan mencari 
peluang untuk melibatkan sekutu dan mitra dekat,” 
ungkap Gedung Putih dalam sebuah pernyataan yang 
menandai hari jadi pertama AUKUS.

Terlepas dari kejatuhan parah ekonomi akibat 
pandemi, dengan pabrik yang ditutup dan rantai 
pasokan yang terhenti, pembelanjaan militer RRT 
melonjak sebanyak 4,7% menjadi lebih dari 4,5 
kuadriliun rupiah (290 miliar dolar A.S.) pada tahun 
2021, demikian menurut perkiraan SIPRI. Hal itu 
menambah panjang rentetan kenaikan tahunan sejak 
1995 — tahun yang sama ketika Tentara Pembebasan 

Rakyat memicu kejadian yang dikenal sebagai Krisis 
Selat Taiwan Ketiga dengan menembakkan rudal dan 
melakukan latihan perang di jalur perairan strategis 
selagi Taiwan bersiap untuk mengadakan pemilihan 
demokratis presiden pertamanya. Ancaman PKT 
terhadap pulau itu berakhir setelah A.S. mengerahkan 
kelompok tempur kapal induk ke kawasan itu.

Kemungkinan terjadinya krisis lain di selat itu 
menjadi perhatian serius bagi Tokyo, yang telah 
memprotes invasi teritorial Beijing di sekitar 
Kepulauan Senkaku yang dikuasai Jepang dan 
diklaim Tiongkok di Laut Cina Timur. Kementerian 
Pertahanan Jepang menyebut Taiwan untuk pertama 
kalinya dalam laporan resmi tahunannya pada 2021, 
yang menyatakan bahwa: “Menstabilkan situasi di 
sekitar Taiwan penting untuk keamanan Jepang dan 
stabilitas masyarakat internasional. “Oleh karena 
itu, kita perlu memperhatikan situasi secara saksama 
dengan kewaspadaan yang lebih dari sebelumnya.”

Menangkal konflik yang dahsyat di kawasan ini 
merupakan katalisator bagi Jepang untuk meningkatkan 
pengeluaran pertahanannya sebesar 7,3% menjadi 890,4 
triliun rupiah (54,1 miliar dolar A.S.) pada tahun 2021, 
yang merupakan peningkatan terbesar dalam 50 tahun, 
demikian menurut SIPRI. Kenaikan ini tampaknya 
tidak akan berubah dalam waktu dekat; Perdana 
Menteri Jepang Fumio Kishida pada pertengahan 
tahun 2022 berjanji untuk “melakukan peningkatan 
secara substansial” pada pengeluaran pertahanan guna 
menopang kapasitas militer negaranya, demikian yang 
dilaporkan Reuters. “Ada upaya untuk mengubah status 
quo secara sepihak dengan menggunakan kekuatan di 
Asia Timur, sehingga menjadikan kondisi keamanan 
kawasan ini semakin parah,” demikian menurut 
rancangan kebijakan ekonomi dari pemerintahan 
Kishida. “Kami akan secara drastis memperkuat 
kemampuan pertahanan yang akan menjadi jaminan 
utama untuk memastikan keamanan nasional.”  o
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ebagai profesional militer, saya percaya pelatihan 
adalah topik yang sangat penting bagi kita. Masing-
masing dari kita telah melalui berbagai pelatihan 
sebagai Prajurit, melakukan pelatihan selagi kita 

mendaki jenjang pangkat, dan sekarang, pada tingkat 
ini, mungkin kita tengah meninjau sistem pelatihan 
serta kerangka kerja untuk pasukan kita. Jadi, saya 
tidak akan banyak menjelaskan tentang ilmu pelatihan, 
yaitu pedagogi. Sebaliknya, saya akan membagikan 

pengalaman Singapura 
dalam mengatasi 
kendala geografis 
untuk melatih 
Angkatan Darat kami 
dan bagaimana kami 
bermitra dengan 
banyak tentara 
untuk berlatih dan 
belajar bersama serta 

membangun rasa saling percaya dan interoperabilitas.
Saya awali dengan membagikan konteks seputar 

Singapura. Pelatihan merupakan denyut nadi Pasukan 
kami. Seperti perkataan banyak orang, “Berlatihlah 
dengan keras agar dapat bertempur dengan mudah.” 
Sebagai pasukan wajib militer, kami mendaftarkan 
semua laki-laki di atas 18 tahun per kuartal untuk 

S
BRIGADIR JENDERAL FREDERICK CHOO/ANGKATAN DARAT SINGAPURA

ANGKATAN DARAT SINGAPURA 
MERANCANG ULANG 
PENGEMBANGAN PASUKAN 
UNTUK GENERASI BERIKUTNYA

Helikopter serbu AH-64 Apache 
Angkatan Udara Singapura bersiap 

untuk lepas landas di Pusat Pelatihan 
Tempur Orchard Garda Nasional 
Angkatan Darat Idaho. Amerika 

Serikat merupakan salah satu dari 
sejumlah negara mitra yang menjadi 

tuan rumah pelatihan personel 
Angkatan Bersenjata Singapura. 

THOMAS ALVAREZ/GARDA NASIONAL ANGKATAN DARAT IDAHO
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mengikuti wajib militer dan menggembleng mereka 
menjadi unit tempur yang mumpuni dalam dua tahun. 
Setelah kewajiban wajib militer mereka selesai, semua 
tentara nasional atau cadangan kami kembali setiap 
tahun selama 10 tahun, yang setiap kali memerlukan 
waktu hingga dua minggu, dan ini diwajibkan oleh 
hukum. Secara keseluruhan, kami melatih lebih dari 
100.000 Prajurit setiap tahun di semua tingkat pelatihan 
— dasar, kejuruan, berbasis unit, manuver, serta baku 
tembak dengan amunisi aktif. Namun, tidak seperti 
banyak negara lainnya, kami tidak dapat melakukan 
semua pelatihan ini di tanah air karena keterbatasan 
ruang. Inilah sebabnya di Angkatan Darat Singapura 
kami berpikir keras tentang cara melakukan pelatihan 
menggunakan solusi kreatif. Luas daratan Singapura 
adalah 725 kilometer persegi... [dan] merupakan rumah 
bagi sekitar 6 juta penduduk. Kami mencurahkan lebih 
dari 10% sumber daya lahan kami yang langka untuk 
pertahanan. Ini merupakan investasi signifikan karena 
ruang tersebut dapat dimanfaatkan untuk permintaan 
kompetitif, seperti universitas atau pusat industri baru.

Kendala ini telah mendorong Angkatan Darat 
Singapura untuk menguatkan strategi pelatihan dengan 
tiga cara. Pertama, memaksimalkan ruang pelatihan 
lokal kami. Kedua, mencari dukungan untuk pelatihan 
di luar negeri dan, ketiga, merancang ulang teknologi 
simulasi. 

Pertama, untuk memaksimalkan ruang pelatihan 
lokal kami, kami saat ini membangun SAFTI City di 
Singapura. SAFTI adalah singkatan dari Singapore 
Armed Forces Training Institute. Ini adalah fasilitas 
operasi perkotaan canggih yang akan meniru tingkat 
urbanisasi padat yang akan menjadi ciri medan perang 
kami di masa depan. Tahap pertama proyek ini akan siap 
pada tahun 2025. Dengan luas 88 hektare, yang setara 
dengan sekitar 100 lapangan sepak bola, SAFTI City 
terdiri dari dua sektor. Sektor pertama meniru kawasan 
industri Singapura untuk memungkinkan pelatihan 
operasi pertahanan pulau. Fitur utamanya meliputi 
terminal feri, gudang, dan pabrik petrokimia. Sektor 

kedua terdiri atas 69 bangunan untuk meniru lanskap 
jalanan dan lanskap khas pusat kota. Fitur utama di 
sektor ini akan mencakup pusat transportasi terintegrasi 
dengan mockup kereta bawah tanah dengan beberapa 
pintu keluar permukaan, gedung tinggi yang saling 
terhubung, klaster gedung yang padat, dan beberapa 
jaringan jalan masuk/keluar.

RAGAM OPSI 
SAFTI City bukan sekadar proyek infrastruktur. Kami 
berusaha memanfaatkan analisis data dan instrumentasi 
medan perang mutakhir untuk menjadikan pelatihan 
serta pembelajaran lebih cerdas, efektif, dan efisien. 
Kami juga akan mengembangkan dan mengadopsi 
teknologi pintar untuk menciptakan lingkungan 
yang realistis dan menantang untuk pelatihan. Sistem 
penargetan pintar dan interaktif yang merespons 
dan menggeser posisi sesuai dengan arah datangnya 
tembakan akan membantu menciptakan realisme 
pelatihan daripada menggunakan target boneka yang 
ada. Fasilitas ini juga akan dilengkapi sepenuhnya 
dengan sensor dan video untuk pelacakan dan 
pemantauan individu secara waktu nyata. Data 
yang dikumpulkan kemudian akan dianalisis untuk 
meningkatkan pembelajaran melalui loop umpan 
balik berbasis bukti. Selain itu, karena Angkatan Darat 
Singapura bergerak menuju motorisasi yang lebih 
besar, kami akan memasang tiga sirkuit pertempuran 
terinstalasi, atau IBAC, dengan pemasangan pertama 
dijadwalkan selesai pada tahun 2023. Ketiga sirkuit 
ini bisa dibilang sebagai arena pelatihan kami, 
mengoptimalkan sedikitnya ruang untuk menghasilkan 
efek dan skenario utama yang akan membuat unit kecil 
siap bertempur dalam waktu sesingkat mungkin, dan 
memungkinkan Prajurit kami untuk berlatih dengan 
realisme lebih besar melalui penggunaan teknologi 
seperti target bergerak 3D, simulasi medan perang, 
dan avatar interaktif. IBAC ini berlokasi strategis untuk 
melengkapi penggunaan SAFTI City secara bersamaan, 
sehingga memungkinkan keberlanjutan pelatihan dari 
medan konvensional ke medan perkotaan.

Contoh lain dari penggunaan waktu pelatihan yang 
efektif dan efisien adalah melalui pengembangan multi-
mission range complex (MMRC), yang diselesaikan 
lebih dari 10 tahun yang lalu. MMRC berlokasi di 
tempat yang dulunya adalah satu lapangan tembak 
luar ruangan dengan amunisi aktif seluas 100 meter. 
Sekarang, tempat ini menjadi lapangan tembak dalam 
ruangan dengan amunisi aktif setinggi tiga lantai yang 
menyediakan total tujuh lapangan dengan campuran 
lapangan multitingkat satu dan dua tingkat. Lapangan 
tembak ini juga mampu memberikan jarak tembak dari 
50 meter hingga 1 kilometer, yang diwujudkan oleh 
sistem penargetan canggih yang dikembangkan di dalam 
negeri. Efisiensi pelatihan kami telah meningkat pesat 
dengan menyediakan latihan menembak realistis siang, 
malam, dan tahan di segala cuaca kepada Angkatan 

Pasukan Pertahanan Australia menyediakan akses kepada 
Angkatan Darat Singapura ke Area Pelatihan Shoalwater Bay 
di Queensland, area yang luasnya sekitar enam kali lebih besar 
dari Singapura.  KOPRAL MICHAEL SHARP/ANGKATAN DARAT A.S.
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Darat. Sebagai contoh, sekitar 900 Prajurit kini dapat 
menyelesaikan paket uji kemampuan menembak dalam 
sehari, dibandingkan dengan penyelesaian uji tembak 
selama dua atau tiga hari di lapangan tembak luar 
ruangan sebelumnya. Ini secara efektif menggantikan 
tujuh lapangan tembak fisik luar ruangan.

Dorongan kedua dari strategi kami adalah mencari 
dukungan untuk pelatihan di luar negeri. Seperti yang 
dapat Anda lihat dari ukuran Singapura yang terbatas, 
memanfaatkan lahan pelatihan di luar negeri adalah 
aspek penting dari strategi ruang pelatihan kami. Ada 
pelatihan penting di luar negeri yang tidak mungkin 
kami lakukan di Singapura karena keterbatasan ruang: 
misalnya, pelatihan terintegrasi udara-darat di Amerika 
Serikat dan Australia, pelatihan persenjataan dengan 
amunisi aktif di Jerman dan India, serta penembakan 
sistem senjata jarak jauh dengan amunisi aktif di 
Thailand dan Selandia Baru. Saat ini, kami melakukan 
pelatihan unilateral di tujuh negara dan di 10 zona 
waktu di bawah naungan masing-masing negara tuan 
rumah. Dan kami juga mengambil kesempatan untuk 
melakukan pelatihan manuver persenjataan bersama jika 
memungkinkan dan latihan menembak dengan amunisi 
aktif di hampir semua negara tempat kami berlatih. 
Singkatnya, kami melakukan apa yang tidak dapat 
kami lakukan di negara sendiri. Menyadari pentingnya 
pelatihan persenjataan bersama dan pelatihan gabungan 
bagi kemampuan tempur Angkatan Darat kami, saat 
ini kami berencana untuk memperluas Area Pelatihan 
Shoalwater Bay di Queensland, Australia, berkat 
dukungan Letnan Jenderal Rick Burr [kepala Angkatan 

Darat Australia] dan pemerintah Australia. Pelatihan 
ini akan memberi kami tiga kali lipat jumlah akses dan 
area pelatihan yang ukurannya 10 kali dari luas wilayah 
Singapura.

Singapura sangat mengapresiasi mitra kami karena 
mengizinkan Angkatan Bersenjata Singapura (Singapore 
Armed Forces - SAF) mengakses area pelatihan di 
luar negeri, baik secara unilateral maupun bilateral. 
Misalnya, Latihan Forging Sabre di A.S. memungkinkan 
kami untuk melakukan latihan tingkat gabungan 
yang lebih besar dan realistis serta Latihan Trident 
memungkinkan kami untuk melakukan latihan trimatra 
dengan Angkatan Darat Australia. Berbagai latihan ini 
memperluas pengalaman kami sebagai Tentara kecil dan 
memastikan kami dapat membangun interoperabilitas 
dengan mitra kami.

MENYIMULASIKAN KESUKSESAN 
Dorongan ketiga adalah teknologi simulasi. Teknologi 
dan pelatihan simulasi sangat strategis bagi Angkatan 
Darat Singapura. Ini memungkinkan kami untuk 
melakukan banyak hal dengan lebih baik dengan 
mencakup spektrum kebutuhan pelatihan kami dengan 
biaya, waktu, dan permintaan lahan yang lebih rendah, 
sehingga memenuhi peningkatan persyaratan pelatihan 
kami secara lebih berkelanjutan. Pada saat yang sama, 
simulasi juga memungkinkan kami menerapkan 
berbagai skenario operasional lintas layanan serta 
persenjataan bersama secara aman dan progresif. 
Ini juga memungkinkan eksperimen zona abu-abu 
dan konsep perang multiranah baru. Simulator juga 

Prajurit Angkatan Darat Singapura mempertahankan posisi 
mereka selama latihan tembak langsung dengan Angkatan 
Darat A.S. sebagai bagian dari Latihan Tiger Balm bilateral 
di Hawaii.  SERSAN SATU ARMANDO R. LIMON/ANGKATAN DARAT A.S.
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memberikan perlindungan terhadap ketidakpastian, 
yang menjadikan sistem pelatihan kami lebih tangguh 
terhadap gangguan global, seperti yang baru-baru 
ini kami alami dengan pandemi COVID. Ikatan 
konsep peperangan berikutnya akan didukung oleh 
integrasi aset dan efek multiranah, dan semakin kita 
dapat melakukannya dalam pelatihan masa damai, 
semakin baik kita dapat mengeksekusinya ketika 
saatnya tiba. Aturan pelatihan simulasi berdasarkan 
jenis yang sebelumnya dilakukan dan pelaksanaan 
pelatihan langsung berbasis tugas tidak akan cukup 
baik untuk ikatan berikutnya. Untuk melakukannya, 
kami akan mengembangkan lingkungan simulasi 
umum untuk menyediakan ruang pertempuran yang 
selaras dengan arsitektur simulasi dan standar data 
yang telah ditentukan sebelumnya untuk memastikan 
interoperabilitas di seluruh sistem pelatihan yang 
sudah ada dan yang baru. Secara potensial, ini berarti 
satu pelatihan tim tempur pada simulator virtual di 
satu bagian Singapura dan satu pelatihan perusahaan 
bermotor di SAFTI City ketika selesai, semuanya 
terhubung dengan penembakan langsung udara-darat 
yang terjadi di Shoalwater Bay, Australia, pada waktu 
nyata dan semuanya dipantau di pusat kendali latihan 
di Singapura.

Ini adalah visi yang sedang berusaha kami capai. 
Namun demikian, hal yang menjadikan simulasi 
benar-benar revolusioner dalam ikatan berikutnya 
adalah munculnya data, big data, dan teknologi 
cloud. Untuk pertama kalinya, kini kami dapat 

mengumpulkan, mengatur, dan memanfaatkan data 
pelatihan yang kaya dalam skala industri dan dalam 
waktu nyata untuk memberikan penilaian terperinci 
dan umpan balik khusus, serta melacak kemajuan 
pembelajaran dari waktu ke waktu. Analogi saya 
adalah setiap Prajurit pada masa depan akan memiliki 
kartu skor karier digital — seperti halnya atlet dalam 
tim olahraga — berisi hasil keterampilan menembak 
dan kompetensi kejuruannya sejak saat pendaftaran 
mereka hingga saat mereka pensiun. Ini akan 
mengubah cara kita melatih dan melibatkan Prajurit 
kita. Pikirkan tentang penggunaan pendekatan 
pelatihan terdiferensiasi serta pelatihan yang dapat 
disesuaikan bagi Prajurit dan unit kami. Saat ini 
Prajurit dapat menerima wawasan kuantitatif tentang 
kekuatan dan kelemahan mereka, dan pendekatan 
berbasis bukti ini juga dapat digunakan oleh pelatih 
kami untuk merancang pelatihan tertarget. Selain 
itu, terdapat pula unsur manusia untuk hal ini. 
Para Prajurit kami saat ini lebih terbiasa dengan 
pelatihan dan pembelajaran digital dan khusus dari 
sistem pendidikan dan tempat kerja mereka di luar 
bidang militer, serta aplikasi komersial dan game. 
Generasi simulator berikutnya harus menggabungkan 
desain yang digamifikasi dan intuitif untuk 
melibatkan Prajurit kami serta memberikan motivasi 
pelatihan untuk penguasaan keterampilan. Ini akan 
memungkinkan kita untuk melatih dengan lebih 
cerdas dan memotivasi generasi baru Prajurit dengan 
meningkatkan pengalaman pelatihan mereka.

FASILITAS INOVATIF
KEMENTERIAN PERTAHANAN SINGAPURA

Singapore Armed Forces Training Institute, yang dikenal sebagai 
SAFTI City, akan menggabungkan teknologi cerdas, struktur yang 
dapat dikonfigurasi, analisis data, dan fitur generasi berikutnya 
untuk membuat simulasi medan pertempuran perkotaan untuk 
pelatihan tingkat brigade. Proyek seluas 88 hektare yang 
rencananya mulai dibuka pada tahun 2025 ini akan meniru model 
pemukiman bertingkat tinggi, bangunan industri, dan pusat 
transportasi dengan kereta bawah tanah dan jalan.
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MEMBERDAYAKAN TRANSFORMASI 
Singkatnya, kami membayangkan bahwa penggunaan 
simulasi akan memberdayakan dan mengubah cara 
Angkatan Darat kami menjalankan pelatihan pada 
generasi berikutnya. Dengan pelatihan yang lebih 
efektif, menarik, dan efisien, kami akan berada di 
posisi strategis untuk meningkatkan, melatih, dan 
mempertahankan Angkatan Darat negara kami dengan 
waktu pelatihan terbatas dan dalam keterbatasan lahan 
Singapura. Pelatihan unilateral hanyalah satu komponen 
dari keseluruhan portofolio kami. Kesempatan 
untuk berlatih dengan tentara lain sama pentingnya, 
atau justru, jauh lebih penting. Ini memungkinkan 
tentara untuk belajar dari satu sama lain, memupuk 
persahabatan, membangun rasa saling percaya, dan 
meningkatkan interoperabilitas kita. Latihan seperti 
itu pada tahun awal Angkatan Darat Singapura 
memungkinkan kami untuk belajar, mengukur, dan 
bersikap profesional lebih awal dan dengan cepat. SAF 
mampu memperkuat hubungan kami dengan mitra 
regional melalui latihan bilateral dan multilateral, 
di antaranya seperti Tiger Balm dengan Angkatan 
Darat A.S., Semangat Bersatu dengan Angkatan Darat 
Malaysia, Maju Bersama dengan Angkatan Darat 
Brunei, dan latihan Kocha Singa dengan Angkatan 
Darat Thailand. Sepanjang perjalanan karier saya, saya 
telah terlibat dalam rangkaian pelatihan ini dan telah 
mendapatkan banyak wawasan secara profesional dan, 
tentu saja, pada tingkat pribadi juga.

Interaksi ini menekankan hubungan pertahanan 

bilateral yang erat dan 
bertahan lama, dan 
kami berharap dapat 
sepenuhnya melanjutkan 
peluang pelatihan ini. 
Dan, mungkin tidak 
lama lagi, kami berharap 
dapat berlatih bersama 

di SAFTI City pada masa mendatang atau di IBAC. 
Dengan lingkungan simulasi yang umum, terdapat 
potensi besar bagi kita semua untuk memikirkan 
kembali desain latihan untuk latihan bilateral dan 
multilateral pada masa mendatang. Inovasi pelatihan 
akan terus menjadi prioritas strategis bagi Angkatan 
Darat Singapura di lahan Singapura yang terbatas. 
Kami tidak akan berhenti berusaha memaksimalkan, 
memperkuat, dan mengkreasikan kembali desain 
fasilitas pelatihan kami. Ini akan dilengkapi dengan 
strategi pelatihan luar negeri kami, serta rencana induk 
simulasi kami. Kami juga akan terus berpartisipasi 
dalam latihan bilateral dan multilateral dan 
memanfaatkan berbagai platform ini untuk memperkuat 
rasa saling percaya dan meningkatkan interoperabilitas. 
Saya harap kami akan terus belajar dan bekerja sama 
dengan Anda semua dalam perjalanan ini ke depan.  o

Brigadir Jenderal Frederick Choo, kepala staf Angkatan Darat Singapura, menyampaikan 
pidato utama ini pada Simposium & Eksposisi Land Forces Pacific di Honolulu, Hawaii, 
pada Mei 2022. Artikel ini telah diedit agar sesuai dengan format FORUM.

Prajurit Angkatan Darat 
Singapura mengoordinasikan 

operasi selama latihan tembak 
langsung dengan Angkatan 

Darat A.S. sebagai bagian dari 
Latihan Tiger Balm di Schofield 

Barracks, Hawaii.
SERSAN SATU ARMANDO R. LIMON/ 

ANGKATAN DARAT A.S.



Kapal berlayar dalam formasi di lepas pantai Hawaii selama latihan multinasional Rim of the Pacific pada tahun 2020. 
SERSAN DUA DAN BARD/ANGKATAN LAUT KANADA

K O N V E R G E N S I

KEAMANAN
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epentingan keamanan bersama diselaraskan di 
Indo-Pasifik guna membentuk kapasitas keamanan 
bersama yang terus berkembang.

Kendati kawasan ini belum siap menggelar 
serangkaian kesepakatan atau perjanjian rumit 
yang mengikat sejumlah negara dalam komitmen 

pertahanan, beberapa negara berkoalisi seputar ancaman 
keamanan umum untuk memperkuat ikatan secara tidak 
resmi dan meningkatkan kerja sama dan interoperabilitas 
militer, demikian ungkap analis pertahanan.

Peningkatan jumlah latihan militer multilateral 
merupakan ciri khas yang paling terlihat dari tren ini. 
Cobra Gold, yang dimulai pada tahun 1982 sebagai 
latihan bilateral antara Thailand dan Amerika Serikat, 
telah berkembang menjadi salah satu latihan multinasional 
terbesar di dunia, yang melibatkan 20 negara di seluruh 
Indo-Pasifik, termasuk Indonesia, Jepang, Malaysia, 
Singapura, dan Korea Selatan. Latihan Garuda Shield, 
yang secara tradisional merupakan latihan bilateral, 
berjalan secara multilateral pada tahun 2022 dengan 
menyertakan 12 negara bersama dengan mitra aslinya 
Indonesia dan A.S. Demikian pula, Malabar, yang mulanya 
dilakukan antara India dan A.S., kini secara berkala telah 
melibatkan Australia dan Jepang. Latihan besar Rim of the 
Pacific, yang dilakukan di dalam dan di sekitar Kepulauan 
Hawaii dan California Selatan, merupakan contoh 
gerakan multilateral pada tahun 2022 dengan 26 negara 
yang berpartisipasi: Australia, Brunei, Kanada, Cile, 
Kolombia, Denmark, Ekuador, Prancis, Jerman, India, 
Indonesia, Israel, Jepang, Malaysia, Meksiko, Belanda, 
Selandia Baru, Peru, Filipina, Singapura, Korea Selatan, 
Sri Lanka, Thailand, Tonga, Britania Raya, dan A.S.

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida membahas tren 
keamanan pada pidato utamanya di Dialog Shangri-La di 
Singapura pada Juni 2022: “Dengan melihat ke seluruh 
dunia, berbagai pihak, termasuk Australia, Uni Eropa, 
Prancis, Jerman, India, Italia, Belanda, A.S., dan Britania 
Raya, semuanya telah menetapkan visi untuk Indo-Pasifik 
dengan berbagi visi besar yang sama,” ungkapnya di forum 
tahunan yang disponsori oleh International Institute for 
Strategic Studies dan telah diadakan untuk yang ke-19 
kalinya. “Mitra yang berpandangan serupa masing-masing 
mengambil tindakan atas inisiatif mereka sendiri, bukan atas 
perintah orang lain. Ini adalah konsep Indo-Pasifik yang 

Bebas dan Terbuka, yang didasarkan pada inklusivitas.”
Lebih banyaknya kehadiran dan latihan kerja sama 

multinasional di Indo-Pasifik juga menunjukkan koalisi 
di antara berbagai negara yang mencari perdamaian dan 
stabilitas. Australia, Prancis, Jerman, Jepang, Britania 
Raya, dan A.S. berpartisipasi dalam operasi tersebut dalam 
setahun terakhir.

MEMPERLUAS BILATERALISME 
Pada inti konvergensi keamanan kolektif ini, negara-
negara Indo-Pasifik telah meningkatkan beragam 
hubungan bilateral di tingkat dasar, melakukan latihan 
militer, pelatihan, dan pertukaran lainnya. Misalnya, 
kunjungan pelabuhan perdagangan Jepang dan Singapura. 
Hubungan antara Jepang dan Korea Selatan juga kian erat. 
Pada Juni 2022, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Park 
Jin Ho bergerak untuk menormalkan kerja sama keamanan 
dengan Jepang, demikian menurut surat kabar The Korea 
Herald. Sementara itu, Australia dan Jepang memperdalam 
keterlibatan pertahanan praktis mereka dengan rencana 
yang diumumkan pada Juni 2022 untuk “meningkatkan 
kecanggihan” latihan dan aktivitas bersama mereka, 
demikian menurut kantor berita Kyodo News.

K

Menteri Pertahanan A.S. Lloyd Austin, tengah, mengadakan 
pertemuan dengan Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, 
kiri, serta Menteri Pertahanan Jepang saat itu Nobuo Kishi selama 
Dialog Shangri-La di Singapura pada Juni 2022. 
CHAD J. MCNEELEY/DEPARTEMEN PERTAHANAN A.S.

STAF FORUM

SEKUTU DAN MITRA INDO-PASIFIK BERTINDAK BERSAMA 
DEMI MENJAGA PERDAMAIAN REGIONAL
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Beberapa hari usai pertemuan di Dialog Shangri-La, 
Menteri Pertahanan Jepang saat itu Nobuo Kishi bertemu 
dengan Menteri Pertahanan Australia yang baru, Richard 
Marles, di Tokyo. “Jelas bahwa kawasan kita menghadapi 
rangkaian situasi strategis paling kompleks yang dialami 
sejak akhir Perang Dunia II, dan langkah yang diambil 
kawasan ini amatlah penting,” ungkap Richard Marles 
dalam konferensi pers bersama, demikian menurut The 
Associated Press (AP). “Hanya dengan bekerja bersama 
kita dapat menegakkan tatanan internasional berbasis 
aturan, berkontribusi pada keseimbangan kekuatan militer 
yang efektif, dan memastikan kawasan kita tetap stabil, 
damai, dan sejahtera.”

Selain membahas kekhawatiran mereka perihal invasi 
Rusia ke Ukraina, para menteri menyatakan bahwa mereka 
menentang setiap perubahan status quo sepihak di Laut 
Cina Timur dan Selatan serta tetap berkomitmen pada 
visi bersama mengenai tatanan laut internasional yang 
“bebas dan terbuka.” “Penting untuk mempererat kerja 
sama dengan mitra regional kami, terutama dengan negara 
ASEAN [Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara] dan 
Kepulauan Pasifik guna mempertahankan dan memperkuat 
Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka,” ungkap Kishi.

Kemudian pada Juni 2022, Marles bertemu dengan 
Menteri Pertahanan India Rajnath Singh di New 
Delhi untuk menggelar pertemuan menteri pertahanan 
bilateral pertama kedua negara tersebut sekaligus untuk 
memperkuat kerja sama di bidang keamanan. “Tatanan 
internasional berbasis aturan yang telah membawa 
perdamaian dan kemakmuran bagi Indo-Pasifik selama 
beberapa dekade tengah mengalami tekanan, karena 
kita menghadapi pergeseran dalam tatanan geostrategis. 
Australia siap bekerja lebih erat dengan India dalam 
mendukung Indo-Pasifik yang terbuka, inklusif, dan 
tangguh,” tegas Marles. 

Para pemimpin pertahanan India juga menggelar 
diskusi serupa bersama rekan-rekan mereka dari 
Jepang dan A.S. pada saat yang hampir bersamaan. 
Dalam setahun terakhir, para pemimpin dari Australia 
dan Indonesia, Australia dan Korea Selatan, India dan 
Korea Selatan, serta Indonesia dan Korea Selatan 
telah melakukan tindakan serupa, yang menjadi bukti 
semakin banyaknya negara Indo-Pasifik yang berupaya 
memperkuat hubungan bilateral.

Berbagai negara yang mengedepankan aspek keamanan 
juga meningkatkan keterlibatan dengan prakarsa 
pertahanan dan keamanan yang dipimpin ASEAN, 
termasuk Forum Regional ASEAN dan Pertemuan 
Menteri Pertahanan ASEAN Plus (ASEAN Defence 
Ministers’ Meeting-Plus). Pada pertengahan Juni 
2022, para menteri luar negeri dari India dan ASEAN 
mengadakan pertemuan khusus untuk memperkuat 
hubungan di tengah meningkatnya tekanan pada 
ketahanan pangan dan energi, harga, serta rantai pasokan 
yang telah diperburuk oleh invasi Rusia ke Ukraina dan 
ketegangan di antara A.S. dan Republik Rakyat Tiongkok 
(RRT), demikian menurut AP.

“India sepenuhnya mendukung ASEAN yang kuat, 
bersatu, dan makmur yang sentralitasnya di Indo-Pasifik 
diakui sepenuhnya,” ungkap Menteri Luar Negeri India 
Subrahmanyam Jaishankar. India dan ASEAN telah 
menjadi mitra dialog selama lebih dari 30 tahun. AP 
melaporkan bahwa Jaishankar mendorong peningkatan 
konektivitas darat dan laut di antara anggota ASEAN; 
prakarsa Konektivitas ASEAN-India mencakup 
peningkatan jalan raya India-Myanmar-Thailand.

Hubungan trilateral juga terbukti penting untuk 
membangun keamanan bersama. Sebagai contoh, para 
pemimpin keamanan Australia, Jepang, dan A.S. telah 
mengadakan pembicaraan setiap tahun selama lebih dari 
satu dekade, dan ketiga negara itu rutin melakukan latihan 
bersama seperti Southern Jackaroo dan Cope North. 
“Untuk stabilitas di Semenanjung Korea, A.S., Australia, 
dan Jepang memiliki sejarah yang sama tentang komitmen 
militer aktif terhadap Korea Selatan — seperti tahun lalu, 
Australia mengerahkan penjagaan perdamaian ke Komando 
Perserikatan Bangsa-Bangsa di Zona Demiliterisasi. 
Konfrontasi militer apa pun di semenanjung itu akan 
langsung membangkitkan pasukan A.S., Jepang, dan 
Australia dan menyebabkan konsekuensi langsung bagi 
negara-negara tersebut,” tulis Hayley Channer, seorang 
peneliti kebijakan senior di Perth USAsia Centre, kelompok 
cendekiawan urusan luar negeri independen yang berbasis di 
Australia, di majalah online The Diplomat pada Juni 2022.

Prakarsa trilateral untuk membina hubungan di luar 
Indo-Pasifik juga terwujud, seperti pembentukan AUKUS 
baru-baru ini, yaitu aliansi keamanan di antara Australia, 
Britania Raya, dan A.S.

VISI BERSAMA 
Tindakan bersama juga mendukung Strategi Indo-Pasifik 
A.S. yang diperbarui, yang diungkapkan pada Februari 

Seorang Prajurit Angkatan Darat Thailand minum dari pohon 
anggur untuk menunjukkan teknik bertahan hidup di 
hutan selama Cobra Gold di Thailand pada Februari 2022. 
SERSAN SATU JOHN R. REED/ANGKATAN DARAT A.S.



2022 oleh Presiden A.S. Joe Biden. Dalam strategi ini, 
A.S. akan memanfaatkan kapasitas kolektif negara-negara 
regional dan lima mitra perjanjiannya melalui berbagai 
hubungan serta organisasi formal dan informal untuk 
membangun kapasitas kolektif. Dr. Joshy M. Paul, peneliti 
di Centre for Air Power Studies di New Delhi, menulis 
dalam sebuah esai di situs web kelompok cendekiawan 
tersebut. “Alih-alih mengandalkan kemampuan material 
tunggal A.S. untuk memastikan Indo-Pasifik yang bebas 
dan terbuka, ia mencari kemampuan material negara-
negara regional untuk berkontribusi pada keamanan 
regional. Ini juga menunjukkan bahwa ini bukan visi 
sepihak A.S. yang diberlakukan pada negara-negara 
regional, melainkan A.S. mementingkan pilihan bagi 
negara-negara regional seperti otonomi strategis India, 
prioritas ekonomi Jepang atas keamanan, sentralitas 
ASEAN dalam multilateralisme Asia, serta tindakan 
penyeimbangan Australia antara A.S. dan Tiongkok.”

Untuk meningkatkan keamanan regional, A.S. juga 
memperdalam keterlibatannya dengan Negara-Negara 
Kepulauan Pasifik (PIC), demikian menurut Kurt 
Campbell, wakil asisten presiden dan koordinator urusan 
Indo-Pasifik di Dewan Keamanan Nasional. “Kami tidak 
menerima ikatan ini begitu saja,” ungkapnya kepada 
peserta di acara Center for Strategic and International 
Studies (CSIS) Pacific Partners Initiative pada Juni 

2022 di Washington, D.C. “Melindungi kedaulatan juga 
penting bagi kami. Kedaulatan sangat sentral saat kita 
melihat Pasifik secara keseluruhan. Setiap prakarsa yang 
membahayakan atau mempertanyakan kedaulatan itu, 
saya rasa akan meresahkan,” ungkap Campbell, menurut 
transkrip acara itu, yang berjudul “Building a Blue Pacific 
Agenda for the 21st Century (Membangun Agenda Pasifik 
Biru untuk Abad ke-21).”

“Mantra kami adalah, tidak ada Pasifik tanpa Pasifik. 
Kami tidak akan mengambil keputusan atau keterlibatan 
tanpa kemungkinan keterlibatan terdekat dengan mitra 
Pasifik,” ujarnya. “Kami akan melakukan ini dengan 

Kapal kontainer berlabuh di pelabuhan Tokyo.  THE ASSOCIATED PRESS

Perdana Menteri India Narendra Modi, kiri, bertemu dengan Perdana 
Menteri Jepang Fumio Kishida di Tokyo pada Mei 2022.  REUTERS



40 IPD FORUMFORUM

cara yang paling terbuka dan transparan. Dan fokus 
kami, sekali lagi, adalah menangani masalah di tempat 
penduduk Kepulauan Pasifik tinggal, mencoba mengatasi 
masalah-masalah utama tersebut — dari COVID hingga 
pemulihan, peningkatan pariwisata, perdagangan, dari 
seluruh kelompok — yang diyakini akan terwujud pada 
abad ke-21.”

“Warga Pasifik dan pemerintah mereka akan menerima 
kemitraan berkelanjutan dengan A.S. yang berada di sana 
untuk jangka panjang,” ungkap duta besar Fiji untuk 
P.B.B., Satyendra Prasad, kepada peserta acara, yang 
menyerukan “hubungan yang sangat meningkat dan lebih 
luas antara A.S. dan Pasifik. Dan akan ada prediktabilitas 
yang luar biasa di seluruh area yang terlibat dengan kami.”

Fatumanava-o-Upolu III Pa’olelei Luteru, duta besar 
Samoa untuk P.B.B., menganjurkan selama acara CSIS 
agar A.S. membantu negara-negara pulau mengakses 
pembiayaan konsesional dan mendorong pengembangan 
perjanjian A.S. dengan PIC mengenai penangkapan tuna.

Australia, Jepang, Selandia Baru, dan Britania Raya 
juga menyampaikan maksud untuk memperkuat ikatan 
dengan PIC pada tahun 2022 di tengah dorongan 
RRT untuk meningkatkan hubungan ekonomi, militer, 
dan kepolisiannya dengan kawasan itu, demikian yang 
dilaporkan Reuters. 

Tanpa menyebutkan RRT, Luteru mencatat bahwa 
“dalam konteks negara-negara Pasifik, kami sepenuhnya 
menyadari apa yang akan kami hadapi.”

Pada akhir September 2022, A.S. memperkuat 
komitmennya kepada PIC dalam KTT A.S.-Kepulauan 
Pasifik pertama yang diadakan di Washington, D.C. Dalam 
acara itu, Presiden A.S. Joe Biden mengumumkan bantuan 
lebih dari 12,53 triliun rupiah (810 juta dolar A.S.) dalam 
berbagai perluasan program. A.S. telah menyediakan bantuan 
lebih dari 23,21 triliun rupiah (1,5 miliar dolar A.S.) untuk 
Kepulauan Pasifik selama beberapa dekade terakhir ini.

KERJA SAMA GLOBAL 
Negara-negara Indo-Pasifik yang berpemikiran 
serupa juga terus menyasar forum internasional untuk 
membantu melawan ancaman keamanan yang muncul. 
Misalnya, Kishida dan Presiden Korea Selatan Yoon 
Suk Yeol menghadiri KTT Pakta Pertahanan Atlantik 
Utara (NATO) di Madrid pada akhir Juni 2022, yang 
menandakan niat mereka untuk memperluas kerja sama 
dengan kelompok transatlantik itu. “Invasi Rusia [ke 
Ukraina] melanggar perdamaian dan tatanan dunia serta 
tidak akan pernah bisa ditoleransi,” ungkap Kishida 
saat mengumumkan rencana untuk menghadiri KTT, 
demikian menurut Bloomberg. Sementara itu, para 
pejabat Korea Selatan mengatakan bahwa mereka ingin 
meningkatkan pembagian informasi, latihan gabungan, 
serta kerja sama penelitian dengan NATO.

Sementara itu NATO mengatakan bahwa 
meningkatkan hubungannya dengan Australia, Jepang, 
Selandia Baru, dan Korea Selatan menjadi prioritas 
mereka, sekaligus meningkatkan kerja sama dengan mitra 
Indo-Pasifik tentang dunia maya, teknologi, dan keamanan 
maritim, di antara tantangan lainnya, demikian menurut 
siaran berita NATO pada Juni 2022. “Dalam lingkungan 
yang kompleks seperti sekarang, hubungan dengan mitra 
yang berpandangan serupa di seluruh dunia semakin 
penting untuk mengatasi masalah keamanan lintas sektor 
dan tantangan global, serta mempertahankan tatanan 
internasional berbasis aturan,” ungkap siaran tersebut.

“Keamanan Eropa dan Asia saling terkait dengan erat, 
terutama pada saat ini dengan masyarakat internasional 
yang menghadapi tantangan serius,” ungkap Kishi, 
menteri pertahanan Jepang saat itu.

KEAMANAN EKONOMI 
Peningkatan hubungan keamanan yang semakin terjalin 
pada dunia ekonomi. Perdana Menteri Singapura Lee 
Hsien Loong mendorong kolaborasi yang lebih inklusif 
dalam keamanan dan ekonomi untuk menanggulangi 
risiko permusuhan dengan memberi negara-negara posisi 
terhadap kesuksesan ekonomi masing-masing pada pidato 
utamanya di Konferensi Internasional tentang Masa 
Depan Asia ke-27 pada akhir Mei 2022 di Tokyo.

“Keamanan bukan hanya (tentang) negara individu, 
sebab masing-masing dari mereka akan melakukan hal 
yang kami coba upayakan untuk mengamankan diri,” 
ungkapnya menurut surat kabar The Straits Times. 
“Secara bersama-sama, mungkin kita semua saling 
mengancam keamanan satu sama lain, dan mungkin 
akhirnya akan lebih buruk bagi kita semua. Jadi, kita juga 
harus bekerja bersama dengan negara-negara lain untuk 
mengamankan keamanan secara kolektif.”

Untuk alasan ini, Singapura berpartisipasi dalam 
Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik (IPEF) A.S., 
yang diselenggarakan pada Mei 2022, dan prakarsa 
pembangunan RRT seperti Satu Sabuk, Satu Jalan 
(OBOR), jelas Lee. IPEF akan membantu peserta 
memperkuat hubungan serta terlibat dalam persoalan 

Presiden A.S. Joe Biden, tengah, menjadi tuan rumah, dari kiri, 
Presiden Negara Federasi Mikronesia David Panuelo, Perdana 
Menteri Fiji saat itu Frank Bainimarama, Perdana Menteri 
Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare, Perdana Menteri Papua 
Nugini James Marape, dan pemimpin lainnya di KTT A.S.- Negara 
Kepulauan Pasifik pertama yang diadakan di Gedung Putih di 
Washington, D.C., pada 29 September 2022.  REUTERS
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ekonomi dan perdagangan yang penting bagi kawasan 
tersebut. “Saya tidak melihat bahwa keduanya saling 
lepas dan tidak berkaitan atau hanya karena satu pihak 
memperdalam kerja samanya, berarti itu buruk bagi pihak 
lain,” ungkap Lee kepada wartawan.

Banyak negara terus mencoba meminimalkan risiko 
dengan skema infrastruktur RRT, terlepas dari kejatuhan 
keuangan dan keamanan yang jelas dalam proyek OBOR 
di seluruh dunia. Akan tetapi, lainnya menindaklanjuti 
pelajaran yang dipetik dari negara-negara yang menyerah 
pada praktik peminjaman predator RRT serta negara-
negara lain yang rentan secara ekonomi selama pandemi 
COVID-19. Sekutu dan negara-negara mitra terus 
menawarkan alternatif untuk investasi Tiongkok, yang 
sangat terkait erat dengan Partai Komunis Tiongkok. 
Pada 2019, Australia, Jepang, dan A.S. meluncurkan 
Blue Dot Network untuk menggalakkan pembangunan 
infrastruktur. Dengan berkolaborasi bersama berbagai 
negara seperti India, jaringan ini menggalakkan proyek 
berkelanjutan, termasuk melalui Blue Dot Marketplace 
yang direncanakan untuk membantu negara-negara dalam 
menciptakan infrastruktur dengan mempertimbangkan 
ketahanan pangan, kesehatan, dan bencana alam. Dialog 
Keamanan Kuadrilateral, atau Quad, juga berfokus untuk 
memastikan kemakmuran di seluruh kawasan Indo-Pasifik 
dengan memajukan kerja sama di berbagai bidang, mulai 
dari mengembangkan teknologi dan materi penting 
hingga membangun rantai pasokan yang andal dan 
tanggapan keamanan siber.

Kerja sama rantai pasokan telah menjadi fokus 
kegiatan keamanan bersama di antara negara-negara 
yang berpikiran serupa. “Stabilitas dan ketahanan rantai 
pasokan tidak dapat dicapai oleh satu negara seorang 
diri,” ungkap Wang Yunjong, sekretaris presiden untuk 
keamanan ekonomi Korea Selatan, dalam pidato utamanya 
pada Forum Strategis Republik Korea-A.S. tahunan 
ketujuh pada awal Juni 2022, yang disponsori oleh CSIS. 
“Selain melakukan reshoring, yang memindahkan fasilitas 
produksi luar negeri ke dalam negeri, friend-shoring, yang 
memperkuat kerja sama dalam penawaran dan permintaan 
atas bahan dan teknologi strategis di antara negara-
negara yang berpikiran sama, menjadi semakin penting,” 
ungkap Yunjong. “Kuncinya adalah kepercayaan. Kita 
dapat meningkatkan keamanan rantai pasokan dengan 
menggalakkan rasa saling percaya.”

KERJA SAMA YANG NYAMAN 
Di seluruh Indo-Pasifik, konvergensi keamanan yang 
sebagian besar tidak terkodifikasi ini bergerak pada 
kecepatan yang nyaman bagi negara-negara yang 
berpartisipasi, mengingat konvergensi itu dibangun 
berlandaskan nilai-nilai bersama, demikian ungkap para 
analis. Sementara itu, perjanjian pertahanan bersama 
kawasan yang sudah ada memberikan kerangka untuk 
bergerak maju. Struktur keseluruhan matriks kerja sama 
keamanan yang muncul bersifat fleksibel dan kemungkinan 
akan tetap demikian untuk saat ini, demikian ungkap para 

analis. Gerakan ini kemungkinan tidak akan mengkristal 
menjadi organisasi sejenis P.B.B. dalam waktu dekat di 
Indo-Pasifik, meskipun beberapa pembuat kebijakan 
telah menganjurkan untuk menciptakan badan keamanan 
kolektif formal di kawasan itu.

Pada tahun 1954, Australia, Prancis, Selandia Baru, 
Pakistan, Filipina, Thailand, Britania Raya, dan A.S. 
membentuk Organisasi Perjanjian Asia Tenggara (SEATO), 
terutama untuk menghentikan penyebaran komunisme di 
kawasan tersebut, demikian menurut Departemen Luar 
Negeri A.S. Akan tetapi, tidak seperti NATO, SEATO 
memiliki kemampuan terbatas untuk mengumpulkan 
tindakan keamanan kolektif.  Organisasi itu juga tidak 
memiliki mekanisme untuk mendapatkan intelijen atau 
mengerahkan pasukan militer, dan secara resmi dibubarkan 
pada tahun 1977, dua tahun setelah Perang Vietnam 
berakhir, demikian menurut Departemen Luar Negeri A.S.

Saat ini, negara-negara di Indo-Pasifik sedang 
membuat langkah pertahanan yang selaras dengan 
kepentingan nasional individu mereka, sekaligus dengan 
kepentingan mereka secara kolektif untuk melawan 
tantangan dan ancaman keamanan bersama. Konvergensi 
keamanan yang dihasilkan merupakan perubahan positif 
dalam prospek kemakmuran dan stabilitas regional, 
demikian ungkap para analis.

Negara-negara ini harus terus mempertimbangkan 
kualitas hubungan keamanan dan pertahanan mereka 
serta manfaat yang dibawa oleh rencana tersebut, tidak 
hanya dalam hal stabilitas regional, melainkan juga dalam 
berbagai ranah, mulai dari berbagi informasi dan teknologi 
hingga melindungi hak asasi manusia dan kebebasan. 
Refleksi dan perhitungan strategis tersebut sesuai dengan 
definisi kedaulatan yang dihormati sepanjang masa. Dan hal 
inilah yang diinginkan oleh negara-negara yang berpikiran 
sama untuk dijadikan landasan dalam membangun Indo-
Pasifik yang Bebas dan Terbuka.  o

Fregat Bayern Angkatan Laut Jerman berlabuh di Tokyo setelah 
latihan dengan kapal perusak Pasukan Bela Diri Maritim Jepang 
Samidare di Samudra Pasifik pada November 2021. Pada Agustus 
2021, Bayern bergabung dengan operasi kebebasan navigasi di Laut 
Cina Selatan.  THE ASSOCIATED PRESS
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K
etika Rusia menggencarkan invasi terhadap Ukraina 
pada Februari 2022, internet di Republik Rakyat 
Tiongkok (RRT) menggaungkan sikap hati-hati 
pemerintah Tiongkok dengan menolak untuk 

menggambarkan serangan militer Moskow di Eropa 
sebagai serangan yang timbul tanpa provokasi. Sensor 
yang ditugaskan oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) 
yang berkuasa pun menunjukkan kewaspadaan serupa 
pada awal tahun 2022, dengan membentengi pertukaran 
online selama pembatasan wilayah COVID-19, termasuk 
informasi tentang cara penduduk dengan akses terbatas 
dapat memperoleh pasokan makanan dan obat-obatan. 
Kendati beberapa postingan online menggagalkan 
pengawasan pemerintah, penindakan tegas tersebut 
sebagian besar berhasil.

Internet di RRT tidak bersifat terbuka atau bebas. 
Postingan yang mengkritik tindakan pemerintah 
tiba-tiba lenyap, akun pelanggan ditangguhkan 
atau ditutup, dan propaganda yang memihak sudut 
pandang negara pun kian merajalela. Secara eksternal, 
pemerintah Tiongkok menggunakan ancaman dan 
janji palsu untuk memengaruhi opini, meminta 
negara-negara lain untuk meneruskan strateginya, dan 
menerima peretas yang mencuri teknologi militer dan 
kekayaan intelektual.

Rezim otoriter seperti di RRT, Rusia, dan Korea Utara 
biasanya menyebut kedaulatan siber sebagai pembenaran 
atas pengawasan dan tindakan online mereka. Mereka 
bersikukuh bahwa kedaulatan juga berlaku di ruang siber 
layaknya batas-batas fisik negara.

Siasat yang dipilih negara-negara tersebut dalam 
mengelola sumber daya siber mereka begitu kompleks dan 
terkadang sedikit licik.

Namun demikian, ada pendekatan lain yang dilakukan 
oleh sekutu dan mitra di kawasan Indo-Pasifik yang 
diwujudkan dalam Deklarasi untuk Masa Depan Internet 
(Declaration for the Future of the Internet) dan inisiatif 
multilateral lainnya. Deklarasi tersebut (lihat Halaman 44), 
yang disepakati pada April 2022 oleh 61 negara, wilayah, 
dan organisasi multinasional, menyerukan internet yang 
terbuka, bebas, dan global.

Pihak yang menyepakati deklarasi pun tidak 
mengabaikan aksi para pelaku kejahatan. Jepang, misalnya, 
telah membentuk Komando Pertahanan Siber dan 
berencana “memperkuat kemampuan pertahanan siber 
secara drastis,” demikian disebutkan dalam dokumen 
Kementerian Pertahanan yang dirilis pada Juli 2022. 
Dengan memperkuat unit pertahanan siber khusus, 
berpartisipasi dalam latihan praktis dan menjalankan 
pelatihan, Jepang berencana untuk “melakukan persiapan 
penuh untuk menghadapi perang modern, termasuk 
perang informasi dan perang siber,” ungkap pernyataan 
dalam dokumen tersebut. 

Akan tetapi, pendukung deklarasi sebagian besar 
menyebarkan janji awal internet. “Di sini, di Selandia Baru, 
kami begitu memercayai internet sebagai kekuatan untuk 
kebaikan,” ungkap Paul Ash, perwakilan khusus perdana 
menteri untuk urusan siber dan digital, pada peluncuran 
deklarasi tersebut. “Prinsip-prinsip yang diuraikan dalam 
deklarasi ini begitu penting bagi kami.”

Para penerbang 
Angkatan Udara 
Australia (Royal 
Australian Air Force 
- RAAF) membahas 
simulasi lingkungan 
siber di Pusat 
Pertempuran Udara 
RAAF di Edinburgh.
KOPTU BRENTON KWATERSKI/
DEPARTEMEN PERTAHANAN 
AUSTRALIA
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Mengelola Batasan
Kendati sebagian besar warga Australia telah memahami 
aspek kedaulatan wilayah, kedaulatan digital adalah 
persoalan lain, ungkap Marcus Thompson, pensiunan 
perwira Angkatan Darat Australia yang menjabat 
sebagai kepala perang informasi pertama untuk Pasukan 
Pertahanan Australia.

Meskipun konsepnya sulit digambarkan, kedaulatan 
digital menarik banyak minat, tulis Thompson dalam artikel 
untuk Australian Strategic Policy Institute. “Peningkatan 
ketegangan dengan Tiongkok, meluapnya aliran berita 
palsu, semakin maraknya penyebutan serangan siber oleh 
aktor negara terkemuka, dan pengumuman publik tentang 
spionase asing telah menjadikan kedaulatan perhatian 
terbesar bagi warga Australia,” tulisnya. “Kita berada di era 
mata-mata siber dan prajurit siber."

Hukum internasional mendukung kedaulatan geografis, 
yaitu pemahaman bahwa setiap negara berhak untuk 
menjalankan pemerintahannya sendiri di dalam batas 

negaranya. Internet tidak memiliki batas fisik yang jelas. 
Setiap negara dapat menyusun jalannya sendiri, mulai dari 
sikap domestik yang represif dan sikap internasional agresif 
yang diambil oleh RRT dan Rusia hingga pendekatan 
yang diterapkan oleh para penanda tangan deklarasi. 
“Perdebatan seputar kedaulatan siber sering kali berkutat 
pada apakah kedaulatan dalam ranah dunia maya harus 
menjadi perpanjangan dari kedaulatan tradisional,” demikian 
menurut Pusat Ilmu Pengetahuan dan Urusan Internasional 
Harvard Kennedy School di A.S.

Semakin lama, terjadi kecenderungan untuk 
memaksakan aturan. “Di tengah merosotnya kepercayaan 
terhadap sistem internasional, bentuk proteksionisme 
yang berbeda kian berkembang dengan konsekuensi 
buruk bagi miliaran pengguna internet,” ungkap Freedom 
House, lembaga penelitian yang berbasis di Washington, 
D.C., dalam “User Privacy or Cyber Sovereignty? (Privasi 
Pengguna atau Kedaulatan Siber?).” “Otoritas di semakin 
banyak negara tengah mempertimbangkan langkah-

“Kami disatukan oleh keyakinan akan potensi teknologi digital untuk 
mendorong konektivitas, demokrasi, perdamaian, supremasi hukum, 
pembangunan berkelanjutan, dan kebebasan untuk menikmati hak asasi 
manusia dan kebebasan mendasar.”

Dengan demikian, dimulailah Deklarasi untuk Masa Depan Internet, 
yang disepakati pada April 2022 oleh 61 negara, wilayah, dan organisasi 
multinasional. Pernyataan tersebut menyerukan komitmen dari “semua 
mitra yang secara aktif mendukung masa depan Internet yang terbuka, 
bebas, global, dapat dioperasikan, andal, dan aman.”

Dokumen yang tidak mengikat tersebut “bertujuan untuk ‘mengeklaim 
kembali janji internet’ dan mengecam tren yang baru-baru ini dilakukan 
oleh pemerintah otoriter untuk menekan kebebasan berekspresi dan 
menolak hak asasi manusia dan kebebasan mendasar,” demikian menurut 
penilaian oleh Georgia Tech School of Public Policy di Amerika Serikat.

Para penanda tangan dokumen mengakui bahwa internet yang bebas 
dan terbuka menghadirkan risiko dan tantangan. Setiap negara mengatur 
data untuk mengatasi kekhawatiran penting seperti kejahatan, terorisme, 
dan ancaman keamanan nasional lainnya, baik internal maupun 
eksternal, demikian disampaikan oleh Council on Foreign Relations, 
sebuah wadah pemikir yang berbasis di A.S.

Deklarasi tersebut menolak penggunaan internet untuk menekan 
kebebasan berekspresi atau menolak hak asasi manusia lainnya seperti 

yang marak terjadi di negara-negara otoriter. Tindakan ofensif tersebut 
meliputi penyiaran informasi palsu, melakukan pengawasan terhadap 
warga, memasang firewall domestik, dan melakukan pemadaman untuk 
mencegah akses ke sudut pandang yang berbeda.

“Perilaku jahat yang disponsori atau dibenarkan oleh negara tengah 
meningkat, termasuk penyebaran disinformasi dan kejahatan siber 
seperti ransomware, yang memengaruhi keamanan dan ketahanan 
infrastruktur penting selagi menimbulkan risiko bagi aset publik dan 
swasta vital,” demikian disebutkan dalam dokumen tersebut.

Kendati deklarasi itu tidak menyebutkan Republik Rakyat Tiongkok 
atau Rusia, banyak penanda tangan telah mengkritik rezim tersebut 
karena pernyataan luas mereka mengenai kedaulatan siber dan 
penyangkalan atas praktik online ilegal.

Dalam hal ini, laporan Brookings Institution menyimpulkan, dokumen 
tersebut membingkai perpecahan global dan memberikan gambaran yang 
sama tentang negara-negara yang tidak menandatangani deklarasi dan 
juga yang menandatangani deklarasi tersebut.

Deklarasi tersebut mengutip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menyatakan bahwa "hak yang dimiliki 
orang lain secara offline juga harus dilindungi secara online, khususnya 
kebebasan berekspresi, yang berlaku tanpa memandang batas dan 
melalui media apa pun yang dipilih."

Deklarasi untuk Masa Depan Internet “merupakan kejelasan yang baik 
dari semua yang telah kita lakukan dan perlu terus dilakukan,” ungkap 
Paul Mitchell, ketua Kelompok Penasihat Multipemangku Kepentingan 
Forum Tata Kelola Internet P.B.B. "Hal terpenting yang harus dilakukan 
adalah terus terlibat ... untuk memastikan bahwa hal ini terus mendukung 
dengan cara yang positif bagi masyarakat."

Deklarasi untuk Masa 
Depan Internet
STAF FORUM

“Peningkatan ketegangan dengan Tiongkok, meluapnya aliran berita palsu, semakin maraknya 
penyebutan serangan siber oleh aktor negara terkemuka, dan pengumuman publik tentang 

spionase asing telah menjadikan kedaulatan perhatian terbesar bagi warga Australia.”
Marcus Thompson,

Mantan kepala peperangan informasi untuk Pasukan Pertahanan Australia
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langkah untuk mengendalikan aliran data masuk dan keluar 
dari perbatasan nasional mereka.”

Langkah untuk menyusun arahan tersebut, yang kerap 
kali diambil dengan maksud untuk memastikan keamanan 
dan melindungi warga negara, merupakan motivasi untuk 
deklarasi pembangunan konsensus. Faktor lainnya adalah 
meningkatnya prevalensi pengawasan, ransomware, dan 
serangan siber.

Biasanya, sikap suatu negara di internet selaras dengan 
praktik dan hukum yang diterima. Apabila kebebasan 
berbicara, privasi, dan hak asasi manusia dihargai dan 
dilindungi, penggunaan internet umumnya mencerminkan 
standar tersebut. Sebaliknya, ketika pemerintah 
mempertahankan kendali ketat atas warganya serta memiliki 
pendekatan agresif dan sering kali menutup-nutupi dari 
khalayak luar, gagasan kedaulatan siber menawarkan 
perlindungan yang nyaman. 

Komitmen oleh para penanda tangan deklarasi terhadap 
internet yang mengutamakan hak asasi manusia dan 
“terbuka, bebas, global, dapat dioperasikan, andal, dan 
aman” menghadirkan persoalan pelik. Visi idealis dari 
internet yang murni dan bermanfaat mengesampingkan 
kebutuhan yang semakin meningkat untuk memantau 
berita yang muncul secara online, baik untuk keamanan 
nasional maupun menegakkan hukum dan standar dalam 
negeri. “Peningkatan ketegangan internasional, kebangkitan 
nasionalisme, dan kegagalan untuk menghadirkan keamanan 
dan privasi telah merongrong ideologi asli ini,” ungkap 
laporan Center for Strategic and International Studies 
(CSIS), yang berjudul, “Sovereignty and the Evolution of 
Internet Ideology.”

Terlepas dari komitmen masing-masing negara terhadap 
kebebasan berinternet, pasukan militer di Indo-Pasifik dan 
di lokasi lain berusaha mengamankan sistem siber mereka 
serta memastikan mereka siap jika sewaktu-waktu konflik 
muncul.

Sementara itu, rezim otokratis, yang bermaksud 
menggalakkan inisiatif demi kepentingannya sendiri, 
memupuk hal yang dipandang oleh Freedom House sebagai 
“implikasi besar bagi masa depan kebebasan internet.”

Bahkan para pembela kebebasan berekspresi di internet 
mengakui ada lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban. 
Akan tetapi, keyakinan bersama mereka tetap teguh: 
Internet yang mudah diakses dan kuat serta memiliki sudut 
pandang luas lebih disukai daripada internet yang dikontrol 
ketat dengan dalih kedaulatan dunia maya.

Arah Masa Depan
Australia dan Amerika Serikat pada November 
2020 meluncurkan perjanjian pertama untuk terus 
mengembangkan rangkaian pelatihan siber virtual. 
Persistent Cyber Training Environment (PCTE) adalah 
platform untuk misi pertahanan dunia nyata di seluruh 
batas dan jaringan, demikian dilaporkan oleh Komando 
Siber A.S. Platform ini dirancang untuk berkembang 
melalui penggunaan dan pengembangan bersama, yang 
mengasah kesiapan dalam hal taktik, teknik, dan prosedur 
siber. Perjanjian ini merupakan contoh pendekatan jaringan 
yang mendukung internet terbuka, bebas, dan global yang 
dikatakan penting untuk mencegah adanya penyusup jahat. 
Komunikasi dan pertukaran informasi sangat penting, 
terang Mayor Jenderal Susan Coyle, kepala peperangan 
informasi untuk Pasukan Pertahanan Australia, kepada 
podcast The Cognitive Crucible. “Kami memiliki hubungan 
yang baik di Australia, di dalam industri, dengan akademisi. 
Kami memiliki kemitraan luar biasa yang telah berlangsung 
lama dengan sekutu dan mitra, khususnya Amerika Serikat.

“Saya rasa ada begitu banyak peluang untuk membangun 
hubungan yang benar-benar kuat dan autentik, dan itu 
sesuatu yang harus terus kita lakukan saat kita bekerja sama,” 
tambah Coyle.

Para pemimpin dari banyak negara Indo-Pasifik percaya 

Prajurit Angkatan Darat Australia berpartisipasi dalam pelatihan 
ruang siber di Australian Defence Force Academy di Canberra.
KOPTU NUNU CAMPOS/DEPARTEMEN PERTAHANAN AUSTRALIA

Personel Angkatan Udara Australia bekerja 
di simulator ruang siber.
KOPTU CRAIG BARRETT/DEPARTEMEN PERTAHANAN AUSTRALIA
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bahwa negara mereka lebih kuat bersama-sama. Mereka 
memiliki aliansi bilateral dan multilateral bersama untuk 
memanfaatkan pengaruh bersama mereka dalam mengatasi 
berbagai masalah. Dialog Keamanan Kuadrilateral, 
yang terdiri atas Australia, India, Jepang, dan A.S., telah 
menyempurnakan inisiatifnya untuk mengatasi teknologi 
siber dan keamanan siber. Quad, demikian sebutannya, 
“berupaya membangun ketahanan di empat negara kami 
dalam menanggapi kerentanan keamanan siber dan 
ancaman siber,” menurut ringkasan laporan Gedung Putih 
tentang pencapaian koalisi tersebut pada KTT di Tokyo 
pada Mei 2022.

Bidang yang menjadi fokus di antaranya: perlindungan 
infrastruktur penting yang dipimpin oleh Australia; 
ketahanan dan keamanan rantai pasokan, yang dipandu 
oleh India; pengembangan dan talenta tenaga kerja, yang 
diarahkan oleh Jepang; dan standar keamanan perangkat 
lunak, yang dipimpin oleh A.S.

Pemimpin dari keempat negara tersebut berjanji untuk 
meningkatkan keamanan siber dengan membagikan 
informasi ancaman dan mengidentifikasi potensi risiko. 
Setiap negara anggota juga akan mengembangkan perangkat 
lunak untuk kepentingan semua orang, demikian menurut 
The Record, buletin keamanan siber.

Selain itu, ringkasan laporan Gedung Putih mengatakan 
Quad akan:

• Memperkuat pembagian informasi di antara tim 
tanggap darurat komputer di setiap negara, termasuk 
pertukaran pelajaran dan praktik terbaik.

• Meningkatkan keamanan penyedia layanan terkelola 
dan perangkat lunak dengan mengoordinasikan 
standar keamanan siber untuk pengadaan perangkat 
lunak pemerintah Quad.

• Meluncurkan kampanye Hari Keamanan Siber untuk 
meningkatkan kesadaran dan memberikan informasi 
serta pelatihan dalam kemitraan dengan industri, 
lembaga nirlaba, lembaga akademis, dan komunitas.

Quad hanyalah salah satu kemitraan yang berbagi 
sumber daya dan keahlian untuk menangani teknologi 
dan keamanan siber, yang merupakan prioritas utama bagi 
organisasi militer yang sangat mengandalkan komunikasi 
dan jaringan satelit untuk sistem senjata dan kesadaran 
situasional. Australia, Britania Raya, dan A.S. membentuk 
AUKUS pada September 2021 untuk “berfokus pada 
kemampuan siber, kecerdasan buatan, teknologi kuantum, 
dan kemampuan bawah laut tambahan.”

Beberapa dekade sebelumnya, Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara berkomitmen untuk “menggalakkan 
kolaborasi aktif dan saling membantu dalam berbagai 
persoalan kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, 
budaya, teknis, ilmu pengetahuan, dan administrasi,” yang 
menegaskan kembali janjinya pada Mei 2022.

Kemitraan tersebut menghormati hukum internasional 
dan mendukung penangkalan terintegrasi, yang melawan 
upaya untuk mengganggu operasi internal negara melalui 
dunia maya, taktik zona abu-abu, atau konflik langsung.

Para pendukung koalisi mencemooh tuduhan Beijing 
bahwa kemitraan tersebut merupakan upaya penahanan, 

Dari kiri, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, 
Presiden A.S. Joe Biden, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan 
Perdana Menteri India Narendra Modi menghadiri KTT Dialog Keamanan 
Kuadrilateral di Tokyo pada Mei 2022.  THE ASSOCIATED PRESS
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demikian menurut majalah Newsweek. 
Mereka mengatakan kemitraan ini adalah 
cara yang efektif untuk menghentikan 
serangan penghalang, siber dan lainnya, di 
seluruh kawasan ini.

Tindakan Penyeimbangan
Langkah ini begitu sulit untuk dilalui: 
menjunjung tinggi prinsip-prinsip 
internet yang terbuka dan bebas 
selagi berupaya memastikan tidak ada 
kebocoran informasi pribadi, termasuk 
rahasia militer.

Kebutuhan akan keamanan siber 
yang efektif semakin meningkat seiring 
perkembangan teknologi digital 
yang terus-menerus dan tersebar di 
segala tempat. Pandemi COVID-19 
meningkatkan kebutuhan tersebut 
dengan semakin banyak orang yang 
harus tetap online untuk bekerja dari jarak jauh dan bisnis 
yang bersaing untuk mempercepat transformasi mereka ke 
platform berbasis digital.

“Perpanjangan kendali berdaulat yang stabil ke dunia 
maya terjadi ketika berbagai negara berusaha melindungi 
warga negara mereka dan mendapati bahwa pendekatan 
laissez-faire yang dikembangkan pada tahun 1990-an 
terlalu lemah untuk menjalankan hal ini,” ungkap laporan 
CSIS. “Namun demikian, di antara dua kutub laissez-faire 
dan regulasi berlebihan, ada jalan tengah, dan pembuat 
kebijakan bertugas mengidentifikasi adakah cara untuk 
memenuhi kekhawatiran yang sah tanpa merusak prospek 
inovasi dan pertumbuhan.”

Indo-Pasifik rentan terhadap mata-mata siber dan 
serangan siber karena negara-negara demokrasi dan negara-
negara mitra bersaing dengan RRT dan negara-negara 
pembatas lainnya untuk mendapatkan pengaruh.

Pemerintah di kawasan ini memiliki persepsi yang 
berbeda-beda tentang keamanan siber. Penanda tangan 
Deklarasi untuk Masa Depan Internet meyakini bahwa 
teknologi digital harus mengutamakan “konektivitas, 
demokrasi, perdamaian, supremasi hukum, pembangunan 
berkelanjutan, dan kebebasan dalam menikmati hak asasi 
manusia dan kebebasan mendasar.”

Sementara itu, RRT menegaskan bahwa kedaulatan 
siber memberikan hak kepada pemerintah untuk 
mengembangkan dan mengatur internet sesuai keinginan 
mereka di dalam perbatasan mereka. Di RRT, itu berarti 
pendekatan yang secara rutin mendapatkan peringkat 
kebebasan internet terendah di antara 70 negara 
yang dinilai oleh Freedom House. Organisasi nirlaba 
tersebut, yang sebagian besar didanai oleh pemerintah 
A.S., didirikan berdasarkan premis bahwa kebebasan 
berkembang saat pemerintah bertanggung jawab kepada 
rakyatnya, dan keragaman ekspresi, asosiasi, dan keyakinan 
didorong serta dilindungi.

“Tiongkok merupakan salah satu lingkungan media 

paling ketat di dunia dengan sistem penyensoran paling 
canggih, khususnya secara online,” ungkap Freedom 
House dalam laporan 2022. “PKT (Partai Komunis 
Tiongkok) memegang kendali atas pelaporan berita melalui 
kepemilikan langsung, akreditasi jurnalis, hukuman keras 
atas komentar yang mengkritisi pemimpin partai atau 
PKT, dan arahan harian kepada media dan situs web yang 
memandu liputan berita penting.”

Pemerintah Tiongkok memblokir situs web, menghapus 
aplikasi ponsel cerdas, dan menghapus postingan media 
sosial yang membahas topik politik, sosial, ekonomi, dan 
agama yang dilarang, demikian yang dilaporkan wadah 
pemikir tersebut.

Sementara itu, Australia, India, Jepang, dan negara-
negara Indo-Pasifik lainnya menuding RRT melakukan 
pelanggaran eksternal seperti meretas jaringan komputer 
dan perangkat.

Sikap RRT yang bersikeras bahwa kedaulatan 
berlaku untuk internet muncul dalam sebuah dokumen 
pemerintah pada tahun 2010, demikian dikutip dari 
The Diplomat, sebuah majalah berita online. Dokumen 
tersebut menyatakan bahwa di dalam RRT, negara memiliki 
kewenangan untuk mengendalikan akses ke internet, yang 
kemudian dilakukan dengan memberlakukan pembatasan.

Menyadari upaya untuk melakukan penyusupan dan 
mengganggu jaringan mereka, penanda tangan deklarasi 
Indo-Pasifik dan mitra mereka mengakui perlunya 
menetapkan standar untuk menjaga integritas internet selagi 
mencegah peretas agar tidak mengganggu langkah-langkah 
keamanan.

“Perpecahan antara negara-negara yang mendukung 
model tata kelola berdasarkan kedaulatan siber, terutama 
Tiongkok dan Rusia, dan mereka yang meyakini model 
multi-pemangku kepentingan, termasuk sebagian besar 
negara demokrasi liberal, adalah salah satu konflik ideologis 
paling menonjol yang memecah belah dunia maya,” 
demikian ungkap Pusat Belfer Harvard.  o

Operator siber Pasukan Bela Diri Udara Jepang dan Angkatan Udara 
A.S. meninjau sebuah misi.  KIMBERLY WOODRUFF/ANGKATAN UDARA A.S.
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R epublik Rakyat Tiongkok (RRT) 
melayangkan surat kepada Perserikatan 
Bangsa-Bangsa pada Desember 2021 
yang mengeluhkan bahwa pihaknya 

telah dipaksa untuk memindahkan stasiun ruang 
angkasanya yang baru diduduki dua kali dalam empat 
bulan untuk menghindari tabrakan dengan dua satelit 
Starlink, bagian dari konstelasi yang diluncurkan 
oleh SpaceX yang berbasis di Amerika Serikat untuk 
menghadirkan internet ke daerah-daerah yang kurang 
terlayani di dunia.

Dalam surat pengaduannya, RRT secara selektif 
menafsirkan ketentuan Traktat Luar Angkasa 
P.B.B. dan tidak mengakui bahwa pihaknya gagal 
berkonsultasi secara proaktif dengan negara-negara 
lain sebagaimana diuraikan dalam traktat tersebut. 
Negara-negara diminta untuk saling berkonsultasi 
jika mereka melihat kemungkinan terjadinya 
tabrakan. Traktat itu juga menentukan bahwa siapa 
pun yang menempatkan objek di ruang angkasa 
harus siap untuk menyesuaikan orbitnya sehubungan 
dengan satelit lain yang sudah mengudara. Pada saat 
itu, ratusan satelit Starlink berada di tempat dan RRT 
bahkan menyatakan telah mengetahui jalur dua satelit 
yang dimaksud. Keduanya sudah berada di orbit 
ketika RRT meluncurkan awak perdana tiga anggota 
dari stasiun ruang angkasa Tiangong 3 miliknya. 

Selain itu, RRT tidak menyampaikan keluhan 
kepada P.B.B. beberapa minggu sebelumnya ketika 
Rusia dengan sengaja menghancurkan satelit yang 
tidak dapat dioperasikan dalam uji coba rudal 
berbasis darat. Ledakan itu menghancurkan satelit 
menjadi 1.500 potongan “puing-puing berumur 
panjang” yang mengancam jiwa di atas Stasiun Ruang 
Angkasa Internasional (ISS). ISS yang jauh lebih 

besar memiliki awak setengah lusin orang dan 16 
modul dibandingkan dengan tiga modul yang akan 
membentuk Tiangong.

Dalam suratnya, RRT lebih dari sekadar 
mengkritik SpaceX. Pihaknya menargetkan “Space 
Exploration Technologies Corporation (SpaceX) 
Amerika Serikat.” Berdasarkan Traktat Luar Angkasa, 
tanggung jawab untuk benda dan manusia yang 
diluncurkan ke luar angkasa, serta tanggung jawab 
jika ada masalah yang menimpa mereka, semata-mata 
terletak pada negara berdaulat: “Aktivitas entitas 
non-pemerintah di luar angkasa, termasuk bulan dan 
benda langit lainnya, harus memerlukan otorisasi dan 
pengawasan berkelanjutan oleh Negara Pihak dalam 
Traktat.” Nama lengkap Traktat Luar Angkasa, yang 
mulai berlaku pada tahun 1967 dan telah diratifikasi 
oleh 112 negara anggota P.B.B., mencerminkan 
ketentuan kedaulatan ini: “Traktat mengenai Prinsip-
Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara 
dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, 
termasuk Bulan dan Benda-Benda Langit Lainnya.”

Tetapi segera setelah berada di ruang angkasa, 
tidak ada perbatasan berdaulat, tidak ada protektorat, 
wilayah, atau geografis yang diukir sebagai zona 
eksklusif yang harus dipertahankan dengan segala 
cara terhadap serangan dari negara lain. Traktat Luar 
Angkasa melarang kepemilikan dan menekankan 
prinsip berbagi di antara negara-negara. Pasal 1 
menyatakan ruang angkasa sebagai “provinsi semua 
umat manusia,” dengan mengatakan “akan ada akses 
bebas ke semua area benda-benda langit.” Pasal 
2 berbunyi, “Luar angkasa, termasuk bulan dan 
benda langit lainnya, tidak tunduk pada perebutan 
oleh negara melalui klaim kedaulatan, dengan cara 
penggunaan atau pendudukan, atau melalui cara lain.”

TIDAK ADA YANG BISA MEMILIKINYA, SEHINGGA 
MENDORONG PERSAINGAN DAN KERJA SAMA

STAF FORUM

KEDAULATAN
RUANG ANGKASA

DI
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Satelit SpaceX Starlink mengorbit langit malam di Kanada.  STOCKTREK/GETTY IMAGES
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Sederhananya, ruang angkasa itu berbeda.
Namun, riwayat pengalaman miris di planet ini 

yang dipenuhi egoisme regional dan ideologis yang 
bersaing menjadikan setiap negara berdaulat memahami 
kemungkinan konflik di ruang angkasa. Mereka bersiap 
untuk medan pertempuran yang baru, didorong oleh 
motif yang familier — untuk menjauhkan musuh dari 
gerbang melalui komando dan kontrol pasukan Bumi 
yang ditingkatkan satelit — melainkan juga, bagi para 
penandatangan traktat, melalui prioritas luar angkasa: 
Memastikan tidak ada yang secara egois mendambakan 
ruang angkasa, baik sebagai sebuah jalur maupun tujuan. 

Mempertahankan Perdamaian 
Dalam sebuah esai pada tahun 2022 di majalah Aether 
milik Air University, Letnan Jenderal John E. Shaw, wakil 
komandan Angkatan Ruang Angkasa A.S., menjelaskan 
salah satu misi cabang militer terbaru negara itu dan 
komando prajurit terbarunya, Komando Ruang Angkasa 
A.S. (USSPACECOM): “melaksanakan perlindungan dan 
pertahanan ruang angkasa demi memastikan akses yang 
bebas dan tanpa batas ke ranah tersebut serta penyediaan 
kemampuan yang didorong ranah ruang angkasa secara 
berkelanjutan ke wilayah terestrial.” Sebagaimana mereka 
berupaya untuk melindungi kebebasan di Bumi, militer 
A.S. dan mitranya mengembangkan strategi dan perangkat 
untuk melindungi aktivitas yang disetujui di ruang 
angkasa. Dewasa ini, pernyataan itu terutama berarti 
melindungi satelit yang mengorbit di sepanjang jalur dan 
ketinggian yang beragam demi membantu memungkinkan 
kehidupan di Bumi — melacak cuaca, mengarahkan orang 
dan kargo, dan menyediakan koneksi internet, di antara 
fungsi penting lainnya.

Di masa depan saat gerbang luar angkasa yang 
mengorbit, penambangan di bulan, dan kolonisasi Mars 
dibayangkan akan berlangsung, peran militer tersebut 
kemungkinan akan berubah. Alasannya satu: seruan 
yang terus berkembang untuk menyadari perlunya 
suatu bentuk kepemilikan swasta demi mendorong jenis 
investasi kewirausahaan yang akan membantu umat 
manusia memanfaatkan ruang angkasa secara maksimal. 
Berdasarkan ketentuan Traktat Luar Angkasa, negara-
negara berdaulat, yang menjadi pihak tujuan pengabdian 
militer, adalah satu-satunya aktor di ruang angkasa. 
Sekaranglah saatnya untuk turut mengajak entitas swasta 
dan komersial, demikian pendapat banyak pihak di 
komunitas ruang angkasa.

“Mereka menawarkan keahlian, pengetahuan 
praktis, dan pengalaman yang tidak dimiliki pengacara 
dan politisi,” ungkap Dr. Michelle L.D. Hanlon, 
rekan direktur Program Hukum Udara dan Ruang 
Angkasa di Universitas Mississippi dan pendiri grup 
warisan ruang angkasa nirlaba For All Moonkind, 
kepada subkomite Komite P.B.B. tentang Penggunaan 
Luar Angkasa Secara Damai pada tahun 2019. Entitas 
swasta memelopori kemajuan teknologi yang membuat 
ruang angkasa lebih mudah diakses dan meningkatkan 

kehidupan di Bumi. Ambil contoh konstelasi Starlink, 
jaringan yang akan terdiri atas 42.000 satelit kecil, dan 
roket yang dapat digunakan kembali yang dipelopori 
oleh SpaceX dan Rocket Lab A.S. yang berasal dari dan 
memiliki pusat peluncuran di Selandia Baru. Terlebih 
lagi, di A.S. saja sudah ada tiga perusahaan yang sedang 
mempertimbangkan untuk membangun stasiun ruang 
angkasa swasta. 

Komersialisasi Ruang Angkasa
Mempercepat komersialisasi ruang angkasa adalah strategi 
penting bagi USSPACECOM, ungkap pemimpinnya pada 
Simposium Ruang Angkasa tahunan di Colorado pada 
April 2022. “Ini karena bermitra dengan entitas komersial 
memungkinkan kami beradaptasi lebih cepat, berinovasi 
lebih mudah, dan mengintegrasikan teknologi mutakhir,” 
ungkap Jenderal Angkatan Darat A.S. James Dickinson. 
“Kami juga dapat meningkatkan ketahanan arsitektur 
ruang angkasa, lebih memahami ranah ruang angkasa, 
mempercepat pengambilan keputusan, dan merancang 
solusi ekonomis untuk masalah strategis.”

Demi mendorong kewirausahaan, selain alasan lainnya, 
P.B.B. menghadapi tekanan untuk meninjau kembali 
Traktat Luar Angkasa, yang dianggap sebagai Magna 
Carta hukum ruang angkasa tetapi sekarang berusia 
lebih dari 50 tahun. Nonproliferasi nuklir merupakan 
pertimbangan pendorong bagi A.S. saat itu ketika 
pihaknya bergabung dengan Uni Soviet dan Britania Raya 
dalam mensponsori traktat tersebut. Alasan lain untuk 
melakukan pembaruan: demi menghapus kontradiksi yang 
jelas antara larangan terhadap kepemilikan dalam ruang 
angkasa dan hak atas kepemilikan properti yang diuraikan 
dalam deklarasi P.B.B. tentang hak asasi manusia. “Harus 
ada suatu konsep kepemilikan,” ungkap Hanlon kepada 
FORUM. “Dapatkah kita menyebutnya kepemilikan? 
Saya rasa tidak, mengingat konotasi buruk yang dibawa 
kata tersebut.”

Ketika kekuatan tradisional seperti RRT, Rusia, dan 
A.S. memimpin dalam menjelajahi ranah baru ini, negara-
negara berkembang memperingatkan akan terulangnya 
kolonialisasi penindasan yang menodai sejarah manusia 
di abad lalu. Hanlon termasuk di antara mereka yang 
membayangkan masa depan di ruang angkasa yang 
melampaui kebutuhan akan kebangsaan. “Saya harap 
kita tidak pernah menggunakan istilah kedaulatan di 
ruang angkasa,” ungkapnya. “Kita perlu membuang 
konsep kolonialisasi yang sangat ditakuti semua orang. 
Diri kita yang sekarang sangatlah berbeda dari diri 
kita yang dahulu pada abad ke-15, 16, dan 17, sebagian 
besar.” Siapa yang akan mengelola kegiatan manusia di 
ruang angkasa masih menjadi diskusi yang baru dimulai. 
Beberapa otoritas menunjuk sebagai kemungkinan model 
Persatuan Telekomunikasi Internasional P.B.B., yang 
mengawasi alokasi orbit satelit, dan Otoritas Dasar Laut 
Internasional, yang lahir dari Konvensi Hukum Laut 
P.B.B., tetapi sebagian besar ditolak sejauh ini sebagai 
panduan untuk memperbarui Traktat Luar Angkasa.
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Hanlon berbicara tentang kolonis masa depan di 
Mars, dengan meyakini bahwa mereka akan terinspirasi 
oleh prinsip-prinsip seperti kebebasan dan demokrasi. 
“Pada suatu saat, mereka akan merasa jemu melapor pada 
Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok, dan mereka akan 
menciptakan peradaban mereka sendiri dengan norma-
norma mereka sendiri,” ungkapnya. “Tugas kita hari ini 
adalah memastikan bahwa orang-orang yang berakhir di 
Mars, yang memiliki kapasitas untuk menjadi mandiri, 
adalah orang-orang yang akan menghormati hak asasi dan 
kebebasan manusia.”

Memperluas Aliansi Ruang Angkasa
Sementara itu, negara-negara mengejar agenda mereka di 
ruang angkasa secara individu dan dalam blok selagi militer 
mereka bersiap akan kemungkinan konflik. India, misalnya, 
berencana untuk kembali mencoba mendaratkan pesawat 
ruang angkasa di bulan pada tahun 2023 setelah upaya 
sebelumnya berhasil mencapai orbit bulan namun berakhir 
dengan pendaratan keras. Aliansi antariksa baru telah 
muncul dengan berbagai tingkat kemampuan, termasuk 
Badan Antariksa Afrika dengan 55 negara anggota, Badan 
Antariksa Amerika Latin dan Karibia dengan tujuh 
negara anggota, dan Kelompok Koordinasi Antariksa 
Arab dengan 12 negara anggota Timur Tengah. RRT 
memimpin Organisasi Kerja Sama Antariksa Asia-Pasifik, 
yang dibentuk pada tahun 2005 dan mencakup Bangladesh, 
Indonesia, Iran, Mongolia, Pakistan, Peru, Thailand, 
dan Turki. Pengembangan dan peluncuran satelit adalah 
sasaran yang besar, tetapi organisasi ini juga berupaya 
untuk memperluas dan menormalkan penggunaan Sistem 
Pemosisi Global (GPS) versi Tiongkok. 

ISS, salah satu kolaborasi internasional paling 
ambisius yang pernah dicoba dan dikunjungi oleh 
astronot dari 18 negara, terus meluas menjelang ulang 
tahunnya yang ke-25. Rusia mengumumkan pada Juli 
2022 bahwa mereka akan meninggalkan ISS pada akhir 
2024 dan mulai membangun basis orbitnya sendiri. Ini 
merupakan satu lagi langkah yang diambil Rusia untuk 
menjauh dari Barat, yang dipercepat oleh perlawanan 
internasional terhadap invasi Rusia ke Ukraina. Namun, 
badan antariksa A.S. NASA telah menegaskan kembali 
bahwa pihaknya terus bekerja sama dengan badan 
antariksa Rusia Roscosmos, mitra terbesarnya di ISS. 
Selain itu, 10 anggota Badan Antariksa Eropa telah 
bergabung dengan NASA dalam Perjanjian Artemis untuk 
mengejar penjelajahan bulan yang berkelanjutan dan 
mempersiapkan misi manusia ke Mars. Artemis terbuka 
untuk semua negara, tetapi Rusia dan RRT telah menjauh 
dari hal yang mereka klaim sebagai upaya mewujudkan 
tatanan internasional yang dipimpin A.S. di ruang 
angkasa. Rezim tersebut bermitra untuk mengejar misi 
berawak mereka sendiri ke bulan, yang juga terbuka untuk 
semua negara. Belum ada negara Artemis yang bergabung.

A.S. juga telah menjalin kemitraan pertahanan 
antariksa utama dengan Australia, Kanada, Prancis, 
Jerman, Selandia Baru, dan Britania Raya, semuanya 

beroperasi atau berkolaborasi dengan Pusat Operasi 
Ruang Angkasa Gabungan di Pangkalan Angkatan 
Ruang Angkasa Vandenberg di California Selatan. Secara 
keseluruhan, A.S. memiliki lebih dari 30 perjanjian 
situasional ruang angkasa dengan negara-negara lain. 
Sebaliknya, RRT telah menjauh dari aliansi militer formal. 
Namun dalam beberapa tahun terakhir ini pihaknya telah 
memperluas latihan bersama dengan berbagai negara 
termasuk Iran, Pakistan, dan Rusia. Pandangan yang lebih 
luas tentang negara yang memiliki nilai yang sama dengan 
RRT muncul pada Desember 2021 melalui resolusi P.B.B. 
yang diperkenalkan oleh Britania Raya untuk mengurangi 
peluang kesalahan perhitungan yang berbahaya di ruang 
angkasa. Para penentang resolusi dalam pemungutan 
suara 164-12 itu sebagian besar adalah rezim otoriter: 
Kuba, Iran, Korea Utara, RRT, Rusia, Suriah, dan 
Venezuela. RRT dan Rusia dengan cepat mengembangkan 
kemampuan antariksa yang “mengancam kestabilan 
dan keamanan ranah ini,” ungkap Dickinson dari 
USSPACECOM dalam pidatonya pada Mei 2022. Tetapi 
dia menekankan bahwa tujuan utama komando itu adalah 
“mencegah konflik dari awal atau meluas ke ranah ruang 
angkasa” dan bahwa, pada akhirnya, ruang angkasa “tidak 
perlu dipenuhi permusuhan.”

Kesadaran Ranah
Apapun yang terjadi di masa depan, Hanlon melihat 
peran penting untuk pihak militer. “Saya sangat yakin 
bahwa kita akan mendapatkan perdamaian dari ruang 
angkasa, dan menurut saya militer A.S. berperan besar 
dalam memajukan perdamaian itu. … Bukan hanya 
dengan menjadi teladan dan bersikap damai tetapi juga 
memastikan bahwa kami membawa negara-negara 
berkembang bersama kami dan memastikan tidak ada 
yang merasa tertinggal.” Langkah pertama ke ruang 

Sebuah kapsul SpaceX Dragon dilepaskan dari Stasiun Ruang 
Angkasa Internasional.  REUTERS
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Wahana peluncuran satelit geosinkronis India, yang mengangkut satelit komunikasi, 
lepas landas dari Pusat Antariksa Satish Dhawan di Sriharikota.  REUTERS
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angkasa dilakukan untuk tujuan pertahanan nasional. 
Pengeluaran militer telah menghasilkan kemajuan besar 
dalam teknologi ruang angkasa, termasuk janji tenaga 
surya ruang angkasa — yang kemungkinan menjadi 
pembawa perubahan besar bagi umat manusia. Sementara 
itu, kesadaran ranah sangat penting di ruang angkasa, dan 
komponen USSPACECOM melacak dan menyampaikan 
kepada publik setiap kemungkinan tabrakan melalui situs 
web Space-Track.org.

“Kita perlu memiliki manajemen lalu lintas ruang 
angkasa, dan pada kenyataannya pertahanan di seluruh 
dunia memiliki kemampuan dan pengamatan terbaik,” 
ungkap Hanlon. Dia mengatakan bahwa “penjaga” ruang 
angkasa mungkin diperlukan — sebuah konsep yang sedang 
dieksplorasi oleh Lab Penelitian Angkatan Udara A.S.

Pihak militer perlu berevolusi demi menjawab 
tantangan yang dihadirkan ruang angkasa, yang tidak 
seperti yang dihadapi sebelumnya dan dibedakan oleh 
lapisan yang tampaknya berjumlah tak terbatas di ruang 
angkasa, demikian ungkap Hanlon. Kerumunan orbit 
yang berdekatan dengan atmosfer Bumi, misalnya, 
akan membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan 
eksplorasi di sabuk asteroid yang jauh atau lainnya.

Meningkatnya jumlah pemain dalam ranah ini 
membuahkan pertanyaan tentang kedaulatan dan 
pertahanan nasional. Lebih dari 70 negara memiliki 
badan antariksa, dengan 14 darinya mampu melakukan 
peluncuran orbit. Hanya dua tahun setelah Traktat Luar 
Angkasa diberlakukan, profesor hukum ruang angkasa 
perintis Stephen Gorove menyarankan kepemilikan 
swasta di ruang angkasa mungkin diizinkan berdasarkan 
traktat karena ini tidak dilarang secara tegas. Tujuh negara 
khatulistiwa pada tahun 1976 menyatakan kedaulatan atas 
orbit geostasioner — lintasan setinggi 35.400 kilometer 
di atas khatulistiwa tempat satelit komunikasi, intelijen, 
dan peringatan rudal tertentu ditempatkan karena 
satelit-satelit itu dapat tetap terpaku pada satu lokasi 
Bumi. Dihadapkan dengan oposisi yang meluas, para 
sponsor mundur dari Deklarasi Bogota dan menegaskan 
“hak preferensial” yang lebih rendah terhadap ruang 
angkasa. Bahkan setelahnya, Ekuador mengklaim orbit 
geostasioner melalui ketentuan konstitusi 2008 yang 
ditulis ulang.

Kemungkinan Kepemilikan
Dari antara ribuan pertanyaan lainnya, muncul beberapa 
pertanyaan: Traktat Luar Angkasa mewajibkan agar 
negara-negara tidak mengganggu objek yang diluncurkan 
oleh negara lain, jadi apakah ini dapat dianggap sebagai 
kepemilikan berdaulat atas slot orbit tertentu? Apakah jika 
pasukan militer bertindak untuk melindungi suatu objek 
di luar angkasa terhadap ancaman, ini dianggap sebagai 
kepemilikan? Ketentuan utama traktat tersebut mengacu 
pada “ruang angkasa, termasuk bulan dan benda langit 
lainnya.” Tanpa adanya definisi lebih lanjut, apakah ini 
berarti setiap bintik debu kosmik harus dihormati sebagai 
benda langit?

RRT memanfaatkan celah dalam traktat ini ketika 
pihaknya mengirimkan keluhan tentang Starlink ke P.B.B. 
Komite Penggunaan Luar Angkasa secara Damai tengah 
mengupayakan solusi untuk kompleksitas Era Ruang 
Angkasa, berusaha mencari cara merekam peluncuran 
satelit yang pernah mengirim satu objek di ketinggian 
tetapi sekarang menyebarkan lusinan objek, sekaligus 
menyinggung masalah dengan lingkup lebih jauh seperti 
pemanfaatan sumber daya ruang angkasa. Namun setiap 
perputaran Bumi menyoroti betapa sedikitnya dasar 
Traktat Luar Angkasa membahas aktivitas manusia 
di ruang angkasa saat ini. Siapa yang akan memiliki 
kedudukan? Bagaimana cara mengelolanya?

Untuk saat ini, dunia menggunakan alat bantu yang 
tersedia. A.S. menanggapi keluhan RRT dengan suratnya 
sendiri kepada P.B.B. yang menguraikan langkah-
langkah untuk mengatasi kekhawatiran negara-negara 
berdaulat yang terkadang bertentangan di ruang angkasa 
yang merupakan kawasan milik bersama. Tanggapan ini 
dapat dirangkum menjadi tiga langkah: Perbarui kontak 
Anda, perhatikan data yang siap tersedia, dan saling 
berkomunikasi. Ketiga langkah ini sangatlah penting 
karena ruang angkasa menjadi semakin sibuk dengan 
aktivitas sektor swasta. Tanggapan tersebut mencatat 
bahwa sejak November 2014, A.S. telah memberikan 
pemberitahuan darurat tentang bahaya tabrakan berisiko 
tinggi antara pesawat ruang angkasa RRT berawak dan 
robotik dengan objek ruang angkasa lainnya. Dalam 
kasus satelit Starlink, USSPACECOM tidak melihat 
kemungkinan tabrakan yang signifikan. Namun untuk 
ketenangan pikiran, tanggapan ini menyarankan agar 
RRT harus menghubungi secara langsung alih-alih 
menyatakan insiden internasional — dan memanfaatkan 
situs web gratis Space-Track.org.  o

Republik Rakyat Tiongkok mengeluh kepada Perserikatan 
Bangsa-Bangsa bahwa satelit Starlink dari SpaceX yang berbasis 
di A.S. memaksa dilakukannya penyesuaian di orbit stasiun ruang 
angkasa Tiangong 3, yang ditunjukkan dalam ilustrasi foto ini 
bersama dengan kapal ruang angkasa berawak Shenzhou.  
AFP/GETTY IMAGES
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KISAH SUKSES 
KEDAULATAN

ASEAN Tetap Menjadi Cerminan Negara-Negara Anggotanya
DR. SHAUN NARINE

Lima negara mendirikan Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada tahun 

1967: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan 
Thailand. Brunei bergabung pada tahun 1984, diikuti 
oleh Vietnam pada tahun 1995, Laos dan Myanmar 
pada tahun 1997, dan Kamboja pada tahun 1999. 
Timor Leste, yang baru menjadi negara merdeka sejak 
tahun 2002 dan merupakan negara Asia Tenggara 
yang tersisa, diharapkan untuk bergabung suatu saat 
nanti. Sejak didirikan, ASEAN tetap berkomitmen 
pada gagasan Westphalia tentang kedaulatan negara, 
saat setiap negara memiliki kedaulatan eksklusif atas 
wilayahnya di bawah seperangkat aturan, norma, dan 
standar yang secara umum diakui mengikat di antara 
negara-negara.

Fokus utama ASEAN berpusat pada perlindungan 
dan peningkatan kekuatan kedaulatan anggotanya. 
Selama beberapa dekade terakhir, para kritikus 
telah mempertanyakan upaya ini dan menyarankan 
reformasi untuk memberi ASEAN lebih banyak 

otonomi dan pengaruh atas kebijakan dalam dan 
luar negeri anggotanya. Para kritikus berpendapat 
bahwa agar ASEAN dapat memberikan pengaruh 
internasional yang nyata, anggotanya perlu 
mengoordinasikan kebijakan politik, ekonomi, dan 
sosial mereka, baik di dalam maupun di luar negeri, 
dengan cara yang memungkinkan organisasi ini 
agar secara kredibel mengklaim sebagai perwakilan 
dari hampir 700 juta orang. Akan tetapi, kecil 
kemungkinannya bahwa perubahan radikal dalam 
cara pendekatan ASEAN terhadap kedaulatan akan 
terjadi dalam waktu dekat. Bahkan 55 tahun kemudian, 
banyak faktor politik, sosial, dan ekonomi yang 
membentuk pendirian ASEAN yang masih bertahan.

Asal-Usul Komitmennya terhadap Kedaulatan 
Memahami komitmen ASEAN terhadap bentuk 
kedaulatan negara yang maksimal memerlukan 
pemahaman terhadap pengalaman Asia Tenggara 
dengan kolonialisme. Kekuatan imperial Barat menjajah 
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atau menguasai hampir setiap negara Asia Tenggara. 
Spanyol menjajah Filipina selama lebih dari 300 tahun. 
Pada tahun 1898, Spanyol kehilangan kerajaannya kepada 
Amerika Serikat, yang tidak mendukung kemerdekaan 
Filipina selama hampir 50 tahun setelahnya. Belanda 
(dan kekuatan Eropa lainnya) menjajah Indonesia selama 
lebih dari 300 tahun. Inggris menjajah Malaya (yang 
menjadi Malaysia dan Singapura), Myanmar, dan Brunei. 
Prancis menjajah Vietnam, Laos, dan Kamboja. Thailand 
merupakan satu-satunya negara yang menghindari 
penjajahan dengan mempraktikkan kebijakan luar negeri 
"mudah beradaptasi" — yaitu, menenangkan kekuatan apa 
pun yang bersifat dominan secara regional setiap saat.

Imperialisme Jepang mengakhiri kendali Eropa 
dan A.S. atas Asia Tenggara pada awal Perang Dunia 
II, tetapi juga terbukti tidak dapat ditoleransi. Setelah 
kemenangan Sekutu, A.S. kembali ke Filipina tetapi 
memberikan kemerdekaan pada tahun 1946. Inggris 
menegaskan kembali kontrol atas Brunei, Malaya, 
dan Myanmar. Prancis dan Belanda berusaha untuk 
mendapatkan kembali bekas koloni mereka. Upaya 
untuk memberlakukan kembali kontrol tersebut 
dilawan dengan resistensi yang tegas. Indonesia 
mengusir Belanda; Vietnam mengalahkan Prancis. 
Inggris secara bertahap (dan enggan) menarik diri 
dari bekas koloni mereka, memberikan kemerdekaan 

kepada Brunei dari statusnya sebagai protektorat 
Inggris pada tahun 1984.

Pada tahun 1963, Indonesia, di bawah Presiden 
saat itu Sukarno, meluncurkan kebijakan Konfrontasi 
terhadap negara baru Malaysia. Sukarno memandang 
Malaysia sebagai penjajah kolonial Inggris di kawasan 
ini. Indonesia mencoba mengganggu stabilitas Malaysia 
(dan Singapura, bagian dari Malaysia hingga 1965) 
melalui paksaan militer dan ekonomi. Filipina, yang 
memiliki sengketa wilayah dengan Malaysia, berpartisipasi 
dalam konflik itu. Konfrontasi itu berakhir pada tahun 
1966, ketika militer Indonesia melakukan kudeta 
terhadap Sukarno, kemudian berusaha membersihkan 
masyarakat Indonesia dari dugaan komunis, dan mungkin 
membunuh lebih dari 1 juta orang. Filipina, Malaysia, 
dan Singapura juga meresahkan ancaman pemberontakan 
komunis. Memerangi satu sama lain membuat mereka 
semua lebih rentan terhadap destabilisasi politik. Oleh 
karena itu, ASEAN diciptakan sebagai bagian dari 
kesepakatan di antara anggota pendirinya bahwa mereka 
akan menghormati kedaulatan satu sama lain untuk 
memungkinkan mereka semua berkonsentrasi melawan 
pemberontak dalam negeri.

Perjuangan Membangun Negara
Setelah dekolonisasi, sebagian besar negara Asia Tenggara 
yang merupakan bekas negara jajahan menghadapi 
kekhawatiran utama: bagaimana menciptakan identitas 
nasional yang kohesif dari banyak identitas etnis, suku, 
bahasa, dan agama yang berbeda. Asia Tenggara mungkin 
merupakan kawasan yang paling beragam di dunia. Tidak 
mengherankan, keragaman identitas serta kesulitan yang 
menyertai terhadap kendali atas wilayah geografis dan 
sumber daya ekonomi dan politik telah menyebabkan 
perselisihan yang cukup besar.

Para pemimpin ASEAN berpose dengan Presiden A.S. Joe Biden 
di luar Gedung Putih di Washington, D.C., pada Mei 2022. Dari 
kiri: Sekretaris Jenderal ASEAN saat itu, Dato’ Lim Jock Hoi dari 
Brunei, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, Perdana 
Menteri Thailand Prayut Chan-ocha, Perdana Menteri Kamboja 
Hun Sen, Sultan Brunei Haji Hassanal Bolkiah, Presiden Biden, 
Presiden Indonesia Joko Widodo, Perdana Menteri Singapura Lee 
Hsien Loong, Perdana Menteri Laos Phankham Viphavanh, Perdana 
Menteri Malaysia Dato’ Sri Ismail Sabri Yaakob, dan Menteri Luar 
Negeri Filipina saat itu, Teodoro Locsin Jr. THE ASSOCIATED PRESS
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Pada tahun 1960-an, selain kekerasan yang mengerikan 
di Indonesia dan pemberontakan di negara-negara 
ASEAN lainnya, Vietnam dilanda perang saudara. 
Myanmar, yang saat itu dikenal sebagai Burma, berada di 
bawah kediktatoran militer. Pada tahun 1970-an, rezim 
Khmer Merah Kamboja melakukan genosida terhadap 
rakyat negara itu, dan Vietnam mendorong keluarnya 
ratusan ribu pengungsi, yang kebanyakan adalah etnis 
Tionghoa. Filipina melanjutkan konflik yang telah 
berlangsung lama dengan separatis Muslim di Mindanao. 
Deretan konflik dalam negeri terus berlanjut.

Banyak pemerintah Asia Tenggara meyakini teori bahwa 
menciptakan negara yang fungsional dan berkelanjutan 
dari banyak identitas yang kompleks mungkin menjadi 
proses yang panjang dan sering terjadi kekerasan yang 
membutuhkan perlindungan kedaulatan negara. Meski 
sebagian besar kekerasan di negara-negara Asia Tenggara 
telah ditanggulangi oleh keberhasilan ekonomi selama 

35 tahun terakhir, sebagian besar negara regional masih 
berpotensi menjadi negara yang tidak stabil.

Mempertahankan Hubungan
Terlepas dari gejolak regional yang hebat selama 
beberapa dekade dalam masa keberadaannya, ASEAN 
berani mengeklaim bahwa tidak ada dua negara anggota 
yang memerangi satu sama lain. Akan tetapi, telah 
terjadi kekerasan antarnegara yang terbatas dan masih 
diperdebatkan berapa besar pengakuan yang layak 
diterima ASEAN atas berkurangnya ketegangan regional. 
Perlunya stabilitas demi kepentingan ekonomi juga telah 
memainkan peran. Namun, ada kemungkinan bahwa 
hubungan sosial dan politik yang telah dibangun ASEAN 
di antara para pemimpin dan pejabat di Asia Tenggara 
telah memperlancar hubungan ini. Ratusan pertemuan 
yang diadakan berbagai lembaga ASEAN setiap tahun 
menempatkan organisasi itu di pusat jaringan hubungan.

Ekspansi multilateralisme di Asia Tenggara begitu 
unik bagi kawasan ini dan tidak selalu mengikuti 
model tradisional Barat. Namun, ada indikasi bahwa 
negara-negara Asia Tenggara telah mencoba untuk 
bergerak menuju bentuk pengaturan regional yang 
lebih kohesif yang akan mengharuskan negara-negara 
anggota untuk membangun kedaulatan mereka, atau 
setidaknya menciptakan kesan tersebut. Anggota ASEAN 
memahami bahwa pengaruh individu mereka di panggung 
internasional sangat meningkat ketika mereka dapat 
berbicara dalam satu suara regional. Menjaga kredibilitas 
ASEAN merupakan kekhawatiran utama bagi kebijakan 
luar negeri.

Namun, berbagai peristiwa telah menantang citra dan 
pengaruh internasional ASEAN. Pada akhir tahun 1990-
an, ASEAN tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi 
tantangan seperti kehancuran yang disebabkan oleh 
krisis ekonomi regional sebagian besar akibat nilai aset 
yang meningkat dan runtuhnya nilai mata uang; bencana 
lingkungan kabut asap regional dari kebakaran hutan di 
Indonesia; dan agresi Indonesia terhadap Timor Leste. 
Setelah itu, negara-negara ASEAN menerapkan reformasi 
untuk memulihkan kredibilitas organisasi tersebut. Pada 
tahun 2003, ASEAN mengusulkan untuk menciptakan 
Komunitas Ekonomi, Komunitas Sosial-Budaya, dan 
Komunitas Politik-Keamanan. Inilah tiga pilar Komunitas 
ASEAN yang didirikan pada Desember 2015. Piagam 
ASEAN mulai diberlakukan pada tahun 2008. Pada tahun 
2012, ASEAN memperkenalkan Deklarasi Hak Asasi 
Manusia dan Komisi Antarpemerintah untuk Hak Asasi 
Manusia (AICHR).

Kekuatan Simbolis
Meskipun demikian, langkah ASEAN untuk menciptakan 
struktur yang lebih kohesif dan terlembagakan tidak 
dapat bersaing dengan realitas politik serta ekonomi 
negara-negara ASEAN. Berdasarkan analisis yang cermat, 
Komunitas ASEAN dan berbagai elemennya lebih 
bersifat simbolis daripada mengikat. ASEAN masih belum 

10 negara anggota ASEAN mengadakan dua Pertemuan 
KTT utama setiap tahun yang diselenggarakan oleh 
negara yang menjabat sebagai ketua ASEAN untuk 
tahun itu, yang akan dijabat oleh Indonesia pada 
tahun 2023. Piagam ASEAN menyerukan ASEAN untuk 
mengembangkan hubungan yang ramah serta kerja sama 
dan kemitraan dialog yang saling menguntungkan dengan 
negara, organisasi serta lembaga subregional, regional, dan 
internasional. ASEAN memiliki 10 mitra dialog, yang meliputi 
Australia, Kanada, Uni Eropa, India, Jepang, Selandia 
Baru, Republik Rakyat Tiongkok, Rusia, Korea Selatan, dan 
Amerika Serikat. ASEAN mengadakan pertukaran tingkat 
tinggi dengan berbagai mitra dialog tersebut, termasuk 
pertemuan kementerian tambahan dan pertemuan KTT. 

Kemitraan Strategis A.S.-ASEAN, misalnya, dibangun 
berdasarkan prinsip-prinsip bersama, sebagaimana 
diuraikan dalam Strategi Indo-Pasifik A.S. dan Wawasan 
ASEAN tentang Indo-Pasifik, termasuk sentralitas ASEAN, 
rasa hormat terhadap kedaulatan dan supremasi hukum, 
tata kelola yang baik, transparansi, inklusivitas, kerangka 
kerja berbasis aturan, dan keterbukaan. Selama KTT khusus 
A.S.-ASEAN, negara-negara peserta bekerja sama untuk 
memperkuat sistem kesehatan masyarakat untuk masa 
depan, membangun konektivitas melalui pengembangan 
modal manusia, memajukan kemitraan dalam kerja sama 
ekonomi, dan memajukan kerja sama maritim untuk Indo-
Pasifik yang aman.

Park Jin dari Korea 
Selatan menghadiri 
Pertemuan Menteri Luar 
Negeri ASEAN di Phnom 
Penh, Kamboja, pada 
Agustus 2022.  REUTERS
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dirancang untuk menantang kedaulatan masing-masing 
anggotanya. Misalnya, Piagam ASEAN menyerukan 
negara-negara anggota untuk mendukung demokrasi 
dan hak asasi manusia bahkan saat negara tersebut 
mengakui prinsip-prinsip panduan kedaulatan dan non-
intervensi ASEAN. Namun, Piagam ASEAN memberikan 
hak istimewa kepada prinsip non-intervensi dengan 
menyatakannya terlebih dahulu dan menekankannya 
kembali beberapa kali. ASEAN tidak memiliki mekanisme 
untuk mengeluarkan atau menghukum anggota yang 
melanggar dan AICHR masih memiliki keterbatasan 
dalam topik yang dapat ditanganinya.

Saat ini, masalah paling kentara yang dihadapi 
ASEAN adalah krisis di Myanmar. Setelah beralih ke 
arah demokrasi pada tahun 2012, Myanmar menjadi 
korban kudeta militer pada tahun 2021 dan junta 
militer tetap berkuasa hingga akhir tahun 2022. Bahkan 
sebelum kudeta, prasangka yang meluas terhadap warga 
Muslim Rohingya umumnya dihasut oleh kalangan 
militer, sehingga mengakibatkan pembersihan etnis dan 
genosida. Cara menangani Myanmar telah menyebabkan 
perpecahan di dalam ASEAN dan makin memperumit 
hubungannya dengan mitra Barat. Beberapa anggota, 
seperti Vietnam, bersikeras bahwa ASEAN terus 
mematuhi pendekatan Westphalia yang ketat terhadap 
kedaulatan negara. Anggota lain ingin memberikan sanksi 
kepada Myanmar dan khawatir dengan pengaruh kecaman 
Barat terhadap reputasi internasional ASEAN dan, oleh 
karena itu, pengaruh internasionalnya.

Mendefinisikan Kedaulatan
Pemahaman maksimalis tentang kedaulatan negara akan 
tetap menjadi norma di ASEAN pada masa mendatang. 
Tekanan bagi ASEAN untuk mengubah norma ini 
kemungkinan akan berkurang seiring waktu. Alasan 
pendorongnya adalah keinginan untuk menyesuaikan 
diri dengan norma-norma sistem yang didefinisikan oleh 
dunia Barat. Namun, penurunan kekuatan Barat secara 

bertahap, dikombinasikan dengan kebangkitan Tiongkok 
dan dukungannya terhadap definisi kedaulatan tradisional 
kian membebani status quo.

Namun, kebangkitan Tiongkok juga menciptakan 
lebih banyak alasan bagi negara-negara ASEAN untuk 
berbicara dengan satu suara diplomatik dan politik.

ASEAN tetap menjadi cerminan negara-negara 
anggotanya. Negara-negara Asia Tenggara telah membuat 
kemajuan politik, ekonomi, dan teknologi yang cukup 
besar selama 50 tahun terakhir. Namun, keuntungan 
politik mereka cukup rapuh. Akibatnya, hubungan 
mereka dengan ASEAN menjadi rumit. Anggota ASEAN 
menerima manfaat saat ASEAN dipandang sebagai 
perwakilan pemerintah dan masyarakat Asia Tenggara. 
Pada saat yang sama, penting bagi sebagian besar dari 
negara itu untuk mencegah organisasi tersebut menjadi 
entitas otonom yang dapat memberi tekanan politik 
kepada mereka. Tanggapan ASEAN yang tampaknya 
ambivalen dan terkadang kontradiktif terhadap konsep 
kedaulatan menggambarkan ketegangan ini. Meskipun 
demikian, bentuk kedaulatan yang tetap dijunjung 
untuk kawasan tersebut selama beberapa waktu adalah 
kedaulatan tradisional versi Westphalia. Perlunya untuk 
memproyeksikan kesatuan dan efektivitas ASEAN 
akan menghasilkan kesan organisasi yang lebih bersatu 
daripada yang sebenarnya. Meski begitu, ASEAN tetap 
penting bagi para anggotanya dan bagi hubungan 
kawasan itu dengan dunia. Fakta bahwa ASEAN 
didirikan oleh kekuatan menengah alih-alih negara-
negara eksternal yang lebih kuat memungkinkannya 
untuk menyatukan banyak kekuatan yang bersaing 
untuk mendapatkan pengaruh regional. ASEAN telah 
menciptakan jaringan interaksi yang memungkinkan 
kontak diplomatik. ASEAN telah membantu memelihara 
kondisi yang memungkinkan pembangunan ekonomi. 
Kontribusi ASEAN terhadap Asia Tenggara mungkin 
kurang penuh pertimbangan daripada kelihatannya, tetapi 
kontribusi mereka tetaplah penting.  o

Presiden Indonesia Joko Widodo 
menghadiri KTT Khusus A.S.-
ASEAN pada Mei 2022.  REUTERS

Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh 
berpartisipasi dalam KTT yang memperingati 
45 tahun hubungan A.S.-ASEAN di 
Washington, D.C., pada Mei 2022.
THE ASSOCIATED PRESS

Menteri Kesehatan Masyarakat Thailand 
Anutin Charnvirakul, kanan, dan Menteri 
Kesehatan dan Layanan Manusia 
A.S. Xavier Becerra bertemu selama 
pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN 
ke-15 di Bali, Indonesia, pada Mei 2022.
THE ASSOCIATED PRESS
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Sekelompok prajurit lintas udara turun dari langit 
dalam pola sinkronisasi di atas pulau Sumatra di 
kepulauan Indonesia pada awal Agustus 2022, lalu 

mendarat di sawah dan di lahan terbuka di hutan tropis 
lebat di Baturaja. Ini bukanlah lompatan biasa. Penerjun 
payung dari Indonesia, Jepang, dan Amerika Serikat 
menyelesaikan lompatan pertama mereka bersama-sama 
di Super Garuda Shield, latihan militer multinasional dan 
gabungan yang dipimpin oleh Tentara Nasional Indonesia 
(TNI), dan pasukan militer A.S. 

Lompatan tersebut bukanlah satu-satunya hal pertama 
pada latihan tahunan tersebut, yang dilaksanakan dari 
tanggal 1-14 Agustus. Garuda Shield 2022, yang dijuluki 
Super Garuda Shield berkat ukurannya, menandai 
pertama kalinya Australia, Jepang, dan Singapura 
berpartisipasi dalam latihan ini, yang digelar di tengah 
ketegangan global yang meningkat demi mencerminkan 
komitmen peserta untuk melawan ancaman terhadap 
keamanan regional. 

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Jenderal 
Charles A. Flynn, komandan Angkatan Darat A.S. 

di Pasifik (USARPAC), memulai latihan tersebut di 
Pusat Latihan Tempur Baturaja dan menarik lebih 
dari 4.300 peserta. Selain dari Indonesia dan Amerika 
Serikat, personel militer dari 12 negara ikut bergabung. 
Pesertanya meliputi Australia, Prancis, Jepang, Malaysia, 
Selandia Baru, Papua Nugini, Singapura, Korea Selatan, 
dan Timor Leste. Para pengamat berasal dari Kanada, 
India, dan Britania Raya.

Garuda Shield juga menekankan operasi maritim, 
dengan kapal perang dari Indonesia, Singapura, dan A.S. 
yang melakukan latihan bersama untuk pertama kalinya.

“Saat kami bersama seperti ini, kami lebih kuat,” 
ucap Flynn pada pembukaan latihan. Dia menyebut 
latihan tersebut “ekspresi penting dari kerja sama tim, 
interoperabilitas, dan persatuan kami sebagai sekelompok 
negara yang berusaha mewujudkan Indo-Pasifik yang 
Bebas dan Terbuka serta memelihara tatanan yang 
berbasis aturan.”

Seperti pada 15 iterasi sebelumnya, Garuda Shield 
menampilkan berbagai macam aktivitas dan kemampuan, 
termasuk interoperabilitas senjata dan koordinasi 

LATIHAN 'SUPER' MELAMPAUI 
KEKHAWATIRAN KEAMANAN 
REGIONAL DAN GLOBAL YANG 
KIAN MERESAHKAN
GUSTY DA COSTA

GARUDA 
SHIELD
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lapangan, dukungan dan identifikasi satelit, 
sistem teman atau musuh, serta pelatihan 
bertahan hidup dalam hutan dan pelatihan 
medan perkotaan. Operasi amfibi dan latihan 
perebutan lapangan udara juga dilakukan.

Super Garuda Shield dibuat berdasarkan 
latihan sebelumnya, sehingga memungkinkan 
personel untuk menguji peralatan dan 
prosedur, serta memberi A.S. pemahaman yang 
lebih baik tentang kebutuhan infrastruktur 
pertahanan TNI dan militer sekutu beserta 
mitra lainnya, demikian ungkap Dr. Teuku 
Rezasyah, dosen di Departemen Hubungan 
Internasional di Universitas Padjadjaran, 
Indonesia, kepada FORUM. 

Super Garuda Shield juga memungkinkan 
TNI untuk memperluas kolaborasi dan 
eksperimen dengan pasukan gabungan dan 
bersama sebagai bagian dari Operation 
Pathways USARPAC, yang merupakan simbol 
persahabatan dan kerja sama regional. 

“Saya bangga melihat perkembangan 
Garuda Shield sejak tahun lalu — 
memperluas latihan musim panas ini 
menjadi latihan multinasional bersama yang 
melibatkan semua komponen matra kami,” 
ungkap Flynn. “Ini merupakan simbol 
kedekatan A.S.-Indonesia dan hubungan 
yang tumbuh antara pasukan darat di 
kawasan penting ini… karena pasukan darat 
adalah perekat yang mengikat arsitektur 
keamanan kawasan ini bersama-sama. Kami 
melakukannya bersama dengan membangun 
kesiapan, hubungan dan kepercayaan. Dengan 
mempersatukan pasukan kami seperti ini, 
kami merajut struktur keamanan regional 
menjadi langgeng.”

Meningkatnya Ketegangan
Latihan dengan nama besar, wajah baru, dan 
tujuan geopolitik ini merefleksikan keadaan di 
tempat latihan tersebut diadakan.

Prajurit 
terjun payung 
Indonesia, 
Jepang, 
dan A.S. 
melakukan 
operasi 
selama Super 
Garuda Shield 
di Baturaja, 
Indonesia, 
pada Agustus 
2022.  
SERSAN NICHOLLE 
SALVATIERRA/ANGKATAN 
DARAT A.S.
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Sejak Garuda Shield pertama kali diadakan pada tahun 
2009, ketegangan di Indo-Pasifik semakin meningkat 
karena persaingan klaim teritorial di Laut Cina Selatan, 
dan seperti yang bisa dilihat Republik Rakyat Tiongkok 
(RRT) meningkatkan kekuatan militer serta ambisi 
strategis di seluruh kawasan ini dan sekitarnya. 

Sebagai balasan, mitra regional bergabung bersama 
untuk menunjukkan bahwa tindakan destabilisasi oleh 
RRT dan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) akan 
dihadapi dengan aliansi yang kuat, seperti Garuda 
Shield. “Latihan ini merupakan bagian dari kerja sama 
pertahanan Indonesia-A.S., namun dengan ini kami bisa 
mengirimkan pesan kepada potensi kekuatan regional 
lain bahwa ada koordinasi pertahanan yang ketat saat 
perubahan terjadi,” ungkap Nikolaus Loy, pakar hubungan 
internasional dari Universitas Pembangunan Nasional 
Veteran di Yogyakarta, Indonesia, kepada FORUM.

“Saya yakin latihan ini merupakan upaya untuk 
menanggapi pergeseran strategis global dan regional,” 
ungkap Loy. Dia mencatat semakin meningkatnya 
tantangan keamanan di luar ketegangan yang terjadi di 
Taiwan: perselisihan antara Jepang dan RRT mengenai 
Kepulauan Senkaku yang diduduki Jepang dan antara 
India dan RRT di kawasan perbatasan pegunungan 
Ladakh; perilaku Korea Utara dengan senjata nuklirnya 
yang tidak dapat diprediksi, termasuk uji coba rudalnya 
yang menimbulkan destabilisasi; serta invasi tidak 

beralasan yang dilakukan Rusia di Ukraina dan perang 
berikutnya.

Meskipun tidak menjadi pihak dalam sengketa 
Laut Cina Selatan di antara Beijing dan negara-negara 
pesisir lainnya, Indonesia memiliki kekhawatiran yang 
berkaitan. Klaim maritim luas RRT yang ditolak oleh 
mahkamah internasional pada tahun 2016, tumpang 
tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia di 
bagian selatan Laut Cina Selatan, yang dikenal oleh 
warga Indonesia sebagai Laut Natuna. Klaim Beijing 
telah menyebabkan konfrontasi yang semakin mengikis 
citra publik RRT, seperti penangkapan ikan ilegal oleh 
armada Tiongkok dan penganiayaan terhadap awak kapal 
Indonesia di kapal Tiongkok. 

Keputusan TNI untuk mengadakan beberapa 
kegiatan Super Garuda Shield di Kepulauan Riau di 
sepanjang Selat Malaka di Laut Cina Selatan sangat 
signifikan, demikian menurut para analis, mengingat 
penyusupan oleh perahu nelayan Tiongkok di dekatnya 
serta status kepulauan itu sebagai ibu kota administratif 
wilayah maritim.

Sementara itu, di luar sikap regional RRT yang 
semakin ambisius, pertumbuhan kemampuan militer 
Partai Komunis Tiongkok (PKT) menyebabkan 
kekhawatiran. Pada tahun 2021, penilaian intelijen A.S. 
menggambarkan PLA secara bertahap dan konsisten 
berubah menjadi perpanjangan proyeksi kekuatan 

Helikopter serbu AH-64 Apache milik Angkatan 
Darat A.S. menyerang target selama Super 
Garuda Shield 2022.  THE ASSOCIATED PRESS
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mesin kebijakan luar negeri PKT yang sangat gesit, 
yang terlibat dalam diplomasi dan operasi militer secara 
global, demikian menurut Carnegie Endowment for 
International Peace.

Menyelaraskan Ketidakberpihakan
Secara resmi, tradisi lama ketidakberpihakan Indonesia 
tetap kukuh, dan para pemimpin sipil serta militer negara 
tersebut mengatakan sikap pertahanan dan kebijakan luar 
negerinya tidak ditujukan kepada negara mana pun. “Kita 
semua berteman dengan negara tetangga kami. Inilah 
yang membuat kami semakin kuat, solidaritas kami,” ucap 
Perkasa kepada wartawan, menekankan bahwa “tidak ada 
pesan bagi siapa pun” dalam latihan. 

Perkasa mencatat bahwa partisipasi RRT dalam 
Garuda Shield pertama dan dalam dua latihan militer 
Indonesia-Tiongkok pada tahun 2012 dan 2013 belum 
diikuti oleh minat dari Beijing dalam pelatihan 2022. 
“Bukan masalah jika mereka tidak melihat latihan ini 
sebagai prioritas,” ungkap Perkasa, menambahkan bahwa 
Indonesia tetap terbuka untuk mengadakan latihan 
dengan RRT.

Teuku Rezasyah dari Universitas Padjadjaran 
mengatakan kekhawatiran terhadap PKT menjadikan 
PLA mustahil ikut serta dalam Super Garuda Shield. 
Masalah seperti sengketa teritorial maritim yang terus 
berlanjut di antara RRT dan negara-negara Asia Tenggara 
serta pentingnya mempertahankan Indo-Pasifik yang 
Bebas dan Terbuka memunculkan hambatan untuk 
bekerja sama. 

Meski RRT tetap menjadi mitra dagang terbesar 
Indonesia, perubahan pola ekonomi dipandang 
mengurangi ketergantungan Indonesia pada negara 
berkekuatan ekonomi besar di kawasan itu. Status 
Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara — 
dan keempat terpadat di dunia — membuat Indonesia 
sepenuhnya mampu menjadi mandiri, terutama di 
Indo-Pasifik. Sikap keras Australia terhadap RRT serta 

hubungan antara Jakarta dan Canberra yang semakin 
akrab, misalnya, dipandang sebagai perkembangan 
regional yang penting.

Terdapat indikasi lain bahwa Indonesia, seperti peserta 
lain dalam Super Garuda Shield, bekerja sama lebih erat 
dengan sekutu dan mitra untuk mendorong keamanan 
di kawasan ini dan sekitarnya. Presiden Indonesia Joko 
Widodo disebut-sebut mengatakan bahwa keikutsertaan 
Jepang dalam latihan tersebut sebagai poin utama selama 
kunjungan resmi ke Tokyo pada Juli 2022, dan Wakil 
Menteri Pertahanan Parlemen Jepang Tsuyohito Iwamoto 
berada di Jakarta untuk mengadakan pertemuan sesaat 
sebelum latihan dimulai di Baturaja.

Memperkuat Kemitraan
Seperti dalam beberapa dekade terakhir, A.S. akan 
memegang peran kunci dalam keamanan dan stabilitas 
regional. Karena sebagian besar peserta Super Garuda 
Shield adalah sekutu atau mitra A.S., militer Indonesia 
masih dianggap sebagai mitra dekat A.S., demikian 
ungkap Soleman Pontoh, mantan kepala Badan Intelijen 
Strategis TNI, kepada FORUM. 

Namun Super Garuda Shield terbukti lebih dari 
sekadar sarana untuk mengatasi ancaman regional 
terhadap kedaulatan Indonesia. Meskipun latihan 
tersebut mendefinisikan esensi kemitraan keamanan 
di kawasan ini, Super Garuda Shield juga melampaui 
geopolitik dalam banyak aspek. Pada tingkat dasar, latihan 
ini menyediakan platform untuk hubungan pribadi dan 
budaya di antara Indonesia dan A.S. serta negara-negara 
Indo-Pasifik lainnya.  

Peserta mendapatkan apresiasi mendalam untuk 
kepercayaan antara sekutu dan mitra yang berpikiran 
serupa serta pemahaman bersama di antara budaya yang 
berbeda yang akan memberikan landasan kuat untuk 
hubungan masa depan yang tulus di antara pasukan 
militer.  o
Gusty Da Costa merupakan kontributor FORUM yang memberikan laporan dari Indonesia.

Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Andika Perkasa, 
kiri, dan Laksamana John C. Aquilino, Komandan Komando Indo-
Pasifik A.S., mengamati Super Garuda Shield 2022.  
THE ASSOCIATED PRESS

Komandan Angkatan Darat A.S. di Pasifik Jenderal Charles A. 
Flynn, kiri, dan Kepala Staf Komponen Darat Jepang Letnan 
Jenderal Kizuki Ushijima menyematkan pin jump wings ke seorang 
Prajurit Indonesia setelah ia menyelesaikan pelatihan lompat 
trilateral dengan penerjun payung Jepang dan Angkatan Darat A.S. 
selama Super Garuda Shield.  ANGKATAN DARAT A.S. DI PASIFIK
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Mitra yang
Kapabel dan 

Adaptif

Prajurit Angkatan Darat Australia, pasukan terjun payung Angkatan Darat Malaysia, 
dan Marinir Sri Lanka berkumpul di dek penerbangan HMAS Canberra milik Angkatan 
Laut Australia untuk mempersiapkan latihan serangan amfibi udara di RIMPAC 2022.  
KELASI KEPALA MATTHEW LYALL/ANGKATAN LAUT AUSTRALIA



63IPD FORUMFORUM

Dua puluh enam negara yang diwakili oleh 25.000 
personel berkumpul dari 29 Juni hingga 4 Agustus 2022 
untuk mengikuti Rim of the Pacific (RIMPAC) yang 
diselenggarakan setiap dua tahun — latihan maritim 
internasional terbesar. Berlangsung di dalam serta di 
sekitar Kepulauan Hawaii dan California Selatan, misi 
pelatihan lima minggu tersebut memperkuat kemampuan 
bersama sekutu dan mitra untuk memastikan Indo-
Pasifik yang Bebas dan Terbuka sekaligus menumbuhkan 
lingkungan bagi pasukan untuk membangun hubungan 
dan keterampilan yang menggalakkan aksesibilitas, 
keselamatan, dan keamanan di laut lepas. 

Dengan latar belakang ini, Laksamana Muda Toshiyuki 
Hirata, Komandan Escort Flotilla Four, Pasukan Bela 
Diri Maritim Jepang (JMSDF), dan Laksamana Pertama 
Paul O’Grady, Komodor Flotilla Angkatan Laut Australia, 
berbicara dengan FORUM tentang RIMPAC serta 
gagasan dan esensi tema latihan tersebut: “Mitra yang 
Kapabel dan Adaptif.”

Hirata memiliki spesialisasi sebagai perwira 
peperangan permukaan. Selama di RIMPAC, ia menjabat 
sebagai wakil komandan satuan tugas gabungan dan 
komandan gugus tugas bantuan kemanusiaan dan 
bantuan bencana (HADR). O’Grady juga telah lama 
bertugas sebagai perwira peperangan permukaan. Selama 
RIMPAC, ia adalah komandan komponen gabungan 
pasukan maritim.

FORUM: Apa yang paling signifikan dari  
RIMPAC 2022?

HIRATA: Saya adalah komandan pasukan HADR 
saat latihan RIMPAC HADR, 11-18 Juli. Ini sangat 
menarik bagi kami karena tidak hanya JMSDF dan 
Amerika Serikat, melainkan juga negara-negara lain yang 
bergabung dengan markas besar dan organisasi bawahan 
kami — tidak hanya militer, melainkan juga beberapa 
lembaga sipil yang bergabung dengan kami, dan kami 

mengoordinasikan semuanya. Kami juga melakukan ini 
sebagai latihan gabungan dengan negara bagian Hawaii. 
Jadi ini adalah pengalaman yang sangat baik bagi kami 
secara keseluruhan. 

O’GRADY: Ini telah menjadi pencapaian pribadi dan 
profesional untuk memimpin komponen maritim, 
yang terdiri atas 38 kapal, tiga kapal selam, banyak 
pesawat, dan semua awak mereka yang luar biasa. Sama 
pentingnya, 250 staf kantor pusat multinasional yang 
menjalankan dan mengoordinasikan semua satuan tugas 
yang berbeda. Staf ini termasuk perencana staf inti dari 
Australia dan Kanada, yang juga menyediakan wakil 
komandan komponen maritim. Kami menggabungkan 
staf di seluruh jajaran tingkat komando dari 19 negara 
dan harus membuat mereka bekerja sama untuk tidak 
hanya mendukung kapal, melainkan juga membangun 
kemampuan perang taktis mereka. Dengan ini dapat 
dipastikan bahwa pada tahap taktis mereka dapat 
berfungsi secara operasional, termasuk dukungan 
medis, tembakan dinamis bukan hanya ke komponen 
maritim melainkan juga ke komponen udara, serta 
elemen pendukung lainnya. Ini telah menjadi perjalanan 
yang sangat menarik sebagai komandan pasukan 
multinasional, dan secara pribadi sebagai pencapaian 
karier juga — untuk berkesempatan mempunyai tim dan 
pasukan untuk dikoordinasikan semacam itu merupakan 
hal yang secara pribadi belum pernah saya lakukan 
sebelumnya. 

FORUM: Komandan RIMPAC Laksamana Madya 
Michael Boyle menyatakan selama latihan bahwa tidak 
hanya interoperabilitas, pertukaran juga merupakan 
kunci untuk bekerja dengan mitra internasional. Apa 
artinya bagi pasukan Anda masing-masing?

HIRATA: Saya pikir dalam operasi maritim pertukaran 
ini adalah spektrum yang sangat luas. Misalnya, saya 
melakukan operasi HADR dengan operasi maritim 
lainnya. Di sisi lain, laksamana pertama melakukan 
operasi maritim seperti keamanan maritim dan operasi 
multilateral lainnya, sehingga [ada] banyak jenis 
operasi yang kami miliki. Terkadang beberapa negara, 
karena tujuan nasional mereka, tidak memiliki banyak 
pengalaman dalam beberapa hal ini karena perbedaan 
mereka, dan terkadang pengalaman ini memungkinkan 
kita untuk beradaptasi dengan banyak situasi. 

O’GRADY: Ada beberapa contoh yang bagus di 
seluruh pasukan. Salah satu yang saya ingat adalah 
HMAS Canberra, kapal serbu amfibi dari Angkatan 
Laut Australia, yang ditumpangi oleh Angkatan Darat 
Australia, tetapi dalam perjalanan dari Australia, ada 
juga Marinir dari Sri Lanka dan Tonga yang naik, dan 

D

F O R U M  M E W A W A N C A R A I 
D U A  P E M I M P I N  U T A M A 
I N D O - P A S I F I K  S E L A M A 

L A T I H A N  R I M  
O F  T H E  P A C I F I C

STAF FORUM
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“Dari kacamata 

profesional, aspek 

paling memuaskan 

dari RIMPAC adalah 

menjadi komandan 

operasi HADR. Tetapi, 

menurut saya sendiri, 

aspek paling positif 

dari RIMPAC adalah 

bekerja bersama 

teman-teman saya. 
– Laksamana Muda Toshiyuki Hirata

” 

Dari kiri, Laksamana Muda Pasukan Bela Diri Maritim 
Jepang Toshiyuki Hirata, Laksamana Muda Angkatan Laut 
Kanada Christopher Robinson, dan Laksamana Pertama 
Angkatan Laut Australia Paul O’Grady bertemu kembali di 
Ford Island, Hawaii, selama RIMPAC 2022. Ketiganya lulus 
dari U.S. Naval War College pada 2015.  
KELASI KEPALA KYLIE JAGIELLO/ANGKATAN LAUT AUSTRALIA

mereka berlatih bersama-sama hingga Hawaii. … 
Jadi sebelum RIMPAC dimulai, mereka sudah mulai 
berlatih. Setibanya di sini, pasukan Marinir A.S. MV-
22 Ospreys bergabung dan tinggal di kapal selama 
tiga minggu. Itulah pertama kalinya kami melakukan 
itu, mengoperasikan serta melakukan semua 
pemeliharaan dengan awak dan tim yang tinggal di 
kapal itu. Jadi, dari kapal Australia, pesawat Pasukan 
Marinir mengerahkan Marinir Tonga, Marinir Sri 
Lanka, dan Angkatan Darat Australia. Kami berbicara 
tentang pertukaran; menurut saya itulah intinya. Ada 
banyak contoh lain di seluruh RIMPAC; ini adalah 
contoh yang kebetulan saya ingat sebagai komandan 
kontingen Australia dan menganggapnya sebagai 
sorotan nyata: Mitra yang memberdayakan satu 
sama lain dalam hal [ketika] mereka dapat membawa 
kemampuan yang tidak dimiliki oleh yang lain, dan 
bersama-sama mereka menghasilkan lebih banyak.

FORUM: Untuk latihan ini, dengan negara mana 
saja Anda bekerja sama secara erat? 

HIRATA: A.S. adalah bagian dari aliansi kami, jadi 
Angkatan Laut mereka, itulah hubungan terdekat 
kami. Jepang dan Australia, sama-sama memiliki 
hubungan yang sangat erat dengan kami. 

O’GRADY: Hubungan erat ini memungkinkan kita 
untuk mempertimbangkan cara lain dalam berlatih 
dan mengoordinasikan aktivitas, seperti melalui 
Quad [Dialog Keamanan Kuadrilateral]. Sejumlah 
hubungan multinasional dan bilateral tersebut 
diperkuat melalui kerangka RIMPAC yang lebih 
luas, yang berarti kita tidak memulai dari awal; kita 
memiliki beberapa kesinambungan saat beralih ke 
latihan dan kegiatan lain bersama —  
yang sangat menarik.

FORUM: Apakah ini pertama kalinya Anda 
bertemu satu sama lain? 

O’GRADY: Laksamana Hirata dan saya adalah teman 
lama. Kami, dan Laksamana Muda [Angkatan Laut 
Kanada] Chris Robertson, wakil komandan Satuan 
Tugas Gabungan, semuanya berkuliah di U.S. Naval 
War College di Rhode Island bersama-sama pada 
2015 silam, jadi ini pengalaman dan keistimewaan 
pribadi yang luar biasa bagi saya untuk bekerja 
sama dengan teman-teman akrab saya. Kami telah 
mengunjungi satu sama lain sebelumnya dan belajar 
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cara bekerja sama serta menjadi komandan dalam tim 
kepemimpinan untuk RIMPAC, dan itu sangat luar biasa.

FORUM: Kapan kesempatan berikutnya bagi Anda 
berdua untuk bekerja sama kembali?

O’GRADY: Kami masih mengusahakannya!  

HIRATA: Semoga saja begitu! Dari kacamata profesional, 
aspek paling memuaskan dari RIMPAC adalah menjadi 
komandan operasi HADR. Tetapi, menurut saya sendiri, 
aspek paling positif dari RIMPAC adalah bekerja bersama 
teman-teman saya. 

O’GRADY: Tentu saja. Ini telah membawa RIMPAC 
ke tingkat pribadi yang benar-benar berbeda. Untuk 
berbagi hal ini dan hubungan dengan komandan lain — 
hubungan ini tidak hanya terjalin selama beberapa bulan 
terakhir, melainkan sudah bertahun-tahun lamanya. Ini 
memungkinkan kami semua berbincang dan bertindak 
dengan kedalaman yang biasanya tidak terjadi dalam 
waktu singkat. 

FORUM: Seiring Pasukan Bela Diri Jepang (Japan 
Self-Defense Forces - JSDF) semakin mirip dengan 
pasukan gabungan, bagaimana ini akan memengaruhi 
JMSDF?

HIRATA: Operasi gabungan sangat penting karena 
berbagai alasan, termasuk sumber daya. Situasi keamanan 
saat ini cukup rumit. Bagi JSDF, operasi dilakukan secara 
lintas ranah. Setiap ranah dilibatkan dalam operasi ini. 
Jadi, ranah udara, maritim, darat, siber, dan terkadang 
ruang angkasa dilibatkan dalam operasinya, sehingga 
menjadi sangat kompleks. Latihan gabungan membantu 
kami mencapai sasaran kerja sama serta memungkinkan 
pasukan kami menjalankan operasi gabungan. Dalam 
pelaksanaan HADR [selama RIMPAC], kami menjalankan 
operasi bersama pasukan gabungan dan bersama di markas 
besar kami. 

O’GRADY: Salah satu hal hebat lainnya tentang 
RIMPAC adalah saya telah menemui banyak awal kapal 
dan pesawat, yang akan saya temui kembali untuk latihan 
Kakadu 2022 yang diadakan pada [September 2022 di 
Australia]. Ini juga menjadi latihan multinasional berskala 
besar — tidak dalam skala yang sama seperti RIMPAC, 
tetapi mencakup sejumlah mitra lain kami dari negara-
negara Pasifik Barat Daya, sehingga kami dapat terus 
menjalin hubungan yang telah diperbarui atau dimulai di 
RIMPAC ke kawasan lain. Itu sangat menarik.

FORUM: Bagaimana ajang seperti ini membantu 
menangkal ancaman yang terus berkembang di 
kawasan Indo-Pasifik?

O’GRADY: Ini terus membangun kepercayaan tulus serta 

interoperabilitas/pertukaran. Ini menghadirkan hubungan 
antarmanusia yang mengalirkan kepercayaan. Anda tidak 
bisa membelinya. Anda harus berinvestasi di dalamnya, dan 
terus melakukannya. Kami mengalami sedikit hambatan 
selama COVID, jadi kami melakukan banyak hal lewat 
telekonferensi video. Sangat menyenangkan akhirnya dapat 
kembali ke RIMPAC dan Kakadu serta bertatap muka lagi, 
dan itulah cara Anda benar-benar membangun hubungan.

FORUM: Adakah sudut pandang terakhir seputar 
keamanan maritim?

HIRATA: Kami selalu berupaya mewujudkan Indo-
Pasifik yang Bebas dan Terbuka. Peluang seperti latihan 
ini, untuk bekerja bersama dan berbagi pemahaman 
bersama seputar keamanan maritim, sangat penting demi 
menjamin terwujudnya kawasan yang bebas dan terbuka. 
Mewujudkan interoperabilitas dan pertukaran juga 
sangat penting.

FORUM: Apakah Anda ingin melihat adanya 
perubahan dalam RIMPAC?

O’GRADY: RIMPAC menghadirkan lingkungan 
pelatihan kelas dunia yang luar biasa dari Angkatan Laut 
A.S., dan kami sangat beruntung bisa berada di sini. 
Tetapi perjalanan yang ditempuh untuk tiba di sini dan 
pulang memang sangat panjang. Terkadang mendapatkan 
dukungan pasukan yang tepat dan kemampuan bagi semua 
negara mitra untuk berkomitmen dengan pasukan yang 
mereka inginkan cukup menantang. Ini hanya persoalan 
jarak, dan terkadang mengalahkan jarak berarti berurusan 
dengan ukuran dan skala kawasan Indo-Pasifik. Jadi, 
bepergian ke dan dari Hawaii juga menjadi bagian dari 
petualangan ini.  o

Prajurit Angkatan Darat Australia bersiap di dek penerbangan 
HMAS Canberra saat persiapan latihan selama RIMPAC 2022. 
KELASI KEPALA MATTHEW LYALL/ANGKATAN LAUT AUSTRALIA
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Saat ombak menyapu sampah ke pesisir kepulauan 
terdepan Korea Selatan, Kang Dong Wan sering kali 
dijumpai sedang mencari hal yang dijulukinya “harta 

karun” — sampah dari Korea Utara yang memberikan 
sekelumit kisah tentang tempat yang sangat sulit 
dikunjungi kebanyakan orang luar ini.

“Ini mungkin menjadi bahan yang penting, sebab kita 
dapat mempelajari produk yang diproduksi di Korea Utara 
dan barang-barang yang mereka gunakan di sana,” ujar 
Kang, profesor Universitas Dong-A Korea Selatan.

Ia terpaksa beralih ke metode pengumpulan informasi 
yang rumit ini sebab COVID-19 semakin menyulitkan orang 
luar untuk mencari tahu hal yang sedang terjadi di Korea 
Utara, salah satu negara paling tertutup di dunia, bahkan 
tanpa penutupan perbatasan akibat pandemi.

Dia meyakini ragam, jumlah, dan peningkatan 
kecanggihan sampah yang diperoleh menegaskan laporan 
media negara Korea Utara bahwa pemimpin mereka, Kim 
Jong Un, mendorong produksi berbagai barang konsumen 
dan sektor desain industri yang lebih besar demi memenuhi 
permintaan masyarakat sekaligus meningkatkan taraf hidup 
mereka. Kim, terlepas dari kekuasaan otoriternya, tidak 
dapat mengabaikan selera konsumen yang kini membeli 
produk di pasar bergaya kapitalis karena rusaknya sistem 
penjatahan publik di negara sosialis itu, dan permasalahan 
ekonomi yang semakin membelit selama pandemi.

“Penduduk Korea Utara saat ini adalah generasi 
masyarakat yang menyadari wujud pasar dan ekonomi. Kim 
tidak dapat mengambil hati mereka jika dia terus menekan 
dan mengendalikan mereka, sambil tetap berpegang 
teguh pada program pengembangan nuklir,” ujar Kang. 
“Dia harus menunjukkan adanya perubahan dalam era 
kepemimpinannya.”

Sebelum pandemi, Kang rutin mengunjungi kota 

perbatasan Tiongkok untuk menemui warga 
Korea Utara yang tinggal di sana. Dia juga 
membeli produk Korea Utara dan memotret 
pedesaan Korea Utara dari perbatasan sungai. 
Akan tetapi, dia tidak lagi dapat berkunjung 
ke sana, sebab pembatasan antivirus Tiongkok 
membatasi wisatawan asing ke sana.

Sejak September 2020, Kang telah 
mengunjungi lima pulau perbatasan Korea 
Selatan yang berada di pesisir barat negara 
tersebut, dan telah mengumpulkan sekitar 
2.000 buah sampah dari Korea Utara, termasuk 
kantung camilan, kantung jus, bungkus 
permen, dan botol minuman.

Kang berkata dia takjub saat melihat 
puluhan bahan kemasan warna-warni untuk 
berbagai barang, seperti bumbu, es krim 
batangan, kue kudapan ringan, serta produk 
susu dan yoghurt. Banyak di antaranya 
dilengkapi elemen gambar, karakter kartun, 
dan beragam jenis huruf. Beberapa tampak 
ketinggalan zaman menurut standar Barat, 
serta terang-terangan menjiplak desain dari 
Korea Selatan dan Jepang.

Pakar lain mempelajari keragaman desain 
barang dan kemasan di Korea Utara lewat 
siaran dan publikasi media negara, tetapi 

koleksi sampah Kang memungkinkan analisis yang lebih 
menyeluruh, ujar Ahn Kyung-su, kepala situs web yang 
berfokus pada masalah kesehatan di Korea Utara.

Pekerjaan Kang juga membuka sudut pandang baru 
yang menarik. Informasi komposisi bahan pada sejumlah 
kantung jus, misalnya, menunjukkan Korea Utara 
menggunakan daun pohon sebagai pengganti gula. Kang 
menduga itu dikarenakan kurangnya gula dan peralatan 
pemroses gula.

Dia menguraikan bahwa penemuan lebih dari 30 jenis 
paket penguat rasa buatan mungkin berarti rumah tangga 
Korea Utara tidak mampu membeli bahan alami yang lebih 
mahal, seperti daging dan ikan, untuk sup dan rebusan. 
Banyak warga Korea Selatan telah berhenti menggunakan 
penguat rasa buatan karena masalah kesehatan.

Kantung plastik detergen mencantumkan frasa seperti 
“sahabat ibu rumah tangga” atau “membantu kaum wanita.” 
Dengan asumsi bahwa hanya wanita yang melakukan 
pekerjaan tersebut, itu mungkin mencerminkan rendahnya 
status mereka dalam masyarakat Korea Utara yang 
didominasi kaum adam.

Sejumlah pembungkus menampilkan klaim berlebihan. 
Salah satunya mengatakan kue kudapan dengan rasa kenari 
adalah sumber protein yang lebih baik daripada daging. 
Lainnya mencantumkan es krim kolagen membuat anak 
tumbuh lebih tinggi dan meningkatkan elastisitas kulit. 
Klaim lain lagi menyatakan kue kudapan yang dibuat 
dengan mikroalga tertentu mencegah diabetes, penyakit 
jantung, dan penuaan.

Kang mengatakan koleksi sampahnya adalah upaya 
untuk lebih memahami masyarakat Korea Utara sekaligus 
mempelajari cara menjembatani kesenjangan antara negara 
Korea yang terpecah ini untuk reunifikasi pada masa depan.

MENYULAP SAMPAH 
KOREA UTARA
Menjadi Harta Karun
KISAH DAN FOTO OLEH THE ASSOCIATED PRESS
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Pasukan Tentara Sri Lanka berbaris saat perayaan Hari Kemerdekaan di Kolombo pada Februari 2022.

THE ASSOCIATED PRESS

KATA TERAKHIRIPDF

MENATAP KANANKE
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